EKSISTENSI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA by Triwahyuningsih, Triwahyuningsih et al.
EKSISTENSI KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN DISERTASI
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna











Permasalahan eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengemuka
tatkala Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja tahun
2015 yang bertentangan dengan paugeran. Pun kedudukan Sultan yang coba dirongrong,
dengan mengintrodusir wacana mekanisme demokrasi dalam sistem pemilihan gubernur
DIY. Tujuan penelitian ini  adalah  (1) menganalisis eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, (2) menganalisis
eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningarat dan  implikasinya terhadap
keistimewaan DIY  (3) merumuskan  konsep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
Metode penelitiannya, penelitian hukum normatif dilengkapi dengan wawancara.
Menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan , dan bahan
hukum sekunder yang berupa literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian
ini menggunakan pendekatan historis (historical approach) dan perundang-undangan
(statute approach) serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan, setelah Indonesia merdeka, pertama, pemberian
Piagam Kedudukan oleh Presiden Soekarno merupakan rekognisi konkrit (de facto) atas
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kedua, secara de jure diakui secara penuh
keberadaannya berdasarkan konstitusi dan peraturan-perundang-undangan dalam
kerangka NKRI sebagai daerah istimewa setingkat provinsi dan ditegaskan
keistimewaannya melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2012. Implikasi Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap keistimewaan DIY  adalah pemberian beberapa
kewenangan istimewa, yaitu pengisian jabatan Gubernur, kelembagaan Daerah,
Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Secara spesifik berupa Pilkada Asimetris DIY,
dan Tata Pemerintahan Daerah DIY. Konsep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, pertama,  kepemimpinan yang
mendorong keistimewaan DIY melalui penguatan nilai-nilai paugeran Kasultanan  yang
dapat mendukung  konsep pemerintahan campuran (mixed government) monarki,
demokrasi dan transendensi dalam lingkup NKRI. Kedua, terciptanya hubungan yang
seimbang pusat-daerah, di satu pihak Pemerintah RI sudah mengakomodasi keinginan
masyarakat DIY (in case Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat)  melalui UU No. 13
Tahun 2012, di sisi lain Kasultanan diwajibkan melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian peraturan sebagaimana diperintahkan UU No. 13 Tahun 2012.






Komitmen para Pendiri Negara terhadap hak-hak asal usul daerah-daerah
yang bersifat istimewa dibuktikan dengan dicantumkannya di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD 1945
yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada
tanggal 18 Agustus 1945 satu hari setelah Indonesia merdeka.1Undang-Undang
Dasar 1945 yang dibentuk oleh Pendiri Negara tersebut pemberlakuannya
mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dan situasi politik saat itu.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari sejarah
berdirinya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan itu
menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga secara simbolik dan aktual
dalam mengisi visi ke-Indonesiaan secara lebih kongkrit. Penelaahan atas
sejarah Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Indonesia menunjukkan status
keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil
penguasa Yogyakarta, yakni Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII,
dan bukan pemberian dari entitas politik nasional.2
Konsep ketatanegaraan Jawa memberi definisi negara atau state sebagai
sebuah kesatuan yang telah memperoleh hak atas monopoli kekuasaan di dalam
suatu wilayah geografis tertentu.3Sebagaimana dikemukakan oleh Gerth dan
1 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta: Aksara Baru, 1986, hlm 13. Baca Sambutan
Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI 2014-2019, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI 2018, hlm. x
2Cornelis Lay, et.al., “ Keistimewaan Yogyakarta, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang
Keistimewaan Yogyakarta”,   Monograf on Politic & Government Jurnal Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 politik lokal dan otonomi daerah, Vol. 2, No. 1,
2008, hlm. 12
3Peter Carey, Pengantar buku Soemarsaid Moertono, Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX,
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018, hlm. xv
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Mills (1946: 78) “Today, however, we have to say that a state is a human
community that  (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of
physical force within a given territory. Note that ‘territory’ is one of the
characteristics of the state”4Sekarang, dapat dikatakan bahwa negara adalah
kumpulan manusia yang dapat mengakui monopoli penggunaan kekerasan fisik
yang sah dalam wilayah kekuasaannya, bahwa “wilayah” adalah salah satu ciri
dari negara.
Kasultanan telah memiliki hukum yang berlaku secara turun temurun
yang disebut dengan paugeran.5Paugeran merupakan hukum yang berlaku di
Keraton, oleh karena itu harus ditaati oleh seluruh punggawa Keraton. Hukum
bertujuan tidak hanya untuk mencapai kepastian hukum, melainkan juga untuk
memperoleh keadilan dan kemashlahatan.6Di dalam hukum Islam makna hukum
lebih mengutamakan kemashlahatan dibandingkan dengan kepastian
hukum.7Sebagaimana pendapat Popper bahwa tradisi harus dipahami dalam
kaitan dengan kebutuhan manusia akan ketertiban dan keteraturan. Lebih lanjut
dia berpendapat”Similary, the creation of traditions, like so much of our
legislation, has just that same function of bringing some order and rational
predictability into the social word in which we live”. Artinya, tradisi pada
hakikatnya memberikan manusia suatu kepastian untuk merencanakan secara
rasional tindakan-tindakannya di masa depan.8
Secara filosofis, Negara sebagai wadah mewujudkan cita-cita kebangsaan
memerlukan dasar yang dapat mempertemukan berbagai khas masyarakat
4 Ibid
5Sartika Intaning. P dan Alam Surya Anggara, Kedudukan Laki-Laki dalam Budaya Hukum Kasultanan
Daerah Istimewa Yogyakarta 9studi kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jurnal Penelitian Hukum UGM, Volume 2, Nomor 3, November 2015, hlm. 148-159.
6Aidul Fitriciada Azhari, Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekontruksi tradisi. Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM. Vol. 19. No. 4 Oktober 2012, hlm. 492
7Ibid
8Aidul Fitriciada Azhari, Rekonstruksi Tradisi…, Op. Cit., hlm. 10
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Indonesia. Sedangkan secara sosiologis (a) Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat merupakan sebuah negara sebelum terbentuknya NKRI (b)Tatkala
Sultan mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja tahun 2015 yang
bertentangan dengan paugeran. (c) Munculnya wacana Gubernur Utama dan
Gubernur DIY secara terpisah. Pun secara Yuridis pengakuan tentang
keistimewaan DIY berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950 masih seperti daerah lain.
UU No. 13 Tahun 2012 dan turunannya masih problematik terkait dengan
eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
B. Fokus Studi dan Rumusan Masalah
Penelitian ini bermaksud mendiskripsikan dan menganalisis   eksistensi
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu
undang-undang yang mengatur satuan pemerintahan daerah yang bersifat
istimewa adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Asumsi dasarnya adalah bahwa dalam perjalanan
sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat semenjak berdiri sampai
sekarang mengalami dinamika sesuai perkembangan struktur ketatanegaraan
Republik Indonesia. Kajian tentang eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat tentu membawa berbagai implikasi terhadap keistimewaan DIY.
Didukung dengan kajian mendalam tentang teori rekognisi, teori pemerintahan
campuran (mixed government), teori negara hukum, konstitusi,
konstitusionalisme, kajian tentang desentralisasi asimetris, berbagai macam
konsep kekuasaan akan didapatkan rumusan konsep ideal Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
Berdasarkan latar belakang uraian di atas maka dapat dikemukakan
rumusan masalah sebagai berikut:
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1 Bagaimana eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia?
2 Bagaimana eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
implikasinya terhadap keistimewaan DIY?
3 Bagaimana konsep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
1 Menganalisis dan mendeskripsikan Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
2 Menganalisis dan mendeskripsikan Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat dan implikasinya terhadap keistimewaan DIY.
3 Merumuskan konsep ideal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
1 Secara teoritis dapat memberikan kontribusi tentang penelitian Hukum
Tata Negara, khususnya masalah Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat dan implikasinya terhadap keistimewaan DIY dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia.
2 Secara praktis dapat memberikan masukan pada para pemangku
kepentingan dan pembuat kebijakan tentang Eksistensi Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan implikasinya terhadap keistimewaan DIY
E. Alur Kerangka Pemikiran
Tabel 1. 1 Alur Kerangka Pemikiran
Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Implikasinya
Terhadap Keistimewaan DIY Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang
akan menganalisis eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
implikasinya terhadap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara dengan pihak
terkait. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian preskriptif yaitu
suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran atau
rekomendasi-rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk
mengatasi masalah-masalah tertentu. 9 Penelitian peskriptif juga
dimaksudkan untuk memberikan penilaian apa yang seyogyanya menurut
hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.10
2 Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.11
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Metode pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah dan
aturan turunannya.
b. Pendekatan konseptual, yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum,
9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 10
10Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan I, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 184
11Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 133
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konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman
ini diperlukan untuk sandaran dalam membangun argumentasi hukum
dalam memecahkan masalah yang dihadapi.12 Pendekatan ini dipakai
untuk merumuskan konsep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
c. Pendekatan historis (historical approach) Melalui pendekatan sejarah
hukum13 penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang
eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak sebelum
kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan melalui beberapa
peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.
3 Metode Pengumpulan Data
a. Jenis Data
Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara
untuk mendapatkan masukan, tentang implikasi Kasultanan secara
spesifik yang terkait dengan pembagian kekuasaan antara Gubernur
dan DPRD DIY, perwujudan checks and balances kedua lembaga
tersebut, serta beberapa data sebagai penguat baik tentang eksistensi
Kasultanan Ngayogyakarta maupun konsep Kasultanan
Ngayogyakarta ke depan, dengan para nara sumber relevan, baik dari
akademisi, kerabat keraton dan pemerhati budaya, DPRD DIY, dll.
Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi
seperti data dalam dokumen dan publikasi.14
12 Ibid
13 Aspek sejarah diperlukan untuk memberi konteks kepada suatu rumusan peraturan. Setiap ketentuan
hukum apapun bentuknya, adalah karya manusia yang terikat pada ruang dan waktu. Lihat
Sidharta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta : Gentha Publishing, 2013, hlm.
258-259
14Mukti Fajar, Ibid, hlm. 184
8
b. Sumber Data
Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer maupun
sekunder
1) Sumber data sekunder:
a) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, terdiri
dari:
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UUD RIS, UUDS dan UUDNRI 1945 Amandemen
(2) UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY yang telah
diubah, terakhir menjadi UU No. 9 Tahun 1955;
(3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
(4) UU No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, UU
No. 1 Tahun 1957 , Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, UU No.
18 tahun 1965, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, UU No. 22
Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004;
(5) Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perdais No. 1 Tahun 2013 jo Perdais
No. 1 Tahun 2015, Perdais No. 2 Tahun 2015, Perdais No. 3 Tahun
2015 jo Perdais No. 1 Tahun 2018, Perdais No. 1 Tahun 2017,
Perdais No. 2 Tahun 2017, Perdais No. 3 Tahun 2017
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan
untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum
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primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, dan
sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.15
Dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang ada
hubungannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-
buku hukum, berbagai macam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti
Kontrak-Kontrak Politik Tahun 1749, 1955, 1815, 1821, Rijblad No. 16
Tahun 1918, Kontrak Politik Tahun 1940 dan dokumen lain yang
relevan dengan permasalahan yang diteliti.
c) Bahan Hukum Tertier
Merupakan bahan pelengkap yang berfungsi membantu
dalam  memahami bahan hukum primer maupun sekunder yang
diperoleh dari kamus, ensiklopedi maupun sumber lain yang relevan.
2) Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di
lapangan (field research) secara langsung pada objek penelitian yang
dilakukan dengan cara wawancara, data primer ini dipakai untuk
melengkapi data sekunder. Peneliti berhasil mewawancarai: Peter Carey,
Prof Joko Suryo, GBPH Prabuningrat, KRT Jatiningrat (Pengageng Tepas
Dworo Puro (Humas) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) Sekretaris
Komisi A DPRD DIY, Sekretaris Fraksi Golkar (Komisi D) DPRD DIY, Kabag
Perundang-undangan DPRD DIY, Kabag Persidangan DPRD DIY, Abdul
Ghofar (ASWAJA CENTER), Afnan Hadikusumo (DPD RI Dapil. DIY).
4 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mengikuti langkah-langkah:
15 Khudzaifah Dimyanti, dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS,
2004. hlm 13
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a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier,
kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan. Analisis dalam disertasi
ini lebih difokuskan pada struktur eksekutif (Gubernur DIY) dan
legislatif 16(DPRD DIY) dan hubungan antara kedua organ tersebut
yang akan menentukan struktur tata pemerintahan daerah DIY.
b. Melakukan sistematisasi, reduksi, verifikasi dan interpretasi data.
Pada tahapan ini, baik sumber data primer maupun data sekunder
disinkronkan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh
valid.
c. Melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan merujuk pada
kerangka teori yang telah dipilih, yaitu teori rekognisi untuk
menjawab rumusan masalah bagaimana eksistensi Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan Republik
Indonesia? Teori desentralisasi asimetris dan pemerintahan
campuran untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implikasi
eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap
keistimewaan DIY dan bagaimana konsep Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan RI? Serta beberapa
konsep tambahan untuk memperkuat teori yang sudah disebutkan di
atas, yaitu konsep negara hukum, konstitusi dan konstitusionalisme
serta konsep kekuasaan. Melalui pendekatan yuridis-normatif,
yuridis-empiris dan pendekatan historis yang secara keseluruhan
saling kait mengkait sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan
untuk membuat satu kesimpulan utuh. Selengkapnya disajikan
bekerjanya teori, sebagaimana table di bawah ini.
16 Meminjam istilah Aidul Fitriciada Azhari, Rekonstruksi Tradisi Bernegara, Op. Cit…, hlm. 9
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Tabel 1. 2 Bekerjanya Teori
No Pilihan Teori Substansi Cara Bekerjanya Teori






a. Pentingnya penerapan politik
pengakuan (politics of
recognition) yang dapat menjadi
landasan bagi terciptanya
kebersamaan di antara berbagai
budaya, kelompok etnis, ras dan
agama.
b. Pembentukan identitas muncul
dalam konteks relasi atau dari
seseorang menemukan diri.
Relasi individu dengan   orang
lain terjadi dalam keluarga,
masyarakat dan negara.
c. Moralitas bukan diperoleh atas
pewahyuan yang transenden,
melainkan dalam konteks
feedback positif atau negative
yang diperoleh seseorang dalam
relasi. Oleh karena itu
pengakuan adalah kebutuhan
dasar manusia.
d. Mengubah tradisi menjadi
hukum positif dengan cara
memberlakukannya melalui
hukum positif tanpa mengubah
norma yang hidup di
masyarakat. Negara hanya
memberlakukan norma yang
sudah ada yang perlu dihormati,
dilindungi pada komunitas dan
wilayah asalnya sesuai denga
nasal usulnya.
a. Undang-Undang Dasar















1 ayat (1) UU No. 13
Tahun 2012
c. Keistimewaan DIY adalah
keistimewaan kedudukan
hukum yang dimiliki oleh
DIY berdasarkan sejarah















monarchi, oligarki, dan demokrasi
sehingga disebut
aristodemokratica monarchia
Pemerintahan yang dipimpin oleh
seorang eksekutif yang ditetapkan
secara turun temurun tetapi
pemimpin eksekutifnya
memimpin bersama legislatif yang
dipilih secara demokratis oleh
masyarakat






DIY, pemilihan anggota DPRD
DIY melalui pemilihan umum,
pembagian kekuasaan antara
Gubernur dan DPRD DIY,
mekanisme penyeimbang
antara Pemerintahan Daerah
DIY dan DPRD DIY
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Kedaulatan mutlak raja dalam
parlemen serta keseimbangan
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perbedaan antar daerah dan
keunikan masing-masing daerah,
sekaligus kepentingan obyektif
Indonesia sebagai sebuah negara
bangsa.
Upaya yang dilakukan untuk
menciptakan demokrasi lokal,









DIY dan Pilkada Asimetris DIY
bahwa Gubernur DIY adalah
bertahta sebagai Sultan
Hamengku Buwono yang
ditetapkan oleh DPRD DIY
dengan masa jabatan 5
(lima) tahun sejak pelantikan
dan tidak terikat ketentuan 2














segala tindakan dan kebijakan
negara.
b. Gagasan tentang pembatasan
kekuasaan yang diatur dalam
konstitusi
a. a.Undang-Undang Dasar








b. UU No. 23 Tahun 2014 jo
UU No. 9 Tahun 2015
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Indonesia.(Pasal 1 ayat (1)
UU No. 13 Tahun 2012
Penggunaan teori-teori di atas dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:
















Di dalam penelitian ini yang dimaksud eksistensi adalah keberadaan17
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat semenjak berdiri sebagai negara
berdaulat setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755.
Di dalam penelitian ini yang dimaksud Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat adalah kerajaan berdaulat pasca Perjanjian Giyanti 1755 yang
dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan
Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama
Kalifatullah selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
17 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “eksistensi” berarti hal berada ; keberadaan. Lihat
//kbbi.kemdikbud.go.id diakses 16 April 2020.
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Di dalam penelitian ini yang dimaksud keistimewaan DIY adalah
keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan hak
asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa
DIY berada di Provinsi. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup
kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang
ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Di dalam penelitian ini yang dimaksud struktur ketatanegaraan RI adalah
struktur ketatanegaraan berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi
struktur pemerintahan di tingkat Pusat, Tingkat Daerah (Daerah Tingkat I atau
Provinsi dan Daerah Tingkat II atau Kabupaten) dalam lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Pemerintah Daerah DIY
adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan
perangkat daerah. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala





Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel.18
Pentingnya penerapan politik pengakuan (politics of recognition) yang dapat
menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya,
kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan
(misrecognition is an oppression).19 Pengakuan adalah prasyarat penting dari
eksistensi sebuah identitas. Menurut Charles Taylor20 , pengakuan dibedakan
menjadi dua, yaitu pengakuan sebagai kebutuhan (need) dan pengakuan sebagai
tuntutan (demand). Sebagai sebuah kebutuhan, pengakuan merupakan sesuatu
yang telah diperoleh baik dari negara maupun kelompok lain. Sedangkan sebagai
sebuah tuntutan, pengakuan membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan
pengakuan tersebut. Jika diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas, untuk
kasus Kasultanan Ngayogyakarta bahwa rekognisi ini diperlukan untuk
menghormati perbedaan latar belakang sejarah, budaya dan hak asal usul.
Menurut Aidul Fitriciada Azhari, rekognisi atau pengakuan tidak
mengubah norma yang hidup di masyarakat, melainkan hanya menghormati dan
melindungi norma yang sudah ada pada komunitas dan wilayah asalnya sesuai
dengan asal usulnya. Oleh karena itu, rekognisi lebih mengarah pada konservasi
atau pelestarian tradisi yang sudah ada di tengah masyarakat, tanpa membentuk
18 Douzinas, C. “Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About Human Rights?”.Journal
of Law and Society.Vol 29 No 3. 2002. hlm. 380.
19 Anderson .Hegel’s Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity.London and New
York: Continuum Books. 2009. Hlm. 37-45. Lihat juga Lovell, T (ed.). (Mis)recognition, Social
Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu.  London and New York:
Routledge. 2007. Hlm. 2-3., Lihat Tesis Teguh Kayen,
http://eprints.ums.ac.id/47656/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20-.pdf, diunduh 14 desember
2018
20 Laode Macdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, UB Press : Malang, 2018, hlm.16
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norma baru, negara hanya memberlakukan norma yang sudah ada21.
Secara lengkap Aidul Fitriciada Azhari, mengatakan bahwa:
“Rekognisi pada dasarnya juga mengubah tradisi menjadi hukum
positif dengan cara memberlakukannya melalui norma hukum
positif. Dalam kaitan dengan UUD 1945, rekognisi dilakukan
terhadap satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau
istimewa, seperti pengakuan terhadap keistimewaan Pemerintah
Yogyakarta dan Aceh, serta pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan
masyarakat adat seperti terhadap sistem pemerintah desa di Jawa,
nagari di Minangkabau, atau Banjar di Bali (Pasal 18B UUD 1945) “.22
Istilah rekognisi juga terdapat di Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
terdapat istilah rekognisi, dijelaskan dalam Penjelasan umumnya bahwa “Asas
pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah: rekognisi, yaitu pengakuan
terhadap hak asal usul.23 Istilah recognitie yang disepadankan dengan istilah
bahasa Inggris recognition, menurut Black’s Law Dictionary, diartikan sebagai
ratification, confirmation, an acknowledgment that something done by another
person in one’name had one’s authority.24
Andiko25 membedakan pengertian antara pengakuan dengan pemberian.
Pengakuan (recognized) mengandaikan bahwa pemerintah atau negara hanya
bertugas mengukuhkan atau mendeklarasikan (to declare) terhadap situasi atau
kenyataan yang masih ada. Istilah pengakuan tidak berimplikasi pada
pengenalan atau pemberian hak-hak baru, sedangkan pemberian (grant) yang
mengandaikan membuat atau menambah sesuatu yang baru, dan pemberian
berimplikasi pada pengenalan hak-hak baru.26
21Aidul Fitriciada Azhari. Rekontruksi Tradisi Bernegara…Op. Cit., hlm. 16
22 Aidul Fitriciada Azhari. Rekontruksi Tradisi…ibid.,
23Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
24Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co, 1979, hlm
1143
25Andiko, Pendapat Hukum terhadap RPP Tata Cara Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat, HuMa,
Jakarta, 2009, hlm. 10
26 Andiko, Pendapat Hukum…Ibid
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B. Teori Mixed Goverment
Pemerintahan campuran (mixed government) adalah pembagian
kekuasaan antara Tahta Kerajaan dan Parlemen, sebagaimana telah dijalankan
di Inggris yakni pemerintahan yang terdiri atas Tahta Kerajaan (Crown),
Bangsawan (House of Lord), dan rakyat (House of Commond). Pemerintahan ini
merupakan campuran antara monarki, oligarki, dan demokrasi sehingga disebut
aristodemokratica monarchia.27 Paham kedaulatan parlemen di Inggris tidak
bersumber dari paham kedaulatan rakyat- yang secara paradigmatik berakar
pada aliran hukum kodrat, tetapi berasal dari kedaulatan mutlak raja dalam
parlemen serta keseimbangan dalam hubungan Raja dan rakyat.28
Selanjutnya Wormuth mengutip beberapa pendapat tentang
pemerintahan campuran Inggris adalah sebagai berikut :
“When Elizabeth succeeded to the throne John Aylmer reassured those
troubled at the accession of a woman by pointing out that she was not
an absolute but a “ mixed ruler”: “ The regimen of England is not a
mere monarchy, as some for lack of consideration think, nor a mere
oligarchy nor democracy, but a rule mixed of all these, wherein each of
them have or should have like authority. “ Sir Walter Raleigh spoke
with approval of the “ royal, mixed government of Sparta” in a passage
which seems to liken the English polity to the   Spartan. Sir Francis
Biondi, in his History of the Civil Wars in England, published in Italian,
1637-1644, and in an English translation by the Earl of Monmouth in
1641, described England as “una ben constuita aristodemocratica
monarchia.”29
Sementara itu, pendapat lain bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta
dikategorikan sebagai propinsi yang menganut sistem electoral autocracy.
27Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi : Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta :
Genta Publishing, 2017, hlm. 49
28Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi…Ibid
29 Francis D. Wormuth, The Origins of Modern Constitution, New York : Harper and Brothers, 1949, hlm.
52, sebagaimana dikutip Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi…Ibid
18
30Electoral autocracy didefinisikan sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh
seorang  eksekutif yang ditetapkan, tetapi pemimpin eksekutifnya
memimpin bersama legislatif yang dipilih secara demokratis oleh
masyarakat.31
Di Inggris teori kedaulatan Bodin berpengaruh pada pemikiran
Bentham dan Austin berkenaan dengan konsep kedaulatan yang sinonim
dengan kekuasaan membuat hukum, sehingga hukum dipandang sebagai
buatan dari pemegang kedaulatan. Konsepsi ini berpengaruh besar pada
lahirnya positivisme hukum, yakni “teori perintah hukum” (the commond
theory of law) yang menyatakan hukum adalah perintah penguasa atau
pemegang kedaulatan. Hukum yang berasal dari perintah penguasa lebih
kuat dibandingkan hukum kebiasaan atau hukum kodrat.32
Tokoh positivis besar yang pertama adalah Jeremy Bentham selaku
pendiri “positivisme naturalistik”, mengatakan bahwa semua hukum adalah
positif dalam pengertian sebagai ekspresi kehendak otoritas tertinggi.33
Pemegang kedaulatan ditandai oleh fakta bahwa ia dipatuhi, dan perintah-
perintahnya merupakan fakta-fakta yang oleh orang –orang disebut
“hukum”. Bentham  sebagai seorang filosof dan reformer bertolak dari
prinsip utilitas (kegunaan), cita-cita bahwa yang harus diutamakan adalah
kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar. Menurutnya hukum adalah
sebagai ”kehendak atau perintah legislator”, menegaskan bahwa supremasi
legislative Parlemen.34 Analisis yang hampir sama disampaikan Andrew
30 Emilianus Yakop Sese Tolo, Dari Otokrasi ke Demokrasi : Menyibak Sejarah dan Survivalitas “
Demokrasi ala Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal HUMANIORA, Volume 25 No. 3 Oktober
2013, hlm. 270-280
31 Boix & Svolik, Non -tyrannical Autocracy, dikutip Emilianus Yacob Sese Tolo, Ibid,
32 Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi…Op., Cit., hlm. 49
33 Werner Menski, Comparative Law in A Global Context, diterjemahkan M. Khozim, Bandung : Nusa
Media, Cetakan ke-4, 2016, hlm 206-207
34Werner Menski, Comparative Law in …Ibid
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Vincent35 mengaitkan pemikiran Betham dan Austin tentang teori perintah
hukum dengan peranan progresif pemerintah dalam memajukan
kebahagiaan bagi sebanyak-banyak orang. Bentham berpendapat “…baik
tidaknya suatu hukum dapat ditengok daripada sudut manfaatnya (utility).
36Karya Bentham (1748-1832) dan John Austin (1790-1859) itulah yang telah
banyak dikaitkan dengan teori-perintah dalam hukum, peletak konsep-
konsep dasar hukum seperti “perintah pemegang kedaulatan”, atau hukum
sebagai “hukum negara” telah dominan, paling tidak di dunia Barat.37
Di negara modern, hukum positif dibuat oleh penguasa yang
berdaulat. Penguasa digambarkan sebagai manusia superior yang bersifat
menentukan. Penguasa dapat seorang individu, sebuah lembaga atau
sekelompok individu. Menurut John Austin, karakteristik hukum positif
terletak pada karakteristik imperatifnya. Artinya, hukum dipahami sebagai
suatu perintah dari penguasa.38Hakekat hukum terletak pada unsur
perintah. Hukum dipandang sebagai sistem yang tetap, logis dan tertutup.
Karena itu, pihak penguasalah yang menentukan apa yang diperbolehkan
dan yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan dari penguasa dapat
memberlakukan hukum dengan cara menakuti dan mengarahkan tingkah
laku orang lain ke arah yang diinginkan.39
Secara garis besar Absori mendiskripsikan pendapat John Austin
sebagai berikut :
35 Sebagaimana dikutip Aidul Fitriciada Azhari Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi…Op. Cit., hlm 49
36 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum
Islam, Implementasiny6a pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang,
1992, hlm 32, Baca Azhari, Aidul Fitriciada. 2012. “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan
Rekontruksi Tradisi.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia) 19 (4): 489-505. Diakses Oktober 28, 2018.
37 Werner Menski, Comparative Law in …Op. Cit, hlm. 205




“ John Austin pada mulanya   membedakan hukum dalam dua
jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang
dibuat oleh manusia dapat dibedakan dengan hukum yang
sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang
sebenarnya inilah yang disebut sebagai hukum positif yang
meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang
disusun oleh manusia secara individual untuk melaksanakan hak-
hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya
adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak
memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya
memiliki empat unsur yaitu perintah (command), sanksi
(sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (sovereignty).”40
Albert Vien Dicey menerapkan teori kedaulatan Bentham dan Austin
dalam Konstitusi Inggris dengan membaginya ke dalam dua jenis
kedaulatan, yaitu ‘kedaulatan hukum’ (legal sovereignty) yang dipegang oleh
Parlemen dan ‘kedaulatan politik’ (political sovereignty) yang dimiliki oleh
para pemilih. Teori ini sebagai peletak dasar demokrasi parlementer di
Inggris yang meletakkan kedaulatan pada Parlemen (parlementary
sovereignty).41
Secara teori, keluarga kerajaan memiliki kekuasaan yang amat besar
dalam sebuah monarki seperti Inggris. Namun, walaupun tidak seluruhnya,
peran yang dilakukannya Ratu, dalam hal ini terutama hanya yang bersifat
seremonial. Monarki merupakan bagian yang terintegrasi dari Parlemen
(sebagai Crown-in-Parliament) dan secara teori memberikan kekuasaan
kepada Parlemen dalam hal pembuatan undang-undang. Sebuah Keputusan
Parlemen tak akan menjadi sebuah hukum sebelum disetujui oleh monarki
(dalam hal ini dikenal dengan sebutan Royal Assent). Dalam praktiknya, sejak
40Ibid
41 Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi…Op. Cit, hlm. 49
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Ratu Anne pada 1708, tak pernah lagi ada seorang raja/ratu yang menolak
menyetujui rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen.42
Sebagai kerajaan konstitusional,43 Perdana Menteri Inggris
merupakan Kepala Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif
atas nama  Raja/Ratu. Kekuasaan legislatif dalam  sistem ketatanegaraan
Kerajaan Inggris dipegang oleh Parlemen yang terdiri atas dua kamar
(bikameral), yaitu House of Commons dan House of Lords. Kedua kamar ini
memiliki kedudukan yang terpisah, namun keduanya terlibat dalam proses
legislasi. Dalam teori ketatanegaraan Kerajaan Inggris, fungsi Ratu sebagai
pemegang kekuasaan legislatif tertinggi dilakukan melalui Parlemen.
Namun, dalam praktiknya, Ratu dan Parlemen jarang bersama, kecuali pada
saat pembukaan sidang Parlemen.44
Parlemen adalah pelaksana fungsi legislasi nasional dalam sistem
ketatanegaraan Kerajaan Inggris. Lembaga inilah pemegang kekuasaan
tertinggi di bidang legislatif, berdasarkan doktrin mengenai kedaulatan
parlemen.45 Model sistem dua kamar atau bikameral, Parlemen terdiri dari
the House of Commons yang dipilih rakyat dan House of Lords yang tidak
dipilih rakyat kebanyakan anggotanya diangkat dari kaum bangsawan dan
gereja. The House of Commons dianggap lebih kuat secara politis
dibandingkan House of Lords. House of Commons terdiri atas 646 anggota
42Dwi Putra Nugraha, Tesis UI, Partai Politik Lokal di Indonesia,
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298445-T30254%20 diunduh 24 desember 2018
43 Ibid
44Ibid
45A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Mc Millan and CO., Limited St.
Martin’s street, London, 1952, Penerjemah Nurhadi, Bandung : Nusamedia, 2014, hlm 131.”
Parlemen, menurut pendapat ahli hukum (kendati kata ini sering memiliki makna berbeda
dalam percakapan sehari-hari), adalah Raja, Majelis Tinggi dan Majelis Rendah; ketiga
lembaga tersebut ketika bertindak bersamaan dapat disebut sebagai “Raja dalam Parlemen”.
Prinsip kedaulatan Parlemen hanya berarti bahwa Parlemen yang didefinisikan seperti itu,
menurut Konstitusi Inggris, memiliki hak untuk membuat atau membatalkan hukum apapun;
dan lebih jauh lagi, bahwa tidak ada orang atau lembaga yang diakui hukum Inggris yang
berhak membatalkan atau mengesampingkan legislasi Parlemen.”
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yang dipilih secara langsung oleh konstituen berdasarkan jumlah populasi
penduduk.Sementara itu, the House of Lords tidak memiliki jumlah anggota
yang tetap (berkisar 700-an anggota).46
Kekuasaan dan yuridiksi parlemen, menurut Sir Edward Coke, 47
begitu transenden dan mutlak, sehingga tidak dapat dibatasi, baik maksud
maupun orangnya, oleh ikatan apapun. Lembaga ini memiliki otoritas
berdaulat dan tak dapat dikontrol dalam membuat, menegaskan,
memperbesar, membatasi, membatalkan, menolak, menghidupkan kembali
dan menjabarkan hukum menyangkut hal-hal di semua pemerintahan,
diberi amanat oleh konstitusi kerajaan.48 Singkat kata, parlemen dapat
melakukan apapun yang pada dasarnya mustahil; beberapa orang tidak ragu
menyebut kekuasaannya, yang dipegang oleh tokoh yang agak terlalu
berani, sebagai ke Maha Kuasaan Parlemen. 49
Monarki berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan
archein yang berarti pemerintah.50 Monarki atau sistem pemerintahan
kerajaan merupakan sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19
terdapat lebih dari   900 tahta kerajaan di dunia, yang kemudian semakin
berkurang sehingga menjadi 240 pada awal abad ke- 20. Pada dekade ke-8
abad ke-20, hanya 40 tahta yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya
46Dwi Putra Nugraha…Op. Cit
47A.V. Dicey, Introduction to the Study…Op. Cit, hlm 132-133
48A.V. Dicey, Introduction to the Study…Ibid
49 “Parlemen dapat mengatur atau memperbaharui model penyerahan tahta; sebagaimana terjadi pada
masa kekuasaan Raja Henry VIII, dan William III, dan ketiga anaknya. Parlemen bahkan dapat
mengubah dan memperbaharui konstitusi kerajaan dan parlemen itusendiri; sebagaimana
dilakukan oleh undang-undang penyatuan,dan beberapa peraturan pemilihan tiga-tahunan
dan tujuh-tahunan. Memang benar, tidak ada otoritas apapun di muka bumi ini yang dapat
membatalkan apapun yang dilakukan parlemen. Jadi adalah sesuatu yang paling mendasar
bagi kebebasan kerajaan ini, bahwa  anggota Parlemen yang diutus untuk menjalankan
amanah ini, memiliki integritas tinggi, kekuatan dan pengetahuan yang sangat tinggi; menjadi
kata-kata suci bendaharawan Agung Burleigh, bahwa Inggris tidak pernah dapat
diruntuhkan oleh Parlemen.” Ibid
50 Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, Bandung : Pustaka Setia, Cetakan ke-1 , 2016, hlm. 307
23
empat negara mempunyai penguasa monarki mutlak dan selebihnya
terbatas pada sistem konstitusi. 51
Menurut Plato52, penguatan monarki merupakan cara yang paling
efisien dan paling adil untuk memerintah negara; ia menjamin bahwa
pedoman dasar bagi masyarakat akan dilaksanakan menurut perubahan
keadaan dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Selengkapnya Plato
mengatakan:
“peraturan hukum merupakan cara penyelenggaraan
pertikaian dan pengakhiran perbedaan yang paling tidak
sempurna. Karena sifatnya, hukum adalah hal yang umum dan
dirancang untuk diterapkan pada satu atau berbagai macam
dari kebanyakan kategori hubungan sosial. Tetapi persoalan
suatu masyarakat biasanya diungkapkan dalam istilah-istilah
tertentu; mengaitkan individu dalam konteks-konteks sosial
yang berbeda, dan yang berubah sepanjang waktu. Karena itu
penguatan monarki merupakan cara yang paling efisien dan
paling adil untuk memerintah negara; ia menjamin bahwa
pedoman dasar bagi masyarakat akan dilaksanakan menurut
perubahan keadaan dan kebutuhan-kebutuhan khusus.”
Para pendukung pemerintahan monarki, menyatakan bahwa corak
pemerintahan ini memperbesar kemungkinan stabilitas politik, terutama
dalam hubungannya dengan perluasan perubahan sosial dan ekonomi.
Bagian terbesar (meskipun tidak semuanya) bahwa stabilitas politik
tergantung pada kemampuan dan kemauan dari raja-raja tertentu dan para
pengganti mereka untuk menerima pengurangan yang besar dalam
kekuasaan politik mereka.53Kebanyakan monarki masa kini tetap menjadi
lembaga penting dalam masyarakatnya karena pewaris tahta dan ratu telah
51 Ibid




mengurangi arti penting politik dirinya. Sebagaimana dalam perang,
seseorang harus mau menyerah agar tetap hidup.54
Di dalam sistem monarki dibedakan menjadi monarki konstitusional
dan monarki absolut. Monarki konstitusional adalah monarki yang didirikan
di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja (kaisar) sebagai kepala
negara. Ini berarti raja hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Sementara
itu, jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh ,
disebut monarki mutlak atau monarki absolut. Beberapa sistem monarki
konstitusional mengikuti keturunan, sedangkan yang lain melalui sistem
demokratis, seperti di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis
Raja-Raja setiap lima tahun. Perancis pernah menggunakan sistem monarki
konstitusional untuk masa singkat antara tahun 1789-1792 dan antara tahun
1815-1848.55
Sementara itu, Alferd Stepan juga membagi sistem monarki ke dalam
3 jenis yakni "ruling monarchy", "constitutional monarchy" and "democratic
paliamentary monarchy". Dalam ruling monarchy atau monarki yang
berkuasa raja memiliki secara sepihak membentuk atau mengakhiri
pemerintahan. Hal ini berbeda dengan constitutional monarchy dimana
parlemen dan raja membutuhkan dukungan satu sama lain untuk
membentuk atau mengakhiri pemerintahan. Di dalam negara yang
menganut democratic paliamentary monarchy hanya wakil rakyat yang
terpilih yang dapat membentuk parlemen dan mengakhiri pemerintahan.56
Beetham57 menyebut rezim yang sumber otoritasnya didasarkan
pada keturunan (heredity) dan sejarah (the past) sebagai type rezim
54 Ibid
55 Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern….Op. Cit, hlm 309




tradisional. Rezim tradisional menggunakan pengalaman masa lalu sebagai
sumber hukum dan bertujuan memberikan kesejahteraan dalam batas
tradisional. Kesepakatan publik dalam rezim tradisional diperoleh dari
kesepakatan elite sosial.58
C. Teori Desentralisasi Asismetris
a. Pengertian Desentralisasi Asimetris
Adalah Charles Tarlton, sebagaimana dikutip Ni’matul Huda59
menyatakan bahwa perbedaan antara desentralisasi biasa (simetris) dan
desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (conformity), dan
keumuman (commonality) pada hubungan suatu level pemerintahan
(negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan pemerintahan pusat
maupun antar negara bagian/daerah. Pola simetris ditandai oleh “ the level
of conformity and commonality in the relations of each separate political unit
of the system to both the system as a whole and to the component units”
Dapat disimpulkan bahwa hubungan simetris antar setiap unit lokal dengan
pemerintah pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang
sama.
Pada pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintahan
lokal” possessed of varying degrees of autonomy and power”. Berbedanya
derajat otonomi kekuasaan berupa ketidakseragaman pengaturan muatan
kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda pula antar
negara bagian/ daerah asimetris dengan unit-unit politik lainnya, baik secara
horizontal (antar daerah) maupun secara vertical (dengan). Khusus
mengenai pola asimetris, Tarlton menekankan, “In the model asymmetrical
system each component unit would have about it a unique feature or set of
58 Ibid
59 Ni’matul Huda, Desentralisasi AsimetrisOp. Cit., hlm. 59
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feature which would separate in important ways, its interest from those of
any other state or the system considered as a whole”.60
Tarlton membagi konsep desentralisasi asimetris menjadi dua jenis
asyimmetrical federation, yaitu asimetri de jure dan asimetri de facto yang
ditandai dengan perbedaan pada tingkat otonomi. Istilah asimetri de jure
mengacu pada kondisi di mana terdapat penegasan praktek asimetrisme
dalam konstitusi. Artinya, dalam konstitusi yang sah sudah ditekankan
bahwa terdapat unit-unit konstituen yang diperlakukan berbeda di bawah
hukum yang sudah ditetapkan. Dalam federasi asimetri de jure, kebijakan
dan penentuan perlakukan asimetri kepada masing-masing daerah
ditentukan  oleh beberapa syarat yang ditetapkan pusat. Istilah federasi
asimetri de facto, mengacu pada perbedaan praktek nyata atau hubungan
antar daerah yang muncul karena perbedaan keadaan sosial, budaya dan
ekonomi. Pada pengaplikasian federasi asimetris de facto, tidak ada
keterjaminan hukum atau standar yang relevan, melainkan pada prakteknya
sudah lazim dan diterima.61
Kerangka pikir Tarlton diadopsi dan diperbaharui oleh John McGarry
bahwa titik tekannya tidak hanya terkait substansi asimetri tetapi juga
bentuk dasar legal pengaturannya. 62 Selanjutnya Mc Garry mengatakan :
“Model asimetris terjadi kalau otonomi semua unit
pemerintahan subnasional dijamin konstitusi dan terdapat
sekurangnya satu unit lokal yang menikmati level otonomi yang
berbeda (umumnya otonomi lebih luas). Di negara federal
sekaligus sebagai kebalikan dari negara unitaris, keberadaan
model asimetris diatur dalam konstitusi dan otoritas federal tidak
bisa secara sepihak menarik atau membatalkan status asimetris





konstitusi ini adalah bukti pengakuan negara akan keberagaman
sifat nasional  satu atau lebih wilayah.”63
Awalnya Tarlton mendiskripsikan asimetris dalam negara federal,
namun kemudian konsep tersebut diadopsi di negara kesatuan (unitary
state). Karena di dalam negara kesatuan pun, meski setiap daerah memiliki
sistem hubungan politik yang sama dengan pemerintah nasional,
keberagaman tetap merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikkan baik
dalam hal sejarah, budaya, ekonomi dan sebagainya. Akhirnya bermunculan
beberapa kontekstual asimetrisme, termasuk asimetrisme dalam konteks
desentralisasi yang dikenal dengan sebutan desentralisasi asimetrik
(asymmetric decentralization).64
Asymmetric decentralization bukan untuk menjawab kegagalan
penerapan desentralisasi tetapi merupakan upaya yang dilakukan untuk
menciptakan demokrasi lokal, efisien dan efektif pemerintahan. Maksudnya
pemberian desentralisasi asimetris pada daerah tertentu tidak berarti
daerah yang bersangkutan gagal dalam melakukan desentralisasi simetris
sebagaimana berlaku di daerah lainnya, tetapi merupakan sebuah
upayasengaja yang didesain untuk mengakomodasi kebutuhan daerah.
Oleh karena itu, desentralisasi asimetris bukanlah tahap antara untuk
mencapai desentralisasi simetris, tetapi secara konseptual justru merupakan
proses selanjutnya dari evaluasi terhadap desentralisasi simetris.65
Pemerintah daerah saat ini memang telah memiliki kewenangan
lebih dibandingkan era-era sebelumnya. Hal itu sebagai konsekuensi dari
keberlakuan asas desentralisasi. Kendati demikian, studi tentang
desentralisasi masih terus berkembang karena banyak ilmuwan yang masih
63 Robert Endi Jaweng, Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, Jurnal Analisis CSIS, Vol 40.
No. 2, Juni 2011, hlm.. 162
64 Ni’matul Huda, Desentralisasi….Op. Cit, hlm. 60
65 Ibid
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belum sepakat dengan makna desentralisasi dan bagaimana mengukur
desentralisasi. Aaron Schneider menjawab perdebatan itu dengan mencoba
membangun suatu standar desentralisasi. Ada tiga hal yang menjadi patokan
yakni keuangan, administrasi, dan politik.66
Desentralisasi di Indonesia sendiri bukanlah sebuah hal baru, bahkan
isu desentralisasi telah muncul sejak awal kemerdekaan. Rezim Orde Baru
tidak mampu menyelesaikan masalah secara transparan dan tidak dapat
memenuhi permintaan dari berbagai daerah. Untuk itulah pada era
reformasi, pemerintah memberikan kewenanangan kepada pemerintah
daerah untuk mengatur berbagai bidang. Pada praktik pelaksanaan
desentralisasi, Indonesia memiliki dua model yakni desentralisasi simetris
dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi simetris didasarkan pada asumsi
bahwa semua provinsi memiliki kondisi dan keadaan yang sama. Konsep
desentralisasi asimetris dicirikan melalui otonomi khusus.67Cheema and
Rondinelli, sebagaimana dikutip oleh Jusuf Madubun, dkk., mengartikan
desentralisasi adalah peralihan kekuasaaan, wewenang, dan sumber daya
melalui dekonsentrasi, delegasi, atau tugas pembantuan dari pusat kepada
wilayah administrasi di bawahnya. 68
Analisis Cornelis Lay (2013) 69Asymetrical decentralization cara
berpikir baru yang menekankan pada adanya kebutuhan untuk
memperhatikan perbedaan antar daerah dan keunikan masing-masing
66 Aaron Schneider. Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative
International Development, 2003;38:1
67 Indra Kesuma Nasution. The Challenge of Decentralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical
Debate. International Journal of Social Science and Humanity 2016;6:1-7
68 Jusuf Madubun,Haedar Akib, Jasruddin. The Prototype  Model of Asymmetric Decentralization in
Providing Public Services to the Island Areas. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2017;8:
120-123
69 Haryanto, Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal, Government: Jurnal
Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, Juli 2016
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daerah, sekaligus kepentingan obyektif Indonesia sebagai sebuah negara
bangsa sebagai dasar untuk merancang kebijakan desentralisasi ke depan.
“ Desain asymetrical decentralization diilhami oleh pengalaman di
berbagai negara, antara lain pengalaman India (Jammu Kashmir),
Pakistan (Gilgit-Baltistan), Spanyol (Basque Country, sejak 1839), Cina
(Kunshan, Hongkong, Macao), Filipina (Mindanao, Cordillera sejak
1990), Meksiko (Chiapas), Kanada (Quebec, Nunavut), Perancis (Corsica,
Brittany), Italia (Sardinia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle
d’Aosta), Thailand (Pattani), Korsel (Pulau Jeju), dan lain sebagainya”70
Secara sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, nature dari
geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis merupakan insentif untuk
mengembangkan model asymetrical decentralization, bertujuan untuk
menjawab tantangan-tantangan atau mencapai tujuan-tujuan yang secara
tipologis dapat dibedakan menjadi 5 (lima) tipe, yaitu: (1) tantangan yang
bersifat politik; (2) untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan
alur kesejarahan; (3) kebijakan untuk menjembatani tantangan yang
bercorak sistem teknokratis managerial; (4) untuk memperkuat kapasitas
competitiveness;(5) meminimalisasi resiko, misal kawasan perbatasan.71
Menurut Bayu Dardias72 ada tiga alasan untuk menjelaskan
pentingnya desentralisasi asimetris diterapkan di Indonesia. Pertama,
desentralisasi asimetris merupakan proses panjang yang sudah dimulai
sejak masa kolonial. Kedua, ruang desentralisasi asimetris selalu terjamin
dalam empat konsitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945,
UUD RIS, UUDS dan UUD 1945 pasca amandemen Ketiga, desentralisasi
asimetris harus menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait
70 Ibid
71 Ibid
72 Bayu Dardias Kurniadi, Desentralisasi Asimetris di Indonesia, http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-
content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf,
diunduh 5 Oktober 2018
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hubungan pusat- daerah dan bukan bersifat reaktif karena tuntutan
daerah.
D. Negara Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme
a. Negara Hukum
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik73
dengan berdasarkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar,74 serta merupakan negara hukum.75
Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman
Yunani Kuno. Plato dalam the Republic berpendapat bahwa adalah mungkin
mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan
kebaikan. Oleh karena itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang
mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof(the philosopher king). Di dalam
buku yang lain the Statesman dan the Law , Plato menyatakan bahwa yang
dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang
menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah
kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.76
Cita negara hukum menurut Plato tersebut kemudian dipertegas oleh
Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara
bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang
menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu
negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan
berkedaulatan rakyat.77 Tujuan negara menurut Aristoteles adalah mencapai
kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan
73 Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
74 Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
75 Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
76 Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta : Sinar Grafika. 2012, hlm.. 129
77 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, Yogyakarta : UII Press. 2005, hlm. 1
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supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara
(collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam
pembentukannya.78
Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat
prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-
undang (sebagai pembentuk hukum) terikat padanya.79 Menurut Julius Stahl,
ada empat elemen ciri negara hukum (rechtsstaat), yaitu perlindungan hak
asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-
undang dan peradilan tata usaha negara.80 Sementara itu A.V. Dicey
menyebutkan ciri penting negara hukum sebagai berikut :81
1) Supremacy of Law, supremasi dari hukum, yang berarti bahwa yang
mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum
(kedaulatan hukum).
2) Equality before the Law, persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua
orang.
3) Due Process of Law, konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak
asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam
konstitusi, itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus
dilindungi.
Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat dan negara. Oleh karena itu melahirkan prinsip-
78 Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara…, Op. Cit, hlm. 129
79 International Commision of Jurist menentukan pula syarat-syarat representative under the rule of law,
sebagai berikut : (1) Perlindungan konstitusional.(2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak
memihak.(3) Pemilihan umum yang bebas.(4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan
berserikat.(5).Adanya Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi.(6) Pendidikan
kewarganegaraan. Hamdan Zoelva. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta : Sinar grafika,
2011, hlm. 16
80 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 3
81 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar…, Op. Cit., hlm. 113
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prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. 82Persamaan kedua
konsep hukum ,baik the rule of law maupun rechtsstaat diakui adanya
kedaulatan hukum atau supremasi hukum, melindungi individu terhadap
pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepada individu
untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia. Konsistensi
penerapan prinsip negara hukum dalam suatu negara melahirkan teori
legalitas yang dipegang teguh semua negara hukum modern. Teori legalitas
mensyaratkan dihormatinya prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-
undangan dalam segala tindakan dan kebijakan negara.
b. Konstitusi dan Konstitusionalisme
Menurut Carl J.Friderich dalam bukunya“Constitusional Government
and Democracy”, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah
merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas
nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan
akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu
tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk
memerintah.83
Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu
dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaan harus diperinci secara
tegas.84 Menurut David Held85, konstitusionalisme atau negara konstitusional
menunjuk kepada bentuk-bentuk dan batas-batas yang tepat terhadap
82 Terdapat duabelas prinsip pokok sebagai pilar utama penyangga berdirinya negara hukum yaitu : (1)
Supremasi hukum. (2) Persamaan dalam hukum.(3) Asas Legalitas. (4) Pembatasan Kekuasaan.
(5) Organ-organ Penunjang yang Independen.(6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.(7)
Peradilan Tata Usaha Negara.(8) Mahkamah Konstitusi.(9) Perlindungan Hak Asasi Manusia (10)
Bersifat Demokratis.(11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara.(12)
Transparansi dan kontrol sosial.
83Carl J. Friderich, Constitusional Government and Democracy: Theory and Practice in Europa and
Amerika, Waltham, Mass : Blaidell Publishing Company, 1967, hlm. 98
84Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Depok : Rajawali Press, Cetakan ke-9, 2017, hlm. 154-156
85 David Held, Democracy and the Global Order : From the Modern State to Cosmopolitan Governance ,
Penerjemah Damanhuri, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 61
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tindakan negara, dan penjabarannya dalam perjalanan waktu sebagai
sekumpulan ajaran-ajaran dan praktek-praktek yang membantu menjelaskan
salah satu ajaran pokok liberalism Eropa : bahwa negara harus dibatasi dalam
ruang lingkupnya dan dalam prakteknya harus didesak guna menjamin
kebebasan semaksimal mungkin bagi setiap warga negara.
Ide konstitusionalisme sebagaimana tumbuh dan berkembang di bumi
aslinya Eropa Barat, terdapat dua esensi. Pertama, konsep “negara hukum”
(atau di negeri-negeri yang terpengaruh oleh sistem hukum Anglo Saxon
disebut rule of law) yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara
universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum
akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Esensi kedua, konsep hak-hak
sipil warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun akan
dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya mungkin memperoleh
legitimasinya dari konstitusi saja.86
Secara etimologis antara “konstitusi”, “konstitusional” dan
“konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau
penerapannya berbeda87. Konstitusi merupakan hukum tertinggi suatu
negara sekaligus sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk
hukum peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan negara dan mengikat seluruh elemen negara
sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh penyelenggara negara
maupun masyarakat. Mendasarkan pada pengertian di atas, maka
“Konstitusional” memiliki pengertian segala tindakan atau perilaku seseorang
maupun penguasa berupa kebijakan yang berdasarkan segala ketentuan yang
86 Ni’matul Huda, Ilmu Negara….Op. Cit, hlm. 156-157
87Dahlan Thaib, (et,.al), Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1
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ada di konstitusi.88 Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai
pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.89
Konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama
lain, yaitu pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dan
kedua hubungan antar Lembaga. Fungsi konstitusi adalah membatasi
kekuasaan. K. C Wheare dalam bukunya Modern Constitution mengemukakan
bahwa ‘constitution springs from belief in limited government’ (konstitusi
dimaksudkan untuk membatasi pemerintahan.90 Tidak ada satu negarapun di
dunia   yang tidak mempunyai konstitusi atau UUD. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak
dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain.91
1) Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara;
2) Mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain;
3) Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan
warga negara.
Walter F. Murphy92 mengemukakan paling tidak ada empat fungsi
konstitusi, yaitu :
1) Sebagai teks otoritatif-yang walaupun kadang retorik, kosmetik-yang
mendorong rakyat untuk memperbaharui kepuasan diri mereka;
2) Sebagai suatu carter pemerintahan (as a charter of government), yang
memberikan sketsa fundamental cara berjalannya pemerintahan yang
88 Ibid
89Ibid
90K. C Wheare .Modern Constitution, Second edition, first publiset. London, Oxfort university press,
1975), hlm.7
91 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Alumni, 1987, hlm. 1-2
92Sebagaimana dikutip Hamdam Zoelva. Ibid. Lihat juga fungsi konstitusi dalam Jimly Asshiddiqie ,
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI,
Jakarta, 2006 hlm. 33-34
35
legitimate, siapa pejabatnya, bagaimana cara memilihnya, berapa lama
periodenya dan bagaimana kewenangan antar mereka;
3) Sebagai pengawal hak-hak dasar (as a guardian of fundamental right);
4) Sebagai kontrak, symbol dan   aspirasi (as covenant, symbol and
aspiration) dan rakyat setuju untuk mentransformasikan diri mereka ke
dalam  sebuah bangsa.
Menurut Jimly Asshiddiqie konsensus yang menjamin tegaknya
konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar
pada tiga elemen kesepakatan(consensus), sebagai berikut :93
1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama;
2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau
penyelenggaraan negara;
3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur
ketatanegaraan
93Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme…Ibid., hlm 21-23
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Rekognisi atas Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Menurut Peter Carey, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
harus dijaga eksistensinya karena merupakan warisan yang tidak ternilai
harganya. Bahkan pilihan bijak Sultan Hamengku Buwono IX menjadikan
eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mendapatkan
kedudukan istimewa dan pengakuan dari negara.94
1 Rekognisi atas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke Dalam NKRI
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
yaitu tanggal 18 Agustus 1945 Sultan Hamengku Buwono IX langsung
mengucapkan selamat atas terbentuknya negara Republik Indonesia
kepada kedua proklamator Sukarno- Hatta dan kepada dr KRT
Radjiman Wediodiningrat, Ketua Badan penyelidik Usaha-Usaha
Kemerdekaan  Indonesia.95 Dua hari kemudian, tanggal 20 Agustus
1945,Sultan Hamengku Buwono IX mengirim lagi telegram dalam
kedudukannya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai)
Yogyakarta dan ditujukan Kepada Presiden dan Wakil Presiden RI I,
menyatakan “ sanggup berdiri di belakang pimpinan “mereka. Atas
anjuran pemerintah pusat telah terbentuk Komite Nasional Indonesia
(KNI) daerah Yogyakarta, atas persetujuan komite itu dikeluarkan
amanat Sultan Hamengku Buwono pada tanggal 5 September 1945,
yang terdiri atas memuat 3 hal pokok :96
94 Wawancara dengan Peter Carey, pada International Symposium on Javanese Studies and Manuscript
of Keraton Yogyakarta, Royal Ambarukmo Yogyakarta, 6 Maret 2019
95 Atmakusumah (penyunting), Tahta untuk Rakyat, Op. Cit., hlm.64
96 Ibid. Baca juga Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris…., Op. Cit. hlm. 123
36
37
i. Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk Kerajaan yang
merupakan Daerah Istimewa, bagian dari Negara Republik
Indonesia.
ii.  Segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan
berada di tangan Hamengku Buwono IX.
iii. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan
pemerintah Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan
Sultan Hamengku Buwono IX bertanggungjawab langsung
kepada Presiden Republik Indonesia.
Surat pernyataan tersebut disambut positif oleh pemerintah pusat.
Keesokan harinya, 6 September 1945, dua utusan dari pemerintah pusat,
para Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis datang ke
Yogyakarta untuk menyampaikan “Piagam Penetapan” mengenai
kedudukan Yogyakarta dalam lingkungan Republik Indonesia yang
ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 19 Agustus 1945 atau berarti
sehari setelah dikirimkam kawat ucapan selamat yang pertama dari
Sultan Hamengku Buwono IX kepada Sukarno-Hatta. Piagam itu
menyatakan :97 Kami Presiden Republik Indonesia , menetapkan :
“Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono
Senopati Ing Ngalaga Abdurrakhman Sayidin Panatagama
Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat,
pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka
Kanjeng  Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga,
jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai
bagian daripada Republik Indonesia.”
Teori Hegel tentang rekognisi menurut peneliti dapat
diterjemahkan dalam pengertian luas, yaitu pengakuan antara
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pertama, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
97 Ibid
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bergabung dengan NKRI karena Sultan Hamengku Buwono IX
meneguhkan rasa cintanya terhadap NKRI yang baru dibentuk, beliau
dan masyarakat Ngayogyakarta merelakan sebagian kekuasaannya
untuk kepentingan yang lebih besar. Kedua, peneguhan bergabung
dengan NKRI dibuktikan melalui maklumat 5 September 1945 bukti
legalitasnya dari Sultan Hamengku Buwono IX. Ketiga, Pengakuan itu
syarat makna kehidupan etis yang hanya bisa dibangun melalui proses
perkembangan yang syarat etis, secara spesifik melalui perjuangan akan
pengakuan. Perjuangan Sultan Hamengku Buwono IX akhirnya berhasil
dengan diberikannya Piagam Kedudukan oleh Presiden Soekarno pada
tanggal 19 Agustus 1945, merupakan wujud rekognisi konkrit (de facto)
ke dalam NKRI.
Kedudukan dan kelangsungan hidup Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat ini, yang berbeda dengan daerah swapraja lainnya,
mendapatkan pengakuan negara sebagaimana terdapat dalam beberapa
Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. A. Hamid S. Attamimi, dalam
disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau UUD
adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang
bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.98 Sejalan dengan
pemahaman demikian, Struycken dalam bukunya Het Staatsrecht van
Het Koninkrijk der Nederlanden menyatakan bahwa Undang-Undang
Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal
yang berisi : (1) Hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau
(2)Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa (3)
Pandangan tokoh-tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik
untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang (4) Suatu
98 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara, Disertasi, UI, Jakarta : 1999, hlm. 215
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keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan
bangsa hendak dipimpin.99 Berkaitan dengan itu perlu disampaikan
tentang beberapa pendapat tokoh-tokoh bangsa yang berkaitan dengan
masalah pemerintahan daerah. M. Yamin dalam Sidang BPUPKI 29 Mei
1945 yang membahas masalah pemerintahan daerah, Yamin antara lain
menyampaikan:
“ Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang
dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman,
dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas
dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai
Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan
Dalam, Pangreh Praja.”100
Pada saat yang bersamaan M. Yamin melampirkan rancangan
sementara perumusan Undang-Undang Dasar yang memuat tentang
Pemerintahan Daerah, yaitu :
“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil,
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan ha-
hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat sementara.”101
Pemikiran M. Yamin mengenai Pemerintahan Daerah dapat
dijumpai lagi dalam pidatonya tanggal 11 Juli 1945 di hadapan BPUPKI,
yang antara lain mengatakan :
“ Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun
dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan
pemerintahan yang paling bawah, pemerintah ini saya namakan
pemerintahan bawahan. Antara pemerintahan atasan dan
pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan yang baik saya
99 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 2
100 M. Yamin, Naskah Persipanan Undang-Undang Dasar, Jilid I Jakarta : Siguntang, 1971, hlm.100. A.B.
Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta : FHUI, 2004, hlm. 97. Lihat Ni’matul
Huda, Desentralisasi Asimetris…., Op Cit, hlm. 80
101 M. Yamin, Ibid…hlm. 724, Ni’matul Huda, Desentralisasi…, Ibid, hlm. 80
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sebut pemerintahan tengahan. Perkara desa barangkali tidak
perlu saya bicarakan di sini, melainkan kita harapkan saja, supaya
sifatnya diperbaharui atau disesuikan dengan keperluan jaman
baru. Tetapi perlu ditegaskan di sini, yaitu bahwa desa-desa,
negeri-negeri, warga-warga dan lainnya tetaplah menjadi kaki
Pemerintahan Republik Indonesia. Dan di tengah-tengah
pemerintahan atasan dan bawahan, kita pusatkan pemerintah
daerah.”102
Berikutnya, Soepomo juga mengajukan pemikiran mengenai
pemerintahan daerah pada rancangan UUD tanggal 4 April 1945 bersama
Ahmad Soebardjo dan Maramis mengenai Peraturan tentang
Pemerintahan Sementara Indonesia dengan deskripsi sebagai berikut:
“Pembagian yang sekarang dari tanah daerah Indonesia dalam
Provinsi dan daerah-daerah lain seperti gemeente-gemeente,
regenschap-regenschap, groepgemeente-groepgemeente dan
lain-lain persekutuan negeri, ditetapkan tetapi segala dewan-
dewan dari provinsi, regenchap, gemeente, dan lain-lainnya
ditiadakan. Kekuasaan yang menurut peraturan perundang-
undangan Hindia Belanda ada tangan dewan-dewan tersebut,
diserahkan kepada kepala-kepala Pemerintah dari daerah-daerah
di atas.”103
Pemikiran Soepomo nampaknya berpandangan bahwa sistem
penyelenggaraan pemerintahan cenderung ke arah sentralistik.
Berikutnya Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-
Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI 15 Juli 1945 menyampaikan
keterangan yang antara lain menyatakan: 104
“… Sekarang tentang Pemerintahan Daerah. Kita telah menyetujui
bentuk negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu di bawah
Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada
onderstaat, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan
102 M. Yamin, Ibid, hlm. 230-231, Ni’matul Huda, Desentralisasi….., Ibid, hlm 80-81.
103 Ni’ matul Huda, Desentralisasi….Ibid, hlm. 81
104 A.B. Kusuma, Lahirnya…., Op. Cit., hlm. 362-363
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belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya
pemerintahan daerah ditetapkan dalam undang-undang.
Menurut Pasal 18: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah
besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan
mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan
negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat
istimewa. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah
pertama daerah kerajaan (Kooti), baik di Djawa maupun di luar
Djawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan
“zelfbesturende landschappen”. Kedua daerah-daerah kecil yang
mempunyai susunan asli, ialah Dorfgemeinschaften 105, daerah-
daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di
Jawa, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang,
huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah
hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi, ialah daerah
kerajaan (zelfbesturende landschappen) dan desa-desa itu
dihormati dengan menghormati dan memperbaiki  susunannya
asli.”
2 Rekognisi atas Kasultanan Ngayogyakarta dalam Konstitusi dan
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
a. Rekognisi Kasultanan Ngayogyakarta dalam UUD 1945
Di dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18
disebutkan sebagai berikut :
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan
hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa. “ 106
Kemudian dalam  Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa :
105 M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, 1959, hlm. 310 tertulis Volksgemeinschaften, lihat A.B.
Kusuma, Ibid…, Ni’matul Huda, Desentralisasi…..,Op. Cit, hlm 81-82
106 Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945
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“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka
Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia
akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan
dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah
yang bersifat otonom (streek dan locale
rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi
belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan
dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat
otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena
di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar
permusyawaratan. Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat
lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan
volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri
di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan
oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala
peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.”107
Sehari setelah bangsa Indonesia menyatakan
kemerdekaannya, pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan
Sidang PPKI atas permintaan Soekarno (selaku Ketua PPKI),
Soepomo memberikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-
Undang Dasar yang akan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar
1945 Negara Republik Indonesia. Di dalam Sidang PPKI itu,
Soepomo memberi penjelasan tentang pemerintah daerah
sebagai berikut:
“Di bawah Pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah :
Tentang Pemerintah Daerah di sini hanya ada satu pasal,
yang berbunyi : Pemerintah Daerah diatur dalam undang-
undang. Hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk
107 Penjelasan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945
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negara itu juga harus dipakai untuk Pemerintahan Daerah,
artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat
permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan
Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa
diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat
tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi
itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan
sampai ada salah paham dalam menghormati adanya
daerah.”108
Zelfbesturende Landschappen itu bukan negara, sebab
hanya ada satu negara. Jadi Zelfbesturende Landschappen itu
hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa, yaitu yang
mempunyai staat sifat istimewa. Jadi, daerah-daerah istimewa itu
suatu bagian dari Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa
maupun susunan asli. Demikian pula dengan adanya zelfstandige
gemeenteschapen seperti desa di Sumatera, negeri di
Minangkabau, marga di Palembang, yang dalam bahasa Belanda
disebut Inheemshe Rechtsgemeenschapen. Susunan asli dan
dihormati.109
Di dalam Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta,
pembahasan Daerah Istimewa, membahas kedudukan Kooti.
Sebenarnya kedudukan Kooti sendiri sudah dijamin dalam UUD,
namun belum diatur dengan rinci. Dalam sidang itu Pangeran
Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta pada
pemerintah pusat supaya Kooti dijadikan 100% otonom, dan
hubungan dengan Pemerintah Pusat secara rinci akan diatur
108 Ni’matul Huda, Desentralisasi….Op. Cit., hlm. 83. Rumusan ketentuan pemerintahan daerah yang
diterangkan Soepomo sangat singkat ini tidak diketahui dari mana slinya. Sebab dalam penjelasan
tanggal 15 Juli 1945, Soepomo membacakan rumusan yang panjang yang praktis diambil dari
Rancangan Yamin.
109 Ni’matul Huda, Desentralisasi….Ibid, hlm. 83
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dengan sebaik-baiknya.    Usul tersebut langsung ditolak
oleh Soekarno karena bertentangan dengan bentuk negara
kesatuan yang sudah disahkan sehari sebelumnya. Puruboyo
menerangkan bahwa banyak kekuasaan sudah diserahkan Jepang
kepada Kooti, sehingga jika diambil kembali dapat menimbulkan
keguncangan.110
Ketua Panitia Kecil PPKI untuk Perancang Susunan Daerah
dan Kementerian Negara , dalam sidang itu menanggapi bahwa
soal Kooti memang sangat sulit dipecahkan sehingga Panitia Kecil
PPKI tersebut tidak membahasnya lebih lanjut dan
menyerahkannya kepada beleid Presiden. Akhirnya dengan
dukungan Mohammad Hatta, Suroso, Suryohamijoyo,
dan Soepomo, kedudukan Kooti ditetapkan status quo sampai
dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah. Pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan piagam
penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan
Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Piagam tersebut baru
diserahkan pada 6 September 1945 setelah sikap resmi dari para
penguasa monarki dikeluarkan.111
b. Rekognisi Kasultanan Ngayogyakarta dalam Konstitusi RIS
Kedudukan zelfbesturende landschappen diatur tersendiri
dalam Konstitusi RIS dan juga dalam persetujuan perpindahan
antara Indonesia dan Belanda. Ketika penyusunan Konstitusi RIS di
Nederland, dicarilah istilah Indonesia untuk menggantikan
zelfbesturende / zelfbesturende landschappen. Akhirnya Moh.
110whttps://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta#Sidang_PPKI_Membahas_Daer
ah_Istimewa_(19-08-1945) diunduh 27 Maret 2019
111 Ibid
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Yamin dapat menemukan istilah ‘swapraja’ untuk pengganti
perkataan Belanda tersebut.112 Ketentuan-ketentuan tentang
swapraja dalam persetujuan perpindahan antara Indonesia dan
Belanda sebagai berikut:
“Pasal 3 ayat (1) Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan
Nederland mengakui dan menerima bahwa segala
kekuasaan dan kewajiban Gubernur-Jenderal Indonesia
disebabkan kontrak-kontrak yang diadakan olehnya
dengan swapraja, oleh karena penyerahan kedaulatan
berpindah kepada Republik Indonesia Serikat, ataupun
apabila beralaskan hukum tatanegara Republik
Indonesia Serikat, berpindah kepada suatu negara
bagian. (2) Oleh karena penyerahan kedaulatan kepada
Republik Indonesia Serikat maka selain Swapraja
dilepaskan karena hukum daripada sumpah setianya
kepada Sri Baginda Ratu Nederland. (3) Republik
Indonesia Serikat mengakui kedudukan istimewa
Swapraja menurut ketentuan-ketentua mengenai hal itu
pada konstitusinya dan pada Konstitusi daerah bagian
masing-masing yang menentukan bahwa pertikaian-
pertikaian hukum tentang kedudukan Swapraja akan
diputuskan oleh badan Republik Indonesia Serikat yang
bebas. “113
Pengaturan daerah istimewa dalam   Konstitusi RIS agak
berbeda dengan UUD 1945. Apa yang dalam UUD 1945
dinamakan zelfbesturende   landschappen (daerah yang bersifat
istimewa), dalam Konstitusi RIS disebut Daerah Swapraja, yang
diatur dalam Bagian III Daerah-Daerah Swapraja, mulai Pasal 64
sampai Pasal 67.   Akan tetapi daerah swapraja itu tidak
112 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta.., Op. Cit. hlm 17
113 Hasil-hasil konperensi Medja Bundar sebagaimana diterima pada Persidangan Umum jang Kedua
tanggal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di ‘S-Gravenhage, hlm. 45. Dikutip kembali oleh The
Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara republic Indonesia, Jilid I, Edisi Kedua,
Yogyakarta : Liberty, 1993, hlm. 186. Baca Ni’matul Huda, Daerah Istimewa… Ibid, hlm 17-18.
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dinyatakan sebagai daerah istimewa. Juga tidak disebutkan dalam
Konstitusi RIS, bahwa volksgemeenschappen yang ada pada
waktu itu termasuk dalam pengertian daerah istimewa.114 Satu-
satunya daerah yang secara eksplisit disebut sebagai Daerah
Istimewa hanyalah Kalimantan Barat (Pasal 2 huruf b Konstitusi
RIS). Mengapa Kalimantan Barat dinyatakan sebagai Daerah
Istimewa dan apa keistimewaannya tidak ada penjelasan dalam
Konstitusi tersebut.115
Konstitusi RIS 1949 Bagian III tentang Daerah Negara-
Pasal 2 disebutkan, Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh
daerah Indonesia yaitu daerah bersama :
“(a) Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut
status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville
tanggal 17 Januari tahun 1948: Negara Indonesia Timur;
Negara Pasundan; termasuk Distrik Federal Jakarta;
Negara Jawa timur; Negara Madura; Negara Sumatera
Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan
Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara
Sumatera Timur tetap berlaku; (b) Satuan-satuan
kenegaraan yang tegak berdiri: Jawa Tengah; Bangka;
Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah Istimewa); Dayak
Besar; Daerah Banjar; Kalimantan Tenggara dan
Kalimantan Timur.; a dan b ialah daerah-daerah bagian
yang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri
bersatu dalam kaitan federasi Republik Indonesia Serikat,
berdasarkan yang ditetapkan dalam Konstitusi ini ; (c)
Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-
daerah bagian.”
Oleh karena itu, istilah daerah istimewa hanya muncul
sekali dalam konstitusi RIS. Itupun hanya menyangkut satu daerah
114 Sujamto, Daerah Istimewa…Op. Cit, hlm.16-17, Ni’matul Huda, Daerah Istimewa….Op. Cit, hlm 18-19
115 Ni’matul Huda, Daerah istimewa….., Ibid, hlm.19
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yang berstatus sebagai “Satuan Kenegaraan Yang Tegak
Sendiri”.116 Dalam konstitusi ini muncul istilah
Daerah Swapraja sebagai ganti istilah Zelfbesturende
landchappen. Ada empat pasal yang mengatur daerah swapraja
pada konstitusi tersebut, mulai dari pasal 64-67. 117 Dalam
konstitusi tersebut ditegaskan Negara mengakui semua swapraja
yang ada. Kedudukan swapraja sangat kuat. Pengaturan daerah
swapraja diserahkan pada daerah bagian yang memiliki daerah
swapraja tersebut dengan perjanjian politik, bukan dengan
Undang-undang daerah bagian. Pengurangan maupun
penghapusan wilayah atau kekuasaan daerah swapraja
memerlukan kuasa Undang-undang Federal RIS.
c. Rekognisi Kasultanan Ngayogyakarta dalam UUDS 1950
116 “Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah
bersama:.……...Kalimantan Barat (Daerah istimewa)………..daerah bagian yang dengan
kemerdekaan menentukan nasib sendiri…..” Pasal 2 Konstitusi RIS 1949.
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa#Konstitusi_RIS_1949, diunduh, 28 Maret 2019
117 Pasal 64 “Daerah-daerah Swapraja yang sudah ada, diakui.” Pasal 65 “Mengatur kedudukan daerah-
daerah Swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan
dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antara daerah
bagian dan daerah-daerah Swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan
istimewa Swapraja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah-daerah Swapraja
yang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali
untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal yang menyatakan, bahwa,
kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu
kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan.” Pasal 66 “Sambil menunggu peraturan-
peraturan sebagai dimaksud dalam pasal yang lalu dibuat, maka peraturan-peraturan yang
sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa penjabat-pejabat Indonesia dahulu yang
tersebut dalamnya diganti dengan penjabat-pejabat yang demikian pada daerah-bagian
bersangkutan. “Pasal 67 “Perselisihan-perselisihan antara Daerah-daerah bagian dan daerah-
daerah Swapraja bersangkutan tentang peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 65
dan tentang menjalankannya, diputuskan oleh Mahkamah
Agung.” https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa#Konstitusi_RIS_1949, diunduh, 28
Maret 2019
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UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950
sampai Dekrit Presiden   5 Juli 1959 itu tidak terdapat lagi istilah
Daerah Istimewa ataupun “daerah yang bersifat istimewa”. Akan
tetapi sebagaimana dalam Konstitusi RIS, kedudukan Daerah
Swapraja tetap dijamin. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam
“ Bab IV tentang Pemerintah Daerah dan Daerah-Daerah Swapraja”
, yang terdiri dari 3 pasal, yaitu Pasal 131, Pasal 132 dan Pasal 133.
Pasal 131 mengatur tentang “daerah besar dan kecil yang berhak
mengatur rumah tangganya sendiri (autonoom).118 Pasal 132 UUDS
mengatur tentang kedudukan swapraja,119
Pasal 131, 132 dan 133 UUDS 1950 disimpulkan bahwa
posisi daerah Swapraja dalam UUDS dan dalam Konstitusi RIS pada
dasarnya tidak berbeda. Hal ini disebabkan Daerah Swapraja di
dalam Konstitusi RIS dan dalam UUDS itu sama dengan
Zelfbesturendelandschappen sebagaimana dimaksud oleh UUD
1945 tersebut, sehingga pada dasarnya kebijakan pokok ketiga UUD
tersebut mengenai daerah istimewa sebenarnya tidak jauh
berbeda, yang berbeda hanyalah pada rumusan dan
peristilahannya. Di dalam UUD 1945 Daerah Swapraja itu
dinamakan Daerah Istimewa, atau tepatnya “ daerah-daerah yang
bersifat istimewa”, sedangkan dalam UUDS 1950 dan Konstitusi RIS
tidak secara tegas tersebut daerah Istimewa. Oleh karena itu dapat
118 Pasal 131 UUDS (1) “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus
rumah tangganja sendiri (autonoom), dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan
dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dan
dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. ( 2) Kepada daerah-daerah diberikan
autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganja sendiri.( 3) Dengan undang-undang
dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk
dalam urusan rumah tangganja.”
119 LIhat BAB IV UUDS Pasal 132
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disimpulkan secara garis besar bahwa UUD 1945 pengakuan Daerah
Istimewa bersifat eksplisit (jelas), sedangkan dalam UUDS 1950 dan
Konstitusi RIS pengakuan Daerah Istimewa bersifat implisit (tidak
jelas).
Pembuat UUD pada waktu itu sudah tidak terpengaruh
oleh Belanda, sehingga dapat dengan bebas menentukan isi UUD-
nya. Menurut UUDS 1950 bahwa tidak seharusnya untuk
mengatur kedudukan swapraja dengan suatu kontrak. Daerah
swapraja adalah sama derajatnya dengan daerah-daerah lain.
Keistimewaannya karena mempunyai hak  asal-usul yang perlu
mendapat perhatian tersendiri. Hal tersebut tidak berarti bahwa
pembuat UUDS hendak mempertahankan swapraja sebagai
bangunan yang tidak boleh diganggu gugat atau harus terus
menerus mendapat pemeliharaan. Tetapi sebaliknya, di dalam
Pasal 132 ayat (2) UUDS 1950 ditentukan bahwa daerah swapraja
dapat dihapuskan atas dasar kepentingan umum dengan alasan
semata-mata demi tegaknya asas kerakyatan (demokrasi).120
d. Rekognisi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam UUD 1945
Pasca Amandemen
Secara ketatanegaraan, UUD 1945 itu diamandemen karena
ruh dan pelaksanaan konstitusinya jauh dari paham konstitusi itu
sendiri. Sebagaimana disampaikan Adnan Buyung Nasution dalam
120 Lihat Ni’matul Huda, Otonomi Daerah…Op. Cit, hlm. 16, Sebagaimana didiskripsikan kembali Ni’matul
Huda, Otonomi…., Ibid, hlm 17, Menurut Usep Ranuwidjaja, “ swapraja dalam bentuk dan
coraknya yang asli tidak berasaskan kerakyatan (demokrasi). Meskipun demikian, tidak berarti
swapraja itu tidak dapat disesuaikan dengan asas kerakyatan atau didirikan atas dasar demokrasi.
Oleh karena itu, ada tiga kemungkinan mengenai keberadaan daerah swapraja. Pertama,
mempertahankan swapraja dengan mengubah bentuk dan susunan pemerintahan sehingga
sesuai dengan dasar demokrasi. Kedua, menjadikan swapraja menjadi daerah istimewa. Ketiga,
penghapusan swapraja ketika dimungkinkan. “
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disertasinya menyatakan bahwa “pemerintahan yang
konstitusional itu bukanlah pemerintahan yang sekedar sesuai
dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, tetapi pemerintahan yang
sesuai dengan bunyi konstitusi yang memang menurut esensi-
esensi konstutusionalisme. 121 Alasan lain yang dapat dijadikan
dasar pertimbangan perlunya   mengamandemen UUD 1945,
karena secara historis UUD 1945 memang didesain oleh para
pendiri negara sebagai konstitusi yang bersifat sementara dan
ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Secara filosofis, ide dasar
dan substansi UUD 1945 telah mencampuradukkan antara paham
kedaulatan rakyat dengan paham integralistik. 122Padahal antara
keduanya bertolak belakang, bahkan paham integralistiklah yang
telah memberangus demokratisasi di Indonesia. 123Kemudian
secara yuridis, karena UUD 1945 telah mengatur mekanisme
perubahan konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 UUD
1945.
Berdasarkan Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945
Pasca Amandemen dapat disimpulkan bahwa negara mengakui “
daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa” secara eksplisit
(Pasal 18 B ). Hal ini menunjukkan bahwa pada Pasal 18 B ini,
eksistensi daerah istimewa diakui dan dijamin dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Perubahan Pasal 18 (baru) dimaksudkan untuk lebih
memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik
121 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas
Konstituante 1956-1959, Jakarta : Pustaka Utama Grafiiti, 1995, hlm. 16
122 Dahlan Thaib.(et, .al), 2001. Teori dan Hukum Konstutusi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, , hlm. 147
123 Ibid…
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Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi
terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1)
ini mempunyai keterkaitan erat dengan Pasal 25 A UUD 1945
mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah
“dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam ketentuan Pasal 18 ayat
(1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah
tersebut menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan di
mana kedaulatan negara di tangan Pusat. Hal ini konsisten dengan
kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara
kesatuan. Berbeda dengan istilah “ terdiri atas” lebih menunjukkan
substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak
kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian.124
e. Rekognisi atas Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta dalam
Perundang-undangan
1) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta menurut UU No. 1 Tahun
1945
Perhatian para penyusun undang-undang No. 1 Tahun
1945 terhadap eksistensi Daerah Istimewa/ daerah swapraja
untuk pertama kalinya secara implisit, tertuang dalam Pasal 1
Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, sebagai berikut “Komite
Nasional Daerah diadakan kecuali di Daerah Surakarta dan
Jogjakarta- di Karesidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan
lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam
124 Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI , Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 141, Ni’matul Huda,
Daerah Istimewa Yogyakarta….Op. Cit, hlm. 34
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Negeri”,125 demikian pula di Penjelasan Pasal 1 nya secara
eksplisit disebutkan:
“Fatsal pertama. Komite Nasional Daerah diadakan di Jawa
dan Madura (kecuali di Daerah Istimemewa Jogjakarta dan
Surakarta) di Keresidenan, di kota berautonomie.
Kabupaten dan lain-lain daerah jang dipandang perlu oleh
Menteri Dalam Negeri. a. Ini berarti bahwa Komite
Nasional Daerah di Propinsi, Kawedanan, Asistenan
(Ketjamatan) dan di Siku dan Ku dalam kota, tak perlu
dilanjutkan lagi. b. Tentang Jogjakarta dan Surakarta,
dalam surat pengantar rantjangan Undang-Undang
tersebut diterangkan bahwa ketika merundingkan
rantjangan itu, B.P. Pusat tidak mempunjai gambaran jang
djelas. Djika - begitulah surat pengantar - sekiranja
pemerintah menganggap perlu untuk daerah tersebut
diadakan aturan jang berlainan, Badan Pekerdja bersedia
menerima-untuk membicarakannja-rantjangan Undang-
Undang jang mengenai daerah itu. c. Tentang perkataan
"di lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri
Dalam Negeri". Ini tambahan diadakan berhubung dengan
perkataan "mengatur rumah tangga daerahnja" dalam
pasal 2.”126
Berkaitan dengan dikecualikannya pembentukan Komite
Nasional Daerah di Surakarta dan Yogyakarta, terdapat beberapa
alasan yang sangat fundamental yaitu Daerah Surakarta dan
Yogyakarta pada zaman Hindia Belanda merupakan Daerah
Swapraja yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai
sebuah “negara” yang mempunyai kedaulatan sendiri, meskipun
dengan adanya kontrak politik yang ditandatangani dengan
Pemerintah Hindia Belanda kedua kerajaan tersebut termasuk di
bawah Kerajaan Belanda dan mempunyai pengaruh yang besar.
125 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
126 Penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1945
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Maksud dibuatnya UU No. 1 Tahun 1945 tidak lain adalah untuk
mengadakan lembaga legislatif lokal yang bernama KNID,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah memperhatikan
asas permusyawaratan dan paralel dengan sistem pemerintahan
di tingkat pusat. Oleh karena itu, pemerintahan daerah tidak
hanya dijalankan oleh kepala daerah semata tetapi juga
didampingi oleh badan perwakilan rakyat daerah. 127
2) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta menurut UU No. 22 Tahun
1948
Penetapan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 lahir dalam
situasi politik yang abnormal atau transisi dan instabilitas
pemerintahan yang ditandai jatuh bangunnya kabinet secara
cepat sejak tahun 1945, pemberontakan PKI Madiun dan
berbagai situasi darurat lainnya. Penetapan UU ini ditetapkan di
Yogyakarta karena sejak 4 Januari 1946 ibukota RI dipindahkan
dari   Jakarta ke Yogyakarta sebab situasi Jakarta tidak aman.
Dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1945, UU ini lebih
progresif dan lebih lengkap. Hal ini dapat dilihat dalam Bab I
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan bahwa:
“Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di
zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai
127 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta…Op. Cit., hlm. 62. “Arah pemikiran maupun suasana
kejiwaan para penyusun undang-undang No. 1 Tahun 1945, dalam Pasal 1 dan penjelasannya
terutama terkait dengan Daerah Swapraja Surakarta (Kasunanan Surakarta dan Kadipaten
Mangkunegaran) maupun Daerah Swapraja Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman)
mengandung pokok-pokok pikiran, sebagai berikut : (a) Yogyakarta dan Surakarta merupakan
Daerah Istimewa; (b) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta tidak dibentuk Komite Nasional
Daerah (KND), berbeda dengan daerah lain; (c) Tidak dibentuknya KND di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Surakarta tersebut bukan karena BP-KNIP tidak menyetujui diberikannya
otonomi kepada Daerah Istimewa tersebut, akan tetapi karena BP Pusat tersebut tidak mempunyai
gambaran yang jelas mengenai Daerah tersebut; (c)  Sekiranya dipandang perlu Pemerintah
membuat undang-undang yang khusus mengatur tentang Daerah Istimewa. “
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pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan
Undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3)
dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat
dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nama,
batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah
tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Undang-
undang pembentukan.”128
Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 sesungguhnya tidak
dapat dilaksanakan karena sebagian besar daerah-daerah di
Indonesia sedang diduduki Belanda. Bahkan pada 19 Desember
1948 Belanda melakukan Agresi Militer II. Pada saat itu juga,
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta sebelum
ditangkap Belanda memberi mandat kepada Mr. Sjarifuddin
Prawiranegara di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI), membentuk kabinet, dan
mengambil alih pemerintah pusat. Sejak itu, Sjarifuddin menjabat
sebagai Kepala Pemerintah Darurat hingga 10 Juli 1949, saat ia
menyerahkan kembali mandatnya kepada Wakil
Presiden/Perdana Menteri Hatta di Yogyakarta.129
3) Kasultanan Ngayogyakarta menurut Undang-Undang No. 3
Tahun 1950
Di Yogyakarta sejak tahun 1949 berlaku Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1949
tentang Pemerintah Militer di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara Perpu itu berlaku, keluarlah UU No. 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelahiran UU
128 Lihat UU No. 22 Tahun 1948 , BAB I, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tentang “Tentang pembagian Negara
dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. “
129 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa…, Ibid, hlm 85-86.
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No. 3 Tahun 1950 didasarkan pada UUD 1945 dan UU No. 22
Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
Secara de facto, Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya
sudah lahir sejak dalam kancah revolusi melalui proses antara 5
September 1945 sampai 18 Mei 1946. Tetapi secara de jure,
Daerah Istimewa Yogyakarta baru terjadi pada saat
dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1950 yang ditetapkan pada
tanggal 3 Maret 1950.130
Undang-Undang No.3 Tahun 1950 sebenarnya merupakan
pengukuhan dari hasil perjuangan Sultan Hamengku Buwono IX
dan Sri Paku Alam VIII untuk menjadikan Kasultanan Yogyakarta
sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, karena secara eksplisit dan legal UU No.
3 Tahun 1950 menetapkan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta
dan Paku Alaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat
provinsi. 131 Kecuali mengukuhkan nama dan wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta, UU No. 3 Tahun 1950 juga menetapkan
organ-organ daerah dan urusan yang diserahkan kepada
Pemerintah DIY sesuai dengan isi Pasal 23 dan 24 UU No. 22 Tahun
1948.132
130 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa…, Ibid
131 Lihat UU No. 3 Tahun 1950 Pasal 1 (1) Daerah yang meliputi daerah Kesultanan Jogjakarta dan daerah
Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta (2) Daerah Istimewa Jogjakarta
adalah setingkat dengan Propinsi. www.hukumonline.com, diunduh 18 April 2019
132 Baca UU No. 22 Tahun 1948 BAB III” Tentang kekuasaan dan kewajiban Pemerintah Daerah”, Pasal 23
(1) “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. (2)
Hal-hal yang masuk urusan rumah tangga tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dalam Undang-
undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah.Pasal 24 (1) Kewajiban Pemerintah di daerah-
daerah yang tidak masuk urusan rumah tangga daerah, dapat diserahkan dengan Undang-
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah
untuk dijalankan. (2) Dengan peraturan daerah, sesuatu daerah dapat menyerahkan
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Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 7 Pasal, ditetapkan di
Yogyakarta, tanggal 3 Maret 1950 oleh Presiden Republik
Indonesia, Ttd Assat, Menteri Dalam Negeri, Ttd Soesanto
Tirtodipuro, diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950 dalam Berita
Negara No. 3 Tahun 1950 oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, ttd A.G. Pringgodigdo. BAB I tentang ketentuan Umum,
133 BAB II tentang urusan Rumah Tangga Daerah Istimewa
kewajibannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah
Daerah dibawahnya untuk dijalankan.” www.hukumonline.com, diunduh 18 April 2019
133 Pasal 1 (1)” Daerah jang meliputi daerah Kesultanan Jogjakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan
menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta (2) Daerah Istimewa Jogjakarta adalah setingkat dengan Propinsi.
Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta berkedudukan di Kota Jogjakarta. (2) Dalam waktu
luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.Pasal
3 (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta terdiri dari 40 orang anggauta. (2) Djumlah
anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, kecuali anggauta - Kepala Daerah dan
anggauta Wakil Kepala Daerah, adalah 5 orang.”
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Yogyakarta,134 BAB III Penutup135. Artinya bahwa dalam UU No. 3
Tahun 1950 jo UU No. 19 Tahun 1950 jo UU No. 9 Tahun 1955
belum diatur tentang kewenangan-kewenangan   Istimewa apa
saja yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.
4) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta menurut UU No. 1 Tahun
1957
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 berinduk pada UUD
Sementara 1950, di mana sebenarnya dalam UUDS   1950 tidak
terdapat ketentuan tentang Daerah Istimewa, akan tetapi dalam
UUDS 1950 secara jelas tertuang ketentuan-ketentuan mengenai
Daerah Swapraja. Berkenaan dengan itu, maka secara tidak
134 Pasal 4 (1)” Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23
dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Jogjakarta adalah sebagai
berikut: I. Urusan Umum. II. Urusan Pemerintahan Umum. III. Urusan agraria. IV. Urusan
pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung. V. Urusan pertanian dan perikanan. VI. Urusan
Kehewanan. VII. Urusan keradjinan, perdagangan dalam Negeri perindustrian dan koperasi.
VIII. Urusan perburuhan dan sosial. IX. Urusan pengumpulan bahan makanan dan
pembagianja. X. Urusan penerangan. XI. Urusan pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan.
XII. Urusan kesehatan. XIII. Urusan perusahaan. (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1)
diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan
pelaksanaan pada waktu penjerahan. (3) Dengan Undang-undang tiap-tiap waktu, dengan
mengingat keadaan urusan rumah tangga  Daerah Istimewa Jogjakarta dan kewadjiban
Pemerintah jang diserahkan kepada Daerah Istimewa Jogjakarta di tambah. (4) Urusan-
urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1)
diatas, jang dikerdjakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuk menurut
Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-undang.Pasal
5 (1) Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-
perusahaan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuknja Undang-undang ini mendjadi
milik Daerah Istimewa Jogjakarta, jang selanjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada
daerah-daerah dibawahnja. (2) Segala hutang piutang Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum
pembentukan menurut Undang-undang ini, mendjadi tanggungan Daerah Istimewa
Jogjakarta.Pasal 6 Peraturan-peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan
menurut Undang-undang ini, belum diganti dengan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta
berlaku terus sebagai peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan-peraturan tersebut
tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Daerah Istimewa Jogjakarta
menurut Undang-undang ini.”
135 Pasal 7 “Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah.Agar Undang-undang ini diketahui umum, maka diperintahkan supaja
diundangkan dalam Berita Negara.”, Ibid
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langsung sebenarnya yang dimakdud daerah swapraja dalam
UUDS 1950 adalah sama dengan Daerah Istimewa. Namun
menurut Sujamto 136 meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1957
merupakan amanat atau pelaksanaan dari UUDS akan tetapi
suasana riil pada saat penyusunan undang-undang tersebut lebih
banyak dipengaruhi oleh UUD 1945. UU No. 1 Tahun 1957
mengatur tentang Daerah Istimewa lebih lengkap dan rinci jika
dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1948. Di dalam Pasal 2
angka 1 ditegaskan, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam
daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri, dan merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yang
derajatnya dari atas ke bawah, yaitu : a. Daerah tingkat ke I,
termasuk Kotapraja Jakarta Raya; b. Daerah tingkat ke II,
termasuk Kotapraja dan c. Daerah tingkat ke III.137
Pengakuan tentang eksistensi Daerah Istimewa, termasuk DIY
sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 ayat (1), sebagai berikut :
“Propinsi, Daerah Istimewa setingkat Propinsi dan
Kabupaten/Daerah  Istimewa setingkat Kabupaten yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi
sebagai Daerah Swatantra menurut ketentuan dalam Pasal 3
136 Sujamto, Daerah Istimewa…, Op. Cit, hlm. 32
137 Lebih Lengkap UU No. 1 Tahun 1957, Pasal 1 sebagai berikut “Pasal 1 (1) Yang dimaksud dengan
Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri, yang disebut juga "Daerah Swatantra" dan "Daerah Istimewa". (2) Jika dalam Undang-
undang ini disebut "setingkat lebih atas" maka yang dimaksudkan ialah: a. Daerah tingkat ke I
(termasuk Daerah Istimewa tingkat I) bagi Daerah tingkat ke II (termasuk Daerah Istimewa
tingkat II), yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat I itu; b. Daerah tingkat ke II (termasuk
Daerah Istimewa tingkat II) bagi Daerah tingkat ke III (termasuk Daerah Istimewa tingkat III)
yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat II itu. Pasal 2 (1) Wilayah Republik Indonesia dibagi
dalam daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang
merupakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah adalah
sebagai berikut: a. Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya, b. Daerah tingkat ke
II, termasuk Kotapraja, dan c. Daerah tingkat ke III.” ( www.djpp.depkumham.go.id, diunduh
19 April 2019
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"Undang-undang tentang Pokok Pemerintah Daerah 1956" akan
tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya undang-
undang ini berturut-turut menjadi Daerah tingkat ke I/Daerah
Istimewa tingkat ke I dan Daerah tingkat ke II/Daerah Istimewa
tingkat ke II termaksud dalam pasal 2 Undang-undang ini.”138
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) juga memberikan
kejelasan pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 terhadap
eksistensi Daerah Istimewa dalam sistem pemerintahan daerah,
disebutkan bahwa :
“Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, menentukan bahwa daerah
Swapraja itu dengan undang-undang pembentukan dapat
dijadikan Daerah Istimewa atau Daerah Swatantra biasa. Hal itu
berarti, bahwa daerah Swapraja menjadi Daerah yang diberi
otonomi menurut undang-undang dan pada azasnya telah
memenuhi kehendak Pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara.
Mengenai Daerah Istimewa, setiap kali suatu daerah Swapraja itu
dibentuk menjadi Daerah Istimewa, maka pada azasnya kita telah
memberikan status baru kepada daerah Swapraja tersebut, yang
bentuk susunan pemerintahannya menurut Pasal 132 ayat 1
Undang-undang Dasar Sementara harus disesuaikan dengan
dasar-dasar yang dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang
Dasar Sementara.”139
Tuntutan konstitusi dan realitas politik berikut terjadi
perpindahan kekuasaan dari partai di parlemen ke tangan Soekarno
138 Lihat Pasal 73 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1957
139 Selengkapnya baca Penjelasan Pasal 2 ayt (2) UU No. 1 Tahun 1957, bahwa “Kepada daerah Swapraja
itu mestilah diberikan pemerintahan berotonomi menurut undang-undang, sehingga tidak
dibolehkan suatu daerah Swapraja terbebas dari pemerintahan otonomi yang bersifat
demokratis menurut undang-undang itu, dimana kepada rakyat diserahkan hampir semua
kekuasaan Swapraja itu, sehingga tinggal lagi urusan-urusan adat yang dapat dipertahankan
dalam tangan Kepala Swapraja dan orang-orang besarnya selama rakyatnya bertakluk kepada
hukumadatnya. Tiap-tiap kali daerah Swapraja dibentuk menjadi Daerah  Istimewa  atau
Daerah Swatantra biasa, maka hal itu berarti hapusnya daerah Swapraja yang bersangkutan,
sehingga akibat-akibat dari penghapusan itu haruslah pula diatur tersendiri, jadi diantaranya
mengenai Kepala-kepala/pembesar-pembesar dan pegawai-pegawai lainnya dari Swapraja-
Swapraja, yang sedapat-dapatnya dimasukkan pula ke dalam formasi pegawai Daerah
Istimewa/Swatantra itu sesuai dengan syarat-syarat kecakapannya dan lain-lain.”
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berimplikasi UU No. 1 Tahun 1957 segera diganti140 . Akhirnya UU No. 1
Tahun 1957 diganti dengan “Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 Tahun
1959” yang menguburkan ide otonomi yang luas di bawah sistem
Demokrasi Terpimpin, yang sebenarnya merupakan nama lain dari
otoritarianisme.141 Penetapan Presiden merupakan suatu produk hukum
baru yang disetarakan dengan Undang-Undang.
5) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta menurut Penpres No. 6 Tahun
1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain memberlakukan
kembali UUD 1945 membawa konsekuensi terhadap pengaturan
pemerintahan di daerah. Pada tanggal   7 September 1959 Soekarno
mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang
Pemerintah Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dengan perubahan-perubahan prinsip dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah, sebagai akibat perubahan konstitusi, seperti
pembubaran/penghapusan Dewan Pemerintah Daerah (DPD),
pembentukan Badan Pemerintah Harian (BPH) dan lain sebagainya.142
Di dalam Penpres No. 6 Tahun 1959 terdapat 4 (empat) pasal yang
secara khusus mengatur tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu
Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
140 “Menurut Soekarno UU No. 1 Tahun 1957 tidak sesuai dengan UUD 1945 karena bersendikan
demokrasi liberal yang mengadung instabilitas. Karenanya harus diganti dengan UU yang
bersendikan demokrasi kekeluargaan (gotong royong). UUD 1945 melalui Pasal 18
memberikan garis-garais besar atau prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Kedua, dilihat dari sudut politik, UU No. 1 Tahun 1957 menyebabkan munculnya fenomena
disintegrasi bangsa dan mengancam prinsip   Negara Kesatuan republik Indonesia.” Baca
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum…, Op. Cit, hlm.165-166
141 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa…, Op. Cit, hlm. 94
142 Sujamto, Op. Cit, hlm. 42, Lihat Pasal 2 Penpres No. 6 Tahun 1959” Dalam menjalankan tugasnya Kepala
Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian.
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Penjelasan resmi Penpres No. 6 Tahun 1959 tidak ada yang
menyinggung daerah istimewa. Jika dibandingkan dengan UU No. 1
Tahun 1957 mengenai pengaturan Kepala Daerah Istimewa, maka
perbedaannya terlihat dalam UU No. 1 Tahun 1957 Kepala/wakil Kepala
Daerah Istimewa Tingkat I diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang
diajukan oleh DPRD, sedangkan menurut Penpres No. 6 Tahun 1959
Kepala/Wakil Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden, tanpa
pencalonan oleh DPRD. Mengenai syarat-syarat lainnya untuk dapat
diangkat sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah sama.
Yang berubah adalah mengenai bentuk dan susunan pemerintahan
daerah, serta bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang baru
berdasarkan Penpres No. 6 Tahun 1959 ini, berlaku juga bagi Daerah
Istimewa Yogyakarta.143
6) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta menurut UU No. 18 Tahun 1965
Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah dikeluarkan pada tanggal 1 September 1965.
Meskipun ada beberapa perubahan tetapi pada dasarnya watak
“sentralistik” yang ada dalam Penpres No. 6 Tahun 1959 tetap menonjol,
sehingga muatan materi UU No. 18 Tahun 1965 hampir semuanya
meneruskan, memindahkan atau  menjabarkan lebih lanjut ketentuan
yang ada di dalam Penpres No. 6 Tahun 1959.144
Berdasarkan ketentuan Pasal 88 bahwa persoalan tentang Daerah
Swapraja telah selesai. Kecuali Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten
Pakualaman yang bersama-sama telah melebur menjadi Daerah Istimewa
Yogyakarta, tidak ada lagi Daerah Swapraja yang masih terkait sistem
143 Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa…, Op. Cit, hlm. 76.
144 Moh, Mahfud MD, Politik Hukum…, Op. Cit, hlm. 169, Lihat juga Ni’matul Huda, Daerah Istimewa…,
Op. Cit, hlm. 99
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pemerintahan di daerah. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965 hanya ada
dua daerah Istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah
Istimewa Aceh, yang kedua-duanya”berlaku terus hingga dihapuskan “.
Ini berarti UU No. 18 Tahun 1965 tetap menjamin dan mengakui
eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta menurut UU No. 5 Tahun 1974
Perubahan politik ketatanegaraan yang ditandai dengan jatuhnya
demokrasi Terpimpin konsep Soekarno dan digantikan dengan konsep
Demokrasi Pancasila oleh Presiden Soeharto berimplikasi pada sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah yang merupakan produk hukum pertama
dan terakhir yang mengatur tentang pemerintahan di daerah dalam masa
Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Ketentuan Bab VIII Aturan Peralihan Pasal 91 huruf b pengisian
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ditentukan sebagai berikut :
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
menurut Undang- undang ini dengan sebutan Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan,
syarat, dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah lainnya.”
Khusus mengenai ketentuan Pasal 91 huruf b di atas dapat
dinarasikan bahwa merupakan ketentuan yang sangat istimewa, berbeda
dengan yang terdapat dalam konsiderans Undang- Undang No. 5 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Ketentuan ini tidak
terjawab oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang
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mengutamakan prinsip “equality before the law” dan “equality before
the government”. Selain itu juga tidak dapat dijelaskan dengan prinsip-
prinsip umum kedaulatan rakyat, asas demokrasi yang dianut Indonesia
sebagai negara hukum dan prinsip pemerintahan yang demokratis. 145
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 di atas
dapat disimpulkan bahwa adanya penyeragaman terhadap bentuk dan
susunan pemerintahan daerah dengan tanpa mempertimbangkan hak
asli dan hak asal-usul (bekas Swapraja) maupun hak asli dan otonomi bagi
Desa atau Volksgemenschappen. Pemerintah Pusat tetap mengakui
eksistensi keistimewaan dan kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dengan menyatakan bahwa kata-kata “yang sekarang” dalam
Pasal 91 huruf b tersebut semata-mata merupakan rumusan teknis
peraturan peralihan dalam rangka penerapan ketentuan undang-undang
baru terhadap keadaan nyata yang ada berdasarkan undang-undang
lama, pada saat mulai berlakunya undang-undang baru tersebut, jadi
tidak mengacu pada keadaan masa datang.146
8) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta berdasarkan UU No. 22 Tahun
1999
Di dalam UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana dalam UU No. 5
Tahun 1974, tidak terdapat pasal khusus yang mengatur tentang Daerah
Istimewa, di mana ketentuan yang mengatur tentang Daerah Istimewa
Yogyakarta hanya tertuang dalam 1 (satu) pasal yaitu Pasal 122 dalam
Bab XIV tentang Ketentuan Lain-lain yang dinyatakan sebagai berikut :
“Keistimewaan untuk   Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap
dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan
145 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op. Cit, hlm.75
146 Sujamto, Op. Cit, hlm. 85, lihat Ni’matul Huda, Daerah Istimewa…, Op. Cit., hlm. 105-107, d
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Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta
didasarkan pada undang-undang ini.”147
9) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta berdasarkan UU No. 32 Tahun
2004
Pengaturan Daerah Istimewa dalam UU No. 32 Tahun 2004
tertuang dalam Bab XIV Ketentuan Lain-lain pada Pasal 225, Pasal 226
ayat (1), dan Pasal 226 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut :
“Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan
otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini
diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-
undang lain.”148 “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku
bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-
Undang tersendiri. Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.”149
Berdasarkan Pasal 225, Pasal 226 ayat (1), dan Pasal 226 ayat (2)
dapat disimpulkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta diakui
147 Pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999, Baca juga Penjelasannya bahwa “Pengakuan keistimewaan Propinsi
Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan
nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan
mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil  Gubernur dengan
mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan
undang-undang ini.”
148 Pasal 225 UU No. 32 Tahun 2004
149 Baca Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, baca Penjelasan Pasal 226 ayat (1) “Yang
dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999
tentang Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh jo. UndangUndang Nomor 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua”.
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kedudukannya sebagai daerah yang memiliki keistimewaan, sampai
akhirnya keluar Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebelumnya belum
terdapat satu undang-undangpun yang mengatur tentang apa,
bagaimana status dan substansi keistimewaan yang dimiliki oleh
Yogyakarta.
10) Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta berdasarkan UU No. 13 Tahun
2012
Latar Belakang dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
1. Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 bahwa negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
2.   Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman
yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk
sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar
dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur
secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. 150
150 Baca Konsideran UU No. 13 Tahun 2012
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Terdapat paling tidak 10 pasal yang secara eksplisit
mencantumkan tentang pengakuan eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat, yaitu:
a. Pasal 1 ayat (4) : Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya
disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung
secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan
Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati
Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah,
selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono;
b. Persyaratan calon Gubernur (Pasal 18 ayat 1) huruf c :bertakhta
sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan
bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
c. Kelengkapan persyaratan ( Pasal 18 ayat (2) huruf b : surat
pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di
Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku
Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
d. Pengajuan calon Gubernur (Pasal 19 ayat (2) ) : Berdasarkan
pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam
yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima;
e. Verifikasi persyaratan Gubernur oleh DPRD (Pasal 21) : DPRD DIY
melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan
Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam
sebagai calon Wakil Gubernur;
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f. Penetapan Gubernur DIY Pasal 24 ayat (3) : Setelah penyampaian visi,
misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY
menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai
Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil
Gubernur.
g.   Usulan pengesahan Penetapan kepada Presiden Pasal 24 ayat (4) :
Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD
DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk
mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang
bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta
sebagai Wakil Gubernur;
h. Jika tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur Pasal 26 ayat (3) :
Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai
calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon
Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Adipati Paku Alam sebagai
Wakil Gubernur;
i. Pasal 26 ayat (4) : Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus
melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan
Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur;
j. Pasal 26 ayat (7) : Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang
bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku
Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur,
Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan
pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantiknya Sultan
Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau
Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
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Hadirnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY tidak
akan ada lagi penafsiran bahwa Keistimewaan DIY hanya terbatas pada
kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebagaimana dapat kita
pahami di dalam Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2012.151 Ke depan
DIY terus mengalami perubahan sosial yang sangat dinamis. Masyarakat
Yogyakarta telah memasuki fase baru yang ditandai oleh masyarakat
yang secara hierarkis tetap mengikuti pola hubungan patron-klien
sebagai ciri masyarakat tradisional dan di sisi lain masyarakat memiliki
hubungan horizontal yang kuat, karena adanya kesetaraan sebagai
simbol masyarakat modern.
Argumentasi yuridis berawal ketika Presiden Soekarno
memberikan “Piagam Kedudukan” kepada penguasa Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 19 Agustus 1945, yang
merupakan tanda kepercayaan RI kepada Hamengku Buwono IX. Amanat
5 September 1945 yang menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat berbentuk kerajaan merupakan Daerah Istimewa, bagian
dari RI dan segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan
berada di tangan Hamengku Buwono IX. Status Kasultanan
Ngayogyakarta dari aspek yuridis formal, sudah mengalami perubahan
dari Zelfbesturende Landschappen atau daerah Swapraja menjadi Daerah
151 “Pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu
daerah yang bersifat istimewa. Bahkan, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu daerah yang
bersifat istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, konsistensi
pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah belum diikuti pengaturan yang komprehensif
dan jelas mengenai keistimewaannya. Kewenangan yang diberikan kepada DIY melalui
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 semata-mata mengacu pada Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memperlakukan sama semua daerah di
Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal di atas telah memunculkan interpretasi bahwa
Keistimewaan DIY hanya pada kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur.”
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Istimewa dalam lingkup NKRI. Pengakuan negara atas eksistensi
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lewat berbagai Konstitusi yang
pernah berlaku di Indonesia (UUD NRI 1945, UUD RIS, UUDS, UUDNRI
pasca Amandemen) dan produk hukum tentang pemerintahan daerah di
Indonesia, yaitu UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, Penpres
No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No.
22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 serta UU No. 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan DIY jo UU No. 19 Tahun 1950 jo UU No. 9 Tahun
1955 dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa
Yogyakarta.
Rekognisi atas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat baik dalam
Konsitusi maupun peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan
di atas merupakan bentuk nyata relasi antar Pusat dan Daerah. Teori
Hegel tentang rekognisi dalam pengakuan antar subjek, cocok
diterjemahkan dalam pengertian luas, bahwasannya Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat di satu pihak membutuhkan pengakuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, di pihak   lain Presiden Soekarno
telah memberikan piagam kedudukan yang menetapkan Sultan
Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada kedudukannya masing-
masing sebagai Kepala Daerah Istimewa, merupakan bukti konkrit
sebuah pengakuan Negara. Pertama, dilatar belakangi rasa cinta Negara
Kesatuan Republik Indonesia akan terwujudnya hubungan yang harmonis
antara Pusat dan Daerah dibuktikan dengan pernyataan Sultan
Hamengku Buwono IX bahwa siap berdiri di belakang Soekarno-Hatta
sebagai pemimpin negara yang baru saja berdiri. Kedua, hubungan yang
harmonis atau seimbang antara Pusat dan Daerah tersebut
membutuhkan pengakuan konstitusional lewat konstitusi dan peraturan
perundang-undangan. Ketiga, Hubungan yang seimbang antara Pusat
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dan Daerah in case Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hanya bisa
dibangun melalui proses perkembangan yang syarat etis, secara spesifik
melalui perjuangan akan pengakuan masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta dari berbagai elemen, berakhir dengan keluarnya UU No. 12
Tahun 2013 yang memberikan beberapa kewenangan istimewa kepada
Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu (1) pengisian jabatan Gubernur (2)
Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (3) Kebudayaan (4) Pertanahan (5)
Tata Ruang.
B. Implikasi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap
Keistimewaan DIY dalam Struktur Ketatanegaraan RI
1 Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY
Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta,
bahwa kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup
kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana
diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan
urusan Keistimewaan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012.
Selanjutnya kewenangan dalam urusan Keistimewaan, meliputi : (a)
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah
DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; (e) tata ruang. Ditentukan bahwa
penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan
didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada
rakyat.152
152 Baca Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012
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Pasal 22 Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2013 tentang
tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan Peraturan
Daerah  Istimewa No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur.
a. Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan
Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
Persyaratan Pengisian Jabatan Gubernur DIY adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat :
“a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia
kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. bertakhta
sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur
dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon
Wakil Gubernur; d. berpendidikan sekurang-kurangnya
sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; e. berusia
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; f. mampu
secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit
pemerintah; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani
pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara
72
terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah
menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak
pidana; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan
bersedia untuk diumumkan; j. tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara; k. tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;l.   memiliki nomor
pokok wajib pajak   (NPWP); m.   menyerahkan daftar
riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat
pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, dan anak; n.
bukan sebagai anggota partai politik.”153
Surat pencalonan untuk calon Gubernur ditandatangani
oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan surat pencalonan untuk calon
Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng
Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman; dan
surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang
bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur. 154
b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
Latar Belakang pengaturan tentang Kelembagaan
Pemerintah Daerah DIY adalah Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta ketentuan Pasal 5
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017
153 Peraturan Daerah Istimewa No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan,
Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
154 Baca Pasal 3 Perdais No. 2 Tahun 2015
73
tentang   Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.155
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang diatur dalam Perdais No. 1 Tahun 2018 meliputi
: pembentukan Perangkat Daerah;     jabatan pada Perangkat
Daerah; dan Parampara Praja. 156 Dalam melaksanakan urusan
Keistimewaan untuk memberikan pertimbangan, saran dan
pendapat kepada Gubernur dibentuk Parampara Praja.
Parampara Praja mempunyai anggota paling banyak 9 (sembilan)
orang terdiri dari akademisi/teknokrat, unsur Kasultanan dan
unsur Kadipaten, serta tokoh masyarakat yang dipilih dan
diangkat oleh Gubernur.157
c. Kebudayaan
Kewenangan kebudayaan di atur di dalam UU No. 13
Tahun 2012 Pasal 31, Perdais Induk DIY No. 1 Tahun 2013 diubah
Perdais No. 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan
Keistimewaan DIY dan Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang
Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY.
Latar Belakang pengaturan tentang Pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan DIY antara lain Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan
155 Lihat konsiderans Perdais No. 1 Tahun 2018
156 Pasal 3, Ibid, Perangkat Daerah terdiri atas “ a. Sekretariat Daerah; b. Paniradya Kaistimewan; c.
Sekretariat DPRD; d. Inspektorat; e. Dinas Daerah; f. Badan Daerah; dan g. Badan Penghubung
Daerah”(Pasal 5), Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan
dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan (Pasal 7).
157 Lihat Pasal 22 Perdais No. 1 Tahun 2018. Telah dilantik Parampara Praja 2016-2121 yaitu : Mahfud
MD, dr Soetaryo, Hermin Kusmayati, Edy Suandy Hamid, Amin Abdullah, Suyitno, GKR
Mangkubumi dan GPH Wijoyo Harimurti. http://jogja.tribunnews.com/2016/08/30/8-
orang-parampara-praja-diy-yang-dilantik-miliki-latar-belakang-berbeda
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adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-
temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem
Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing
Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah,
selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. Kewenangan
kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan
mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa
nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan
tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.158
Perdais No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan,159 telah mengatur secara rinci
tentang : Prinsip-prinsip160, tujuan 161, Ruang lingkup pengaturan
dalam Peraturan Daerah Istimewa162, objek kebudayaan 163, tugas
dan wewenang Pemerintahan Daerah, 164serta peran dan
tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten165 serta peran dan
158 Baca Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2012.
159 Pasal 1 (1) Perdais No. 3 Tahun 2017 “Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta,
rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta.”
160 Baca Pasal 2 Perdais No. 3 Tahun 2017 “Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. keterbukaan terhadap budaya lain; b. kemampuan
mengolah budaya; c. kesadaran dialogis; d. kepribadian kuat; e. kesinambungan; dan f. kesatuan
budaya mandiri.”
161 Baca Pasal 3, Ibid, “Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk: a.
menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; b. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya
DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; c. mengembangkan kebudayaan
DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban
dunia; d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi
seni dan kreativitas karya budaya; dan e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
162 Baca Pasal 4, Ibid, “Objek Kebudayaan; b. perencanaan; c. pemeliharaan; d. pengembangan; e.
pengelolaan; f. tugas dan wewenang; g. penghargaan; h. peran dan tanggung jawab Kasultanan
dan Kadipaten; dan i. peran dan tanggung jawab masyarakat.”
163 Baca Pasal 5, Ibid “Objek Kebudayaan meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c.
bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan g. seni.”.
164 Baca Pasal 25-31, Ibid
165 Baca Pasal 31-32, Ibid
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tanggungjawab masyarakat166 dalam pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan.
Ke depan harus ada status hukum secara konstitusional
yang mengatur tentang Kasultanan Ngayogyakarta sebagai pusat
kebudayaan, agar warisan budaya yang adiluhung dapat
terpelihara dengan baik. Artinya dengan Undang-Undang No. 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY belum cukup, harus ada
undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Kebudayaan
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagaimana di Inggris,
seperti Ratu kami mempunyai banyak sekali koleksi budaya yang
dikelola untuk rakyat Inggris. 167
d. Pertanahan
Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum
merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah di
Kasultanan dan Kadipaten.168Hak milik tanah Kasultanan dan
Kadipaten harus didaftarkan pada lembaga pertanahan sesuai
peraturan perundang-undangan, jika dilakukan oleh pihak lain
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk
tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk
tanah Kadipaten. Demikian juga jika tanah-tanah tersebut dikelola
dan dimanfaatkan oleh pihak lain, harus mendapatkan izin
166 Baca Pasal 33, Ibid
167 Wawancara dengan Peter Cary, Op. Cit
168 “ Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten terdiri dari tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang
terletak di seluruh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Kasultanan
maupun Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk
pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. “Selengkapnya
baca Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2012
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persetujuan Kasultanan (untuk tanah Kasultanan) dan izin
persetujuan Kadipaten (untuk tanah Kadipaten).169
Masalah pertanahan di DIY telah mendapatkan landasan
yuridis yang kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah memberikan
beberapa kewenangan Istimewa di DIY termasuk masalah
pertanahan.170 Selanjutnya secara rinci telah dituangkan dalam
Peraturan Daerah  Istimewa DIY(Perdais DIY) No. 1 Tahun 2017.
Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten adalah tanah hak
milik Kasultanan dan Kadipaten   yang meliputi Tanah Keprabon
dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di
kabupaten/kota dalam wilayah DIY. 171
Perdais No. 1 Tahun 2017 juga diatur mengenai :
Pengelolaan tanah  Kasultanan dan tanah Kadipaten , meliputi
penatausahaan (Pasal 9-14), pemeliharaan dokumen (Pasal 15),
pengawasan (Pasal 16-18). Diatur juga tentang pemanfaatan
(Pasal 19-24) serta peran serta Pemerintahan Daerah ,
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Pasal 24-
28). Jika terjadi sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, antara Kasultanan atau
Kadipaten dengan masyarakat/institusi, maka penanganan
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah. Dan jika tidak tercapai mufakat, maka
penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 172 Berdasarkan Biro Tata Pemerintahan
169 Baca Pasal 33, Ibid
170 Baca Pasal 32, 33 Undang-Undang No. 13 Tahun 2012.
171 Baca Pasal 1 ayat (10 dan (2) Perdais No. 1 Tahun 2017
172 Baca Pasal 30, Ibid
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DIY, hingga tahun 2005 jumlah tanah SG maupun PAG lebih dari
6000 ha (60.000.000 m2). 173Sumber lain yaitu Majalah Himmah
Edisi II Tahun 2002, sampai dengan 2002 tangah SG dan PAG
seluas 37.782.661 m2. 174 Terdiri dari Kota Jogja seluas 2.055.809
m2; Kulon Progo : 8.374.928 m2; Bantul : 18.433.375 m2; Sleman
: 2.520.414 m2 dan Gunung Kidul seluas 6. 398.135 m2.
175Perbedaan selisih jumlah yang sangat jauh di atas membuktikan
bahwa tanah SG dan PAG masih menyisakan masalah, terutama
identifikasi mana saja yang termasuk SG dan PAG.
Data terakhir yang kami dapatkan bahwa Tanah Sultan
Ground dan Pakualaman Ground tersebar di seluruh wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut: 176
Tabel 3. 1 Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di DIY
No Lokasi Kabupaten Luas (m2) Prosentase
1 Kota Yogyakarta 82.000 0,16
2 Kabupaten Bantul 22.767.859 44,97
3 Kabupaten Sleman 928.338 1,83




Jumlah 50. 632.394 100%
173 Endriatmo Soetarto (ed). 2009. Keistimewaan Yogyakarta : Yang Diingat dan Yang Dilupakan,
Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta , hlm. 171-173
174 Ibid
175 Ibid
176 Rangga Alfiandri Hasim, Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional, ARENA HUKUM
Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016. Hlm. 207-224
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Sumber: Hasil Kegiatan Inventarisasi-Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2014
e. Tata Ruang
Di dalam tata ruang,   yang menjadi kewenangan Kasultanan
dan Kadipaten adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan
tanah Kasultanan dan Kadipaten, dengan menetapkan kerangka
umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten sesuai
dengan Keistimewaan DIY dengan memperhatikann tata ruang
nasional dan tata ruang DIY.177 Tata Ruang Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten diselenggarakan berdasarkan asas: a. pengakuan
atas hak asal-usul; b. kerakyatan; c. demokrasi; d. efektivitas
pemerintahan; dan e. pendayagunaan kearifan lokal. Tujuan
pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk:
a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; dan c.
kesejahteraan masyarakat dan untuk kelestarian lingkungan serta
dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan Satuan Ruang
lainnya. 178
Di dalam Perdais No. 2 Tahun 2017 Pasal 6 (1) menyebutkan
bahwa  “Kebijakan mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten pada Kawasan inti kota mengikuti filosofi Catur Gatra
Tunggal, terdiri dari (a). empat elemen pembentuk identitas kota,yaitu
: 1. Karaton sebagai pusat pemerintahan; 2. Alun-alun sebagai pusat
kegiatan sosial budaya; 3. Masjid Gede sebagai pusat kegiatan
spiritual; dan   4. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. (b) adanya
bagian inti kota yaitu Kutha Gara.
177 Baca Pasal 34 UU No. 13 Tahun 2012
178 Baca Pasal 2-3 Perdais DIY No. 2 Tahun 2017
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2 Struktur Tata Pemerintahan Daerah DIY
a. Kedudukan Gubernur
Tabel 3. 2 Tugas Gubernur DIY179
No Tugas Gubernur sebagai KepalaDaerah No
Tugas Gubernur selaku Sultan
Hamengku Buwono yang
bertahta




dan kebijakan yang ditetapkan
bersama
1 melakukan penyempurnaan
dan penyesuaian peraturan di
lingkungan Kasultanan dan
Kadipaten








3 menyusun dan mengajukan
Rancangan Perda tentang RPJP
Daerah dan RPJM Daerah kepada
DPRD untuk dibahas bersama, serta
menyusun dan menetapkan
rencana kerja perangkat daerah;
3 melakukan inventarisasi dan
identifikasi tanah Kasultanan
dan tanah Kadipaten;
4 menyusun dan mengajukan
Rancangan Perda tentang APBD ,
Rancangan  Perda tentang
Perubahan  APBD, dan Rancangan
Perda tentang Pertanggungjawaban




tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten sebagaimana
dimaksud pada huruf c kepada
lembaga pertanahan;
5 mewakili Daerahnya di dalam dan di
luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan








pada huruf c yang merupakan
warisan budaya bangsa;






Buwono dan Adipati Paku
Alam sebagai satu kesatuan
Ketentuan Peralihan dalam Perdais ini di tegaskan bahwa “Dengan
berlakunya Perdais ini, Undhang yang dikeluarkan oleh Penghageng
Kawedanan Hageng Sri Wandawa Angka : 3/KHSW/89 dan Angka
4/KHSW/89 tetap berlaku sepanjang Sultan yang bertakhta adalah Sultan
Hamengku Buwono X.180
b. Pengisian Keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum
dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi.181
Pemerintahan demokratis diperlukan untuk melindungi para warga
negara dari penggunaan kekuasaan politik yang despostis, apakah
itu monarki, aristokrasi ataupun kelompok-kelompok lain.182 Untuk
kasus Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian membenarkan teori
pemerintahan campuran (mixed government) 183 antara monarki
(Sultan Hamengku Buwono selaku raja yang bertahta) bersanding
dengan DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum mendapatkan
legitimasi menjadi pemerintahan daerah DIY yang berbeda dengan
daerah lain.
180 Pasal 35, Ibid
181 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar…, Op. Cit., hlm. 461
182 David Held, Democracy and the Global Order : From the Modern State to Cosmopolitan Governance ,
terjemah Damanhuri, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 12
183 Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi…, Op, Cit, hlm. 50
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Pasal 2 Peraturan Tata Tertib DPRD DIY 2014 “DPRD terdiri
atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
melalui Pemilihan Umum. Berdasarkan UU Pemilu No. 8 Tahun
2012 Pasal 23 ayat (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling
sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta)
sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55
(lima puluh lima) kursi.   Jumlah Anggota DPRD DIY yang terpilih
pada Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014 adalah 55 Orang,
yang terdiri dari 9 Partai politik, sebagaimana table di bawah ini.
Tabel 3. 3 Susunan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2014 – 2019 Berdasarkan Partai Politik
NO Partai Politik Jumlah Prosentase
1 PDI Perjuangan 14 orang 25,45 %
2 Golkar 8 orang 14, 54 %
3 PAN 8 orang 14,54 %
4 Partai Gerindra 7 orang 12, 72 %
5 PKS 6 orang 10,90 %
6 PKB 5 orang 9,09 %
7 PPP 3 orang 5, 45 %
8 Partai Demokrat 2 orang 3,63 %
9 Partai Nasdem 2 orang 3,63 %
Jumlah Anggota DPRD DIY 55 orang 100 %
Sumber: Sekretariat DPRD DIY
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c. Pembagian Kekuasaan antara Gubernur dengan DPRD DIY
(1).Pembagian kekuasaan antara Gubernur dan DPRD dalam
Pembuatan Perda dan Perdais. Perda maupun Perdais dibentuk dan
ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD DIY dan Gubernur
(Pasal  36) UU NO. 13 Tahun 2012, Pembentukan Perda tersebut
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam hal ini UU Pemerintahan daerah. (2) Fungsi anggaran, DPRD
provinsi diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan
bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi
yang diajukan oleh Gubernur; membahas rancangan Perda Provinsi
tentang perubahan APBD provinsi dan membahas rancangan Perda
Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.(Pasal 99). (3)
Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap
: pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; pelaksanaan
dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemerintahan daerah provinsi dan pelaksanaan
tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan. (Pasal 100).
Sumber : Sekretariat DPRD DIY
d. Mekanisme Penyeimbangan antara Pemerintah Daerah DIY dan
DPRD DIY
DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat
istimewa (Pasal 8 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2012). Selanjutnya dalam
ayat (2) nya disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas
Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY. Kedudukan Pemerintah DIY
dengan DPRD DIY seimbang (equal) dan sama – sama mempunyai
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kedudukan yang istimewa, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan
check and balances, kedua elemen ini haruslah bersinergi dengan baik.
Tujuan dari konsep check and balances sebenarnya berasal dari teori
pemisahan kekuasaan sebagaimana dikatakan Aidul Fitriciada Azhari ,
sebagai berikut :184
“Tujuan dari pemisahan kekuasaan adalah agar tidak terdapat
akumulasi dan sentralisasi kekuasaan pada satu cabang
kekuasaan yang dapat mengarah pada otokrasi kekuasaan.
Dalam upaya menjaga berlakunya pemisahan kekuasaan
tersebut dibuatlah mekanisme checks and balances dengan
cara saling memeriksa dan menjaga keseimbangan di antara
cabang kekuasaan tersebut, sehingga tidak terjadi akumulasi
dan sentralisasi kekuasaan pada satu cabang.”
Di dalam konsep tata kelola pemerintahan, sistem check and
balances sebagai cara untuk menjalankan pemerintahan secara efektif,
dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing–masing lembaga,
sehingga akan mewujudkan sebuah akuntabilitas dan keseimbangan.185
Bila ditelusuri dalam sejarah proses demokratisasi di DIY, terkait
dengan adanya mekanisme penyeimbang antara Pemerintah daerah dan
DPRD DIY, terbukti pada waktu sidang DPRD DIY tanggal 20 Februari
tahun 1952: 186
“Hamengku Buwono IX menolak keputusan untuk menempatkan
posisinya lebih tinggi dari lembaga legislatif daerah. Menurut
Hamengku Buwono IX, lembaga eksekutif dan legislatif harus
seimbang dan sederajat agar lembaga legislatif dapat mengontrol
eksekutif. Hanya dengan cara yang demikian, proses demokrasi
dapat berjalan mulus dan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat DIY.”
184 Aidul Fitriciada Azhari, Mekanisme Checks and Balances dan Budaya Konstitusional, dalam
“Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”, 2019
185 M. Qur’anul Karim et.al. Analisis Fungsi Pengawasan DPRD DIY terhadap Keistimewaan, JK School of
Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
186 Emilianus Yacob Sese Tolo, Dari Otokrasi…, Op., Cit
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3 Pilkada Asimetris DIY
Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012. Merujuk pada ketentuan Pasal 18
Ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa Gubernur, Bupati dan walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam konteks
lazimnya sebuah pemilihan kepala daerah secara demokratis
dilakukan melalui dua cara, yaitu, pemilihan dilakukan oleh DPRD dan
pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, apakah makna
demokratis yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, semata-
mata harus dipilih secarang langsung oleh rakyat? Tentu rumusan
”dipilih secara demokratis”187 mempertimbangkan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus atau
istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18 B ayat (1), bahwa negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
undang-undang.
Di dalam demokrasi politik, salah satu isu penting yang perlu
dikedepankan adalah soal bagaimana sebuah pemerintahan dalam
suatu negara dijalankan. Demokrasi memberikan panduan dasar
bahwa pemerintahan harus berasal dan melibatkan rakyat di negara
tersebut. Salah satu proses penting dalam demokrasi menurut Bung
187 “Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi dalam Judicial reviw UU No. 32 Tahun
2004, mengatakan bahwa rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan pilkada juga
mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat
khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.”
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Hatta adalah prinsip kedaulatan rakyat. 188 Selanjutnya, berikut
pernyataan Hatta.
“Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah bahwa
kekuasaan untuk mengatur negeri berada di tangan rakyat.
Untuk itu kita perlu perpindahan dari budaya daulat tuanku
menjadi daulat rakyat. Kekuasaan yang semula di tangan para
raja dan penjajah harus segera dipindahkan ke tangan rakyat.
Melalui prinsip di mana rakyat berdaulat, rakyat tidak lagi
ditentukan oleh satu kekuatan di luar dirinya. Mereka
menjadi penentu atas masa depannya sendiri melalui mandat
yang mereka berikan, baik secara langsung, maupun melalui
perwakilan.”189
Sebagaimana pemikiran-pemikiran yang mendasari ketentuan
rancangan Pembukaan UUD 1945, bahwasannya gagasan kedaulatan
rakyat atau demokrasi yang disepakati adalah mencerminkan semangat
demokrasi musyawarah mufakat yang   mengidealisasikan konsepsi
negara kekeluargaan. Para penyusun UUD 1945 sepakat dengan
pendirian mengenai demokrasi khas Indonesia. Sebagaimana dikatakan
Soekarno, “Demokrasi yang akan kita jalankan adalah demokrasi
Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa
berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang
menjadi amanat penderitaan rakyat itu”. Demokrasi dalam alam pikiran
Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan alam
kejiwaan, kepribadian, dan cita-cita nasional.190 Pada akhirnya, para
188 Yudi Latif, Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas Pancasila, Jakarta : Gramedia
Puataka Utama, Cetakan keempat, 2012, hlm. 415
189 Ibid “Rakyat berdaulat dalam arti memiliki kekuasaan untuk menentukan cara bagaimana ia seharusnya
diperintah. Keputusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi semua orang adalah
keputusan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat dalam satu perundingan yang
teratur bentuk dan prosesnya. Oleh karena itu, yang dimaksud kedaulatan rakyat adalah
kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah”
190 Ibid, hlm. 475
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pendiri negara ini menyepakati model demokrasi permusyawaratan
191atau demokrasi dalam semangat permusyawaratan dan kekeluargaan.
Konsep demokrasi yang demikian, legitimasi demokrasi bukan ditentukan
oleh seberapa banyak dukungan suatu keputusan melainkan seberapa
luas dan dalam melibatkan proses-proses musyawarah mufakat.
Pilihan terhadap demokrasi khas Indonesia dituangkan dalam
pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945 bahwa kedaulatan itu
berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Oleh sebab itu,
demokrasi mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat) dan
permusyawaratan (kekeluargaan).192 Cita-cita daulat rakyat
dilatarbelakangi oleh semangat emansipasi dari aneka bentuk
penindasan yang ditimbulkkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-
cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan
memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar   yang dimainkan oleh
rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
pemerintah. Selanjutnya, Yudi Latif mengatakan bahwa,
“Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk
menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham
perseorangan dan golongan, sebagai cerminan dari semangat
kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan
mengakui adanya “kesederajatan atau persamaan dalam
perbedaan”. 193
191 “Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi empat
syarat, pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya
berdasarkan subjektifitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi
kepentingan banyak orang. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan melalui transaksional
jangka pendek. Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan
pendapat semua pihak (minorotas sekecil mapapun) secara inklusif, yang dapat menangkal
dikte-dikte dictator mayoritas suara dan tirani minoritas pemodal.” Baca Yudi Latif, Revolusi
Pancasila, Bandung : Mizan, 2015, hlm. 154-155
192 Yudi Latif, Negara Paripurna…Op. Cit, hlm. 476
193 Yudi Latif, Ibid, hlm. 477
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Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa susunan
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu didasarkan
pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan dan keadilan.
Rumusan “…kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”, diberi pengertian bahwa demokrasi
dengan mengedepankan musyawarah demi pencapaian mufakat dalam
prinsip kekeluargaan.
Munculnya beragam bentuk dan model demokrasi, pada akhirnya
diikuti oleh berbagai macam pendekatan dalam memberikan ukuran
terhadap demokrasi. Charles Tilly membagi empat kategori pendekatan:
konstitusional, substantif, prosedural dan berorientasi proses. 194
Pemahaman demokrasi idealnya tidak menggunakan satu pendekatan
saja. Alexis de Tocqueville menegaskan bahwa demokrasi merupakan
suatu subjek multidimensional, yang meliputi aspek-aspek politik, moral,
sosiologis, antropologis dan psikologis.195
Demokrasi tidak bergerak di ruang hampa, pengadopsian
demokrasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan realitas sosio-
historis, moral-kebudayaan dan ideal-ideal kemasyarakatan. Oleh karena
itu, walaupun konsep demokrasi ada persamaan secara prinsipiil, namun
tidak berwajah tunggal, ia menampilkan diri secara beragam, karena
194 “Pendekatan konstitusional menekankan pada bagaimana konstitusi dibentuk, diberlakukan dan
diamalkan oleh suatu pemerintahan, sehingga betapa pentingnya landasan
konstitusionalisme bagi perwujudan demokrasi. Pendekatan substantive memberikan
perhatian lebih pada bagaimana pemerintah memajukan kondisi kehidupan
masyarakatnya. Pendekatan procedural, bagaimana secara prosedural pemerintahan
digolongkan sebagai suatu demokrasi, misal adanya pemilu yang langsung, jujur , adil.
Pendekatan berorientasi proses, menggariskan kriteria minimum agar suatu negara
dianggap demokratis, seperti adanya partisipasi efektif, kesetaraan memilih, kesempatan
setara, penempatan agenda kebijakan, pelibatan penuh warga negara dewasa.” Baca Yudi
Latif, Ibid, hlm. 454
195 Ibid, hlm. 478
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harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu agar dapat mengakar
dalam berbagai jenis masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Michael .196
“ Democracy must be adapted to context in order to take root in
that context. It will have to be Islamic democracy, or Chinese or
Senegalese democracy. Just what these prefixes mean will no
doubt remain highly contestable. But the key point is that, if
democracy is to continue to spread, it will need to continue to
adapt to diverse cultural contexts…the serial “indigenization” of
democracy represents its future.”
Analisa Yudi Latif, bahwa model demokrasi permusyawaratan ini
menyerupai model “demokrasi deliberative, “ (deliberative democracy)
yang diperkenalkan pertama kali oleh Joseph M. Basette pada tahun
1980.197 Istilah “deliberasi “ berasal dari kata Latin deliberatio, dalam
bahasa  Inggris menjadi deliberation. Istilah ini berarti “konsultasi”, “
menimbang-nimbang”_ yang berarti ” musyawarah.” 198
UU No. 13 Tahun 2012 Pasal 24, DPRD DIY menetapkan Sultan
Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur. 199 Oleh karena itu,
jika terdapat mekanisme lain atau tata cara lain dalam proses pengisian
jabatan kepala daerah, sebagaimana penetapan Gubernur DIY sepanjang
memperoleh legitimasi dari masyarakat atau dikehendaki masyarakat
tentu tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hal ini
196 Ditulis kembali Yudi Latif, Ibid, hlm. 457-458
197 Yudi Latif, Ibid, hlm. 458-459. “Demokrasi deliberative meletakkan keutamaan diskusi dan
musyawarah dengan kekuatan argumentasi berlandaskan consensus(musyawarah-mufakat),
di atas keputusan berdasarkan voting. Mereka yang setuju dengan demokrasi deliberative
menyatakan bahwa musyawarah meningkatkan kualitas dan akseptabilitas keputusan
kolektif.”
198 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif : Menimbang “ Negara Hukum “ dan “Ruang Publik” dalam
Teori Diskursus Jurgen Habermas, Yogyakarta : Kanisius, 2009, hlm. 128
199 “Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan adalah paling tepat. Hal
ini dengan pertimbangan logis bahwa pemerintahan di bawah Sultan dapat menjaga
stabilitas, kalau diganti dengan sistem lain bisa terjadi instabilitas. Roh keistimewaan ada
pada jabatan Sultan sebagai kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta”, Baca Ismu Gunadi
Widodo, Sistem Penetapan Gubernur…Op. Cit.,
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sesuai dengan Penjelasan Umum Perdais DIY No2 Tahun 2015 tentang
Tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, dan
wewenang gubernur dan wakil gubernur, “Pengisian jabatan Gubernur
dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui penetapan yang secara
prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan
tersebut dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokratis dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.” Oleh karena itu, penetapan
Guburnur dan Wakil Gubernur DIY tidak bertentangan dengan nilai-nilai
demokrasi,200 karena mekanisme ini sesuai dengan kebutuhan atau
keinginan masyarakat Yogyakarta.   Rakyat mempercayai Sultan untuk
memimpin Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta karena itulah
aspirasi masyarakat Yogyakarta.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY dinyatakan bahwa kewenangan Istimewa DIY berada
di Provinsi, termasuk pengisian jabatan Gubernur dan kewenangan-
kewenangan lainnya. Oleh karena itu, di tingkat kabupaten dan kota di
wilayah DIY pengisian jabatan kepala daerah Kabupaten dan Kota melalui
pemilihan langsung, sebagaimana daerah lain di Indonesia.
C. Konsep Kasultanan Ngayogyakarta dalam Struktur Ketatanegaraan RI
1 Kasultanan Ngayogyakarta dan Kepemimpinan DIY mixed Monarki,
Demokrasi, dan Transendensi
200 Bandingkan dengan penelitian Fajar Laksono dkk, Pusat Penelitian dan pengkajian Mahkamah
Konstitusi “Bahwa di dalam pembukaan UUD 1945, para penyusun UUD sepakat untuk
mengadaptasikan bentuk dan model demokrasi yang sesuai dengan budaya dan corak
masyarakat Indonesia yakni demokrasi permusyawaratan berdasar kekeluargaan. Artinya
masyarakat DIY berhak bermufakat secara kekeluargaan mengenai mekanisme yang ingin
dipraktikkan, sepanjang mekanisme tersebut dipandang demokratis, dalam arti tidak
bertentangan dengan gagasan demokrasi permusyawaratan serta tidak mengabaikan
keistimewaan DIY, termasuk melalui mekanisme penetapan dan mendapatkan paying hokum
undang-undang. “
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Kailitz (2013)201 berpendapat bahwa salah satu ciri penting dari
monarki adalah justifikasi rezim monarki berpedoman kepada “she/he
has a God-given, natural or at least his or her descent, regardless of the
political outcome of his or her rule. Dalam pengertian ini, baik buruknya
cara memerintah tidak menjadi persoalan serius karena pemimpin
berikutnya ditentukan oleh hubungan darah, bukan oleh kepandaiannya
memimpin. Kecuali Kasultanan Yogyakarta, institusionalisasi kerajaan-
kerajaan di Indonesia sangat rendah karena mereka tidak mampu
menciptakan institusi yang komplek dan bekerja efektif seperti layaknya
sebuah institusi kerajaan. Gabungan Kasultanan dan Pakualaman adalah
satu-satunya pengecualian yang dampak politiknya berada di level
provinsi.202
a. Sistem Monarki dan Pergantian Tahta di Kasultnan Yogyakarta
Di dalam tata aturan Kraton atau biasa disebut paugeran 203
dinyatakan dan diatur mengenai kapan raja boleh diganti, siapa yang
berhak menggantikan, bagaimana pedoman atau cara memilih
pengganti serta harus menilai kriteria yang disyaratkan untuk menjadi
Raja serta siapa yang memiliki otoritas atas pengaturan dan
penyelenggaraan pergantian Raja.204 Dari sepuluh kali terjadi
pergantian Raja yang bertahta sejak 1755 sampai dengan tahun 1989
menunjukkan peta keragaman, karena berbagai macam faktor.
201 Bayu Dardias, Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan




203 Paugeran Praja Kejawen adalah seperangkat aturan hukum di lingkungan kraton yang hingga sekarang
ini tidak pernah dikodifikasi secara utuh dan jelas, namun dianggap sebagai konstitusi baku dalam
menyelenggarakan jalannya pemerintahan kerajaan.
204 Susilo Harjono, Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989, Op. Cit., hlm. 5
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mber: Susilo Harjo, Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989 2013,
Gambar 3 1 Pergantian Raja di Kasultanan Ngayogyakarta
berdasarkan babakan waktu
Su Yogyakarta
: UGM Polgov, hlm. 16
Berdasarkan diagram di atas terdapat pergantian tahta raja yang
berlangsung normal dan tidak normal. Pergantian tahta raja yang
berlangsung normal (Mbarak Sempal) merujuk pada keadaan-keadaan
sebagai berikut : 205Pola pewarisan tahta jatuh dari ayah kepada anak
lelaki yang memang sejak awal diposisikan sebagai calon penerus tahta.
205 “Pergantian tahta yang berlangsung normal berarti proses pergantian secara damai, yaitu dari ayah
kepada anaknya, tanpa melalui dinamika konflik yang tajam. Disebut juga pergantian tahta
mblarak sempal oleh karena pergantiannya berlangsung wajar dan alami (on the track). Blarak
Sempal berarti pelepah daun kelapa yang jatuh oleh karena ia memang sudah kering, kemudia
terlepas dari batang pohon dengan sendirinya. “Susilo Harjono, Ibid, hlm. 20.
92
Tahta yang ditinggalkan oleh Sultan yang mangkat dilanjutkan oleh
pewaris tahta yang sudah dewasa. Tidak terjadi konflik yang terlalu
mengemuka yang membuat stabilitas politik kraton terganggu.
Pergantian tahta Kasultanan Yogyakarta berlangsung normal terjadi pada
Sultan Hamengku Buwono VI ke Sultan Hamengku Buwono VII tahun
1877, pergantian tahta Sultan Hamengku Buwono VIII ke Sultan
Hamengku Buwono IX tahun 1939 dan pergantian tahta dari Sultan
Hamengku Buwono IX ke Sultan Hamengku Buwono X tahun 1989.
Berdasarkan gambaran tentang pergantian kepemimpinan di
Kasultanan Yogyakarta di atas hingga sekarang, kurang lebih 264 tahun
pergantian tahta muncul dalam suasana dan konteks politik yang
berbeda. Ketika berdiri, kraton merupakan vasal dari Belanda, kemudian
berpindah ke Inggris, diserahkan kembali ke Belanda dan kemudian jatuh
ke tangan Jepang dan akhirnya menjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa sejak berdiri,
Yogyakarta berstatus sebagai kerajaan yang berdaulat terbatas,
sebagaimana tergambar di bawah ini. ambar III.3. Pengakuan Kasultanan
Ngayogyakarta  1755-sekarang
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Sumber : Susilo Harjono, Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989,
2013, Yogyakarta : UGM Polgov, hlm. 17
Kategori pergantian tahta Kraton Yogyakarta bersifat abnormal.
Yang dimaksud dengan pergantian tahta secara abnormal adalah proses
pergantian raja yang bertahta   mengacu pada situasai-situasi sebagai
berikut :206Pewarisan Tahta jatuh kepada putera mahkota yang bukan
seharusnya (terjadi pergeseran, pencabutan, atau perebutan; raja yang
dilantik secara usia belum memenuhi (belum baligh); t erjadi gradasi
konflik dalam skala signifikan yang menyebabkan instabilitas politik di
internal kraton. Susilo Harjono207 memerinci lagi pergantian tahta secara
abnormal ini menjadi empat, yaitu (1) Suksesi Dinamis (Wahyu Oncat)
adalah berdasarkan pada karakter situasi dan proses yang terjadi pada
waktu pergantian tahta yang diselingi dengan dinamika politik.
Pergantian tahta ini terjadi pada Sultan Hamengku Buwono I ke Sultan
Hamengku Buwono II dan Dari Sultan Hamengku Buwono VII ke Sultan
Hamengku Buwono VIII. (2) Suksesi menyamping (klapa nyawang) yaitu
pergantian tahta raja dengan terpusatnya dinasti politik raja karena
secara biologis raja tidak memiliki putera laki-laki dari istri-istrinya. Istilah
“klapa nyawang” berarti pohon kelapa yang tumbuh dengan satu
cabang. Normalnya, pohon kelapa adalah tanaman yang berbatang
tunggal. Namun suatu sebab, pohon kelapa acap kali bercabang satu atau
dua di kanan dan kirinya. Dalam sejarah kraton terjadi pada masa
pergantian tahta dari Sultan Hamengku Buwono V ke Sultan Hamengku
Buwono VI. (3) Suksesi berdampak kekerasan (nggenthong pecah) adalah
pergantian tahta yang menimbulkan pergolakan atau pertumpahan
darah. Ini terjadi pada pergantian tahta dari Sultan Hamengku Buwono
206 Ibid, 32-33
207 Susilo Harjono, Ibid, hlm. 33
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II ke Sultan Hamengku Buwono III. (4) Suksesi dengan perwalian
(Ngembar Dhomas) adalah pergantian tahta dibarengi dengan
dibentuknya Dewan Perwalian sebagai pendamping raja yang ketika
dinobatkan belum dewasa, terjadi pada pergantian tahda dari Sultan
Hamengku Buwono III ke Sultan Hamengku Buwono IV dan Sultan
Hamengku Buwono IV ke Sultan Hamengku Buwono V.208
Pada pergantian tahta raja tersebut , sebagaimana terdapat pada
sastra babad, 209informasi lisan sambung menyambung antar generasi
terjadi adanya keseimbangan yang ditandai dengan mokswa-nya sabda
(=logos, kata) dan palon (=kosmos, tertib alami) itu kedatangannya
kembali manakala telah terlalu puncak adanya fenomena chaos,
kekacau- balauan normative, ditandai oleh fenomena kehilangan,
misalnya kali ilang kedunge (menyangkut momentum fisik), pasar ilang
kumandange (momentum sosial/ekonomis ), wong wadon ilang wirange
(menyangkut problema moral).210
Bagi orang Jawa, hidup adalah pendakian, murakhabah,
mengatasi siti hinggil. Bahwa dunia ini belum ada khalifatullah-nya; yang
ada baru manusia perusak lingkungan, penganiaya diri, penumpah darah.
Oleh karena itu, gelar sultan itu merupakan laku agung, yakni ngarso
dalem (= yang di depan Anda) sampeyan dalem (kaki anda). Jadi, orang
hidup itu harus maju melangkah ke depan, mlangkah-njangkah,
208 Susilo Harjono, Ibid, hlm. 51-57
209 Babad , menjadi sumber utama bagi inspirasi keagamaan, politi, dan sosial untuk orang-orang Jawa
modern. Raja-raja masa lalu sebagaimana digambarkan dalam babad, adalah wali-wali masa
kini dan berlaku sebagai model untuk semua orang bahkan para reformis yang paling
bergairah. Mark R. Woodward, “Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, “,
Yogyakarta, LKiS, 1999, hlm. 379
210 Damardjati Supadjar, Kata Pengantar dalam Mark R. Woodward, “Islam Jawa Kesalehan Normatif
Versus Kebatinan, Yogyakarta, LKiS, 1999
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memohonkan suatu permohonan ingkang sinuwun (yang diharapkan)
yakni kanjeng sultan (= tekad menegakkan kebenaran, keindahan,
kebaikan). Setinggi-tingginya tekad adalah hamengkubuwono, yakni
syahadat/syahid. Jadi, siapa pun yang syahid akan memenangkan diri
sendiri yang kemenangannya tidak disertai kekalahan yang merugikan
pihak lainnya.  Sesudah itu, baru tercapai “kawula gusti”. Abdurrahman,
sekaligus sayyidin = panatagama = khalifatullah.211 Perubahan terjadi
setelah Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Tama , Sabda
Raja dan Dhawuh Raja.
Berikut Pandangan Cak Nun dalam pembahasan Sabdaraja, Cak
Nun (panggilan akrab untuk Muhammad Ainun Nadjib) selaku
Budayawan memandang secara historis mengapa ada Sabda raja
tersebut. Cak Nun dalam sebuah acara maiyahan di Warung Boto
mengungkapkan,
“Sultan Sultan Hamengku Buwono X ini tidak punya anak lanang
(laki-laki). Maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar
supaya anak perempuannya bisa menggantikan Sultan X jadi
raja. Aslinya, garis nasab raja itu paling pokok pangeran
Diponegoro. Kemudian, Pangeran Diponegoro pergi karena
kekecewaan konflik itu akhirnya yang meneruskan itu bukan
turunan raja langsung. Tapi ini tidak usah diperpanjangkan.
Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengku Buwono IX
yang almarhum dan dulu wakilnya Pak Harto itu mengatakan
saya ini bukan  Raja Jawa, saya ini Cuma disuruh  jadi Sultan
Ngayogyakarta. Oleh Karena itu, mulai sekarang saya
menyerahkan tahta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya
Tahta Untuk Rakyat. Artinya, tahta untuk kerajaan dikembalikan
untuk rakyat dan rakyat silahkan mengangkat raja yang
sebenarnya. Tetapi rakyat Indonesia tidak paham dan karena
Sultan ke IX sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya
Keraton Yogya sudah berhenti pada Sultan ke-IX, tapi karena
tidak ada ketegasan, akhirnya terus dan Allah yang memberi
211 Damardjati Supadjar, Ibid
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ketegasan bahwa Sultan ke-X tidak mempunyai anak laki-laki.
Mau dipaksakan GKR Pembayun untuk jadi raja.212
Adanya Stimulus Islam atas demokrasi Di Kasultanan dapat
dijelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi itu bersumber dari akar
teologisnya. Inti dari ajaran Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan
Yang Maha  Esa (Tawhid, Monotheisme). Dalam keyakinan ini, hanya
Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat
nisbi belaka. Konsekuensinya, setiap bentuk pengaturan hidup sosial
manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan
dengan jiwa Tawhid. Nurcholis Madjid menjelaskan secara rinci sebagai
berikut.
“Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada
sesama manusia adalah tidak adil dan tidak beradab. Sikap yang
pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak
sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan
demokratis. Inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad
saw., yang keteladanannya diteruskan kepada para khalifah yang
bijaksana sesudahnya.”213
212 Ibid, “ Caranya pertama adalah membikin sabda tama untuk menegaskan bahwa kamu jangan ikut
campur yang kuasa saya. Apa saja yang saya dhawuhkan harus jadi. Kemudian beliau membuat
sabda raja. Sabda raja ini ada lima isinya, yakni membatalkan perjanjian Mataram antara Ki
Gedhe Pemanahan dengan Ki Ageng Giring, tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan
Yogya dan tidak memakai assalamu’alaikum lagi, itu yang membuat warga keraton terutama
adik-adik beliau marah.” “ Seharusnya kalau Sultan ingin menghilangkan gelar itu jangan yang
khalifatullah, karena khalifah itu semua baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi yang sayyidin
yang seharusnya dihilangkan. Kalau nanti Pembayun yang jadi raja, gelarnya lupa akan menjadi
sayyidatin panatagama. Misalkan sayyidatin tidak boleh panatagama, tidak bisa perempuan
menjadi imam. Ini Gusti Allah yang menentukan. Bahkan ada sabda raja yang kedua, anaknya,
GKR Pembayun ini mendapat gelar Mangkubumi. Selama ada kerajaan Jawa mangkubumi itu
buat laki-laki. Tidak ada Pangeran Mangkubumi itu perempuan, kecuali hanya sekarang ini,
yang ujungnya menimbulkan polemik baik di dalam maupun di luar Kraton. Akhirnya mudah-
mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya.”
213 Nurcholis Madjid, Islam : Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan,
Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, hlm. 3-4
97
Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan
(kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya
perendahan martabat dan pemaksaan kehendak atau pandangan antar
sesama manusia. “ Bahkan, seorang utusan Tuhan tidak berhak
melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas
hanya untuk menyampaikan kebenaran (balagh, tabligh) kepada umat
manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka”.
Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap
manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan
kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi
makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya.
Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong   menjadi makhluk
sosial   yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi
kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama.214
Nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu
dicontohkan oleh Nabi Muhammad sejak awal pertumbuhan komunitas
politik Islam di Madina, dengan mengembangkan cetakan dasar dari apa
yang kemudian dikenal sebagai “bangsa”. Menurut Nurcholis Madjid,215
pengertian “bangsa” (nation) itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan
dengan istilah “ummah” (ummatun, umat), sedangkan konvergensi
seluruh komunitas bangsa ke dalam suatu kesatuan politik dan tatanan
hidup bersama disebut “al-Umam al- Muttahidah” (umat-umat
bersatu).216
214 Nurcholis Madjid, Islam : Doktrin dan Peradaban….., Ibid, hlm. 4
215 Nurcholis Madjid, Indonesia Kita, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Universitas Paramadina dan
Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, 2003, hlm 4
216 Yudi Latif, Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, hlm. 390-394
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Kehadiran Islam di Nusantara membawa perubahan penting
dalam pandangan dunia (wors view) dan etos masyarakat, terutama,
pada mulanya, bagi masyarakat pesisir. Islam meratakan jalan bagi
modernitas dengan memunculkan masyarakat perkotaan dengan
konsepsi “kesetaraan” dalam hubungan antar-manusia, konsepsi
“pribadi” (nafs, persone) yang mengarah pada pertanggungjawaban
individu, dan konsepsi waktu (sejarah) yang “linier”, menggantikan
konsepsi sejarah yang melingkar.217 Dalam pandangan Lombard,
pengaruh modernisasi dan nilai-nilai humanism Barat pada dasarnya
melanjutkan jalan sebelumnya yang telah diratakan oleh pengaruh
Islam.218
Kemudian bagaimana sikap kebudayaan keraton sendiri terhadap
pengaruh Islam, seberapa besar pengaruh Islam terhadap pembentukan
kebudayaan Jawa? Di dalam konsep kekuasaan, Jawa dikenal raja
absolut, Islam justru menekankan konsep raja yang adil al-malik al-‘adl.
Dalam Islam raison d’etre kekuasaan raja adalah keadilannya. Ini jelas
berbeda dengan konsep Jawa yang melihat kekuasaan dalam dimensi
kemutlakannya.219 Penerimaan keraton Jawa terhadap Islam cenderung
217 Lombard, 1996: II, 149-242, dikutip Yudi Latif, Negara Paripurna…. Ibid, hlm 393
218 Ibid, “Wertheim menjelaskan bahwa stimulus Islam membawa tranformasi Nusantara dari sistem
kemasyarakatan feodalis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter.
Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa.
Sebelum kedatangan Islam, dalam dunia Melayu, berkembang peribahasa, “ Melayu pantang
membantah”. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu barubah menjadi, “ Raja adil, raja
disembah, raja zalim, raja disanggah.” Nilai-nilai egalitarianism Islam ini pula yang
mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem “kasta” baru yang dipaksakan oleh
kekuatan kolonial.”
219 Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi untuk aksi, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2017, hlm. 255. “
Masyarakat di luar Jawa memiliki konsep yang lebih dekat dengan gagasan Islam. Aceh,
misalnya raja memiliki sebutan al-malik al-‘adl. Ini berarti berbeda dengan keraton Jawa yang
lebih menekankan kekuasaan, keraton di luar Jawa lebih menekankan konsep keadilan.
Bagaimana keraton Jawa yang lebih menekankan kekuasaan itu melangsungkan
hubungannya dengan Islam. Ketertiban di Jawa lebih disebabkan kekuasaan mutlak raja.
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defensif: ia menerima pengaruh-pengaruh tertentu dari Islam selama
pengaruh-pengaruh tersebut dapat diadopsi untuk status-quo kekuasaan
Jawa, dan dapat ditundukkan dalam konsep kosmologinya.220
b. Sistem Monarki dan Pergantian Tahta di Kasultnan Yogyakarta
Rujukan tentang kepemimpinan DIY yang modernis tentu
berkaitan dengan syarat-syarat negara demokrasi. Syarat-syarat tersebut
terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Pilkada, Undang-Undang Keistimewaan DIY maupun Perdais. Di dalam UU
No. 23 Tahun  2014 jo  UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah, syarat-syarat menjadi Gubernur adalah: Pasal 7 (1) Setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan
diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur221.Berikut syarat-syaratnya.
“(1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) setia kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) berpendidikan
paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; (4)
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; (5) mampu secara jasmani,
rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; (6) tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (7) tidak
sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
Islam mengajarkan bahwa ketertiban sosial itu akan terjamin jika peraturan-peraturan
Syari’ah ditegakkan.
220 Kuntowijoyo, Paradigma Islam…, ibid, hlm. 257. Inilah sikap yang tampak menjadi karakteristik budaya
keraton Jawa Jawa dalam berhadapan dengan Islam, siakp yang diambil oleh keraton di
luar Jawa yang cenderung menerima sepenuhnya pengaruh Islam sebagai unsur
pembentuknya yang utama.
221 Baca UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No.
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang,
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yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (8) tidak pernah
melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian; (9)  menyerahkan daftar
kekayaan pribadi; (10) tidak sedang memiliki tanggungan utang
secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
(11) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (12)
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi. (14) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil
Gubernur, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil
Gubernur, (15) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk
calon Wakil Gubernur; berhenti dari jabatannya bagi Gubernur,
Wakil Gubernur, yang mencalonkan diri di daerah lain sejak
ditetapkan sebagai calon; (16) tidak berstatus sebagai penjabat
Gubernur; (17) menyatakan secara tertulis pengunduran diri
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta
Pemilihan;  (18) menyatakan secara tertulis pengunduran diri
sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa
atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
peserta Pemilihan; dan (19) berhenti dari jabatan pada badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak
ditetapkan sebagai calon.”
Calon Gubernur DIY, syarat-syaratnya sama dengan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur daerah lain, namun ada tambahan
calon Gubernur DIY yaitu bertahta sebagai Sultan Hamengku
Buwono, dan calon wakil Gubernur bertahta sebaga Adipati Paku
Alam, serta bukan sebagai anggota partai politik, kemudian tidak
terikat dua kali masa jabatan.222 Persyaratan-persyaratan di atas
berarti bahwa kepemimpinan DIY juga memenuhi syarat-syarat
demokrasi, karena ada unsur kesetaraan, atau harus memenuhi
222 Baca Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
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syarat sebagaimana para calon gubernur dan wakil gubernur
daerah lain di Indonesia. Namun demikian, ada persyaratan
tambahan yang merupakan keunikan khas DIY yang telah
mendapatkan landasan yuridis melalui UU No. 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kalau dikaitkan dengan tradisi hukum adat yang tujuan
pokoknya untuk menciptakan kedamaian, stabilitas (Aboriginal
Law Tradition)223 sebagaimana dideskripsikan Nandang Sutrisno,
bahwasannya:
“karakteristik utama dari masyarakat adat (vernacular)
adalah stabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh dua prinsip
utama: pertama, bahwa masyarakat harus memelihara
kelangsungan makhluk hidup (biosphere), yang merupakan
sumber utama kesejahteraan mereka; kedua, bahwa
masyarakat juga harus memelihara kelangsungan alam
atau kosmos. Aspek pemeliharaan, sebagaimana yang
terkandung dalam kedua prinsip tersebut mencerminkan
bahwa kontinuitas, permanensi, keseimbangan, simetri
dan regularitas merupakan nilai-nilai yang menolak adanya
perubahan dan ketiadaan perubahan dianggap sebagai
suatu hal yang baik. Hukum pada masyarakat adat
ditujukan untuk mengatur masyarakat. Makhluk hidup dan
kosmos untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, hukum,
yang termanifestasi di dalam tradisi, harus diteruskan
secara turun temurun dari satu generasi ke generasl
berikutnya untuk menjamin terciptanya stabilitas.
Meskipun perubahan dapat dibenarkan, tapi perubahan
itu sendiri harus tetap memperhatikan konsep waktu.
Dalam proses perubahan tersebut, masyarakat harus
menaruh hormat kepada masa lalu, karena masa lalu,
menurut tradisi hukum adat, bersifat normatif. “224
223 Nandang Sutrisno, Permanensi dan Dinamisitas Hukum:Konsep Perubahan Dalam BerbagaiTradisi
Hukum JURNALHUKUM, NO.5V0L3, 1996
224 Goldsmith E., The Way ditulis kembali Nandang Sutrisno, Ibid
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Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat adat mempertahankan hukum yang termanifestasi di
dalam tradisi harus dipelihara secara turun temurun untuk
menjaga stabilitas. Oleh karena itu tatkalaSultan Hamengku
Buwono X mengeluarkan Sabda Raja dan Sabda Tama yang
bertentangan dengan Hukum (paugeran) Keraton Yogyakarta
menimbulkan goncangan besar baik di internal Keraton maupun
di masyarakat Yogyakarta.
Menurut Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Jatiningrat
225, ada 5 (lima) perjanjian Sultan Hamengku Buwono IX sesaat
sebelum diangkat menjadiSultan Hamengku Buwono X.
Perjanjian tersebut adalah: pertama, untuk tidak mempunyai
prasangka iri dan dengki pada orang lain; kedua, untuk tetap
merengkuh orang lain biarpun orang lain tersebut tidak senang;
ketiga, untuk tidak melanggar paugeran negara; keempat untuk
lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu
salah; kelima, untuk tidak punya ambisi apapun selain untuk
mensejahterakan rakyat.226
Berdasarkan Penjelasan Umum Perdais Induk No. 1 Tahun 2013
bahwa:
“Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan
dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa
datang DIY. Dengan demikian, secara yuridis Perdais memiliki
kapasitas “mengembalikan”, “menguatkan”, dan “mengarahkan”
keistimewaan DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai
yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus
diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu
kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh
nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada
225 Pengageng Tepas Dworo Puro (Humas) Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
226 Ibid, janji ini diucapkan Sultan sebelum jumenengan kepada almarhumSultan Hamengku Buwono IX
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nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY
dalam „keistimewaannya” menyusuri lorong sejarah. DIY memiliki
kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai
luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan
Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari
Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat,
dan wilayah yang mandiri.”
c. Nilai-Nilai Transendental dalam Kepemimpinan DIY
Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, transendental berarti
menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian, sukar dipahami, gaib dan
abstrak.227 Hal-hal yang transenden bertentangan dengan dunia material
228 Tanda-tanda tersebut ditangkap melalui intuisi yang mendahului
pengalaman apapun.229 Bahkan Immanuel Kant menggunakan kata
transendental ketika menyebut transendental aplikasi prinsip dasar dari
pemahaman murni yang melampaui atau mengatasi batas-batas
pengalaman230
Transendental atau transendensi menurut Roger Garaudy
dimaknai dalam tiga persepektif, yakni pertama, mengakui
ketergantungan manusia kepada penciptanya. Sikap merasa cukup
dengan diri  sendiri dengan memandang manusia sebagai pusat dan
ukuran segala sesuatu bertentangan dengan transendensi. Transendensi
mengatasi naluri manusia, seperti keserakahan dan nafsu berkuasa.
Kedua, transendensi berarti mengakui adanya kontinuitas dan ukuran
bersama antara tuhan dan manusia, artinya transendensi merelatifkan






artinya mengakui keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui
manusia.231
Pemikiran transendental dapat dilihat pada nilai agama, spiritual,
etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan
pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern
yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik
dengan doktrin empiris, objektitivis dan rasional mulai digugat kaum
pemikir transcendental   yang lebih mengedepankan nilai dan makna
dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang menjadi lebih terbuka
dan utuh untuk merespon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hai ini,
pemikiran transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya
irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman
personal, spekulasi) moral dan spiritual sebagai bagian integral dalam
memahami keilmuan.232
Kuntowijoyo sebagaimana dikutib Absori233 memaknai
transendental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron:
110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (ta’muruna
bil ma’ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu’minuna
billah). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang
lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode
pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan
istilah profetik mendasarkan pada Al- Quran dan Sunah merupakan basis
utama dari keseluruhan pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran dan
Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu
231 Absori. Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia
dalam Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi. Yogyakarta : GENTA Publishing, 2017,
hlm. 15
232 Ibid
233 Ibid hlm. 21
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pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis
hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna,
nilai dan kesadaran   maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis
hukum-hukum Tuhan.234
Kata kerja transcend, yang darinya kata transcendental diambil,
berasal dari bahasa Latin transcendere yang artinya memanjat di/ke atas.
Dari lima arti dalam Webster’s New International Dictionary yang dekat
dengan keperluan kita ialah transcendental dengan makna” abstrak,
metafisis dan “ melampaui”.235 Selanjutnya Kuntowijoyo mengatakan
bahwa :
“Transendensi    seperti dalam tradisi Nabi Ibrahim merupakan
kunci bagi penyelamatan manusia modern. Ilmu, teknologi dan
manajemen memang membawa kemajuan, tetapi gagal
membawa kebahagiaan. Kekerasan adalah akibat kemajuan
teknologi perang, kekuasaan pasar adalah buah dari penguasaan
ilmu, kesenjangan adalah hasil ketimpangan manajemen.
Semuanya tanpa iman. Transendental dalam arti spiritual akan
membantu kemanusiaan menyelesaikan masalah-masalah
modern.”236
1) Latar Belakang Konsep Transenden di Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat
Sistem nilai dalam penyusunan paugeran Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat sangat erat kaitannya dengan Islam.
Gelar Sultan adalah upaya untuk memantapkan mandate
keagamaannya. Gelar Sultan diberikan padanya oleh ulama Makah
pada tahun 1641.237 Keraton Yogyakarta merupakan perwakilan
234 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi dan Etika, Yogyakarta : Tiara Wacana,
2007, hal. 27
235 Ibid , hlm. 34
236 Ibid
237 Mark R. Woodward, Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, Yogyakarta : LKiS, 1999, hlm.
91-92
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kekhalifahan Islam di Jawa. Bahwasannya Keraton Yogyakarta
merupakan kelanjutan Kasultanan Demak, sebagaimana
disampaikan Sultan Hamengku Buwono ke X pada Pembukaan
Kongres Umat Islam (KUII) ke- 6 di Yogyakarta :
“… Kongres Umat Islam ke-6 yang diselenggarakan di
Yogyakarta berlangsung di Pagelaran Keraton Yogyakarta,
mengandung makna simbolik sebuah ziarah spiritual, karena
bangunan Pagelaran ini disangga oleh 64 tiang yang
menandai usia Rosulullah SAW dan perhitungan tahun Jawa.
Kongres sebelummya juga dilaksanakan di Yogyakarta, (7-8
November 1945), akan memberikan makna historis, agar
umat Islam melakukan introspeksi diri dan retrospeksi atas
perjalanan sejarahnya…”238
Sejarah Keraton Yogyakarta sebagai penerus Kesultanan
Mataram Islam tidak bisa dipisahkan dari Kekhalifahan Turki
Utsmani. Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar239 menjelaskan, hubungan
itu tercermin dari gelar khalifatullah yang disandang Sultan
Hamengku Buwono. “Pada masa Mataram Islam, Turki Utsmani
adalah kekhalifahan terkuat di dunia. Setiap kerajaan Islam
berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan Turki Utsmani.
Demikian pula dengan Kasultanan Mataram Islam. Beberapa
kerajaan Islam yang tunduk di bawah Turki Utsmani akan berstatus
sebagai fasal atau negara yang mendapat otonomi khusus. Setiap ada
pergantian sultan, mereka harus melaporkan kepada Sultan Turki
238 www. paugeran.com/2017/06/pidato-lengkap-sultan-hamengku buwono, Kongres umat Islam ke-6 di
Yogyakarta 11-12 Februari 2015.
239 Republika, 8 Mei 2015, “Gelar Khalifatullah Bukti Keraton Berhubungan dengan Turki Utsmani”
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Utsmani yang sedang berkuasa untuk meminta pengesahan atau
legitimasi. Namun hubungan itu menjadi lemah sejak kekhalifahan
Turki Utsmani runtuh.
“Ketika akhirnya Mataram Islam pecah, Turki Utsmani
melanjutkan hubungan dengan Keraton Yogyakarta, meski
tidak sekuat sebelumnya. “Keraton Yogyakarta dianggap
sebagai pewaris langsung Keraton Mataram karena secara
lebih kuat secara politik. hubungan antara Turki Utsmani
dengan fasal-fasalnya semakin lemah. "Bahkan terputus,
sejak kekhalifahan itu ambruk pada 1924. Sejak itu, Turki
Utsmani digantikan oleh negara Turki modern yang
sekuler.”240
Pada tahun 1479, Sultan Turki mengukuhkan R. Patah (Sultan
Demak ke-1) sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, merupakan
perwakilan kekhalifahan  Islam (Turki) untuk Tanah  Jawa, dengan
penyerahan bendera Laa ilaah illa Allah berwarna ungu kehitaman
terbuat dari kain Kiswah Ka’bah, dan bendera bertuliskan
Muhammadurrasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di
Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, sebagai bukti keabsahan
Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat wakil Kekhalifahan Turki.241 Pada
tahun 1935 Attaturk mengubah sistem kalender Hijriyah menjadi
Masehi, jauh sebelumnya Sultan Agung pada tahun 1633 telah
mengembangkan kalender Jawa dengan memadukan tarikh Hijriyah
dengan tarikh Saka. Masa ini sering disebut sebagai awal Renaisans
Jawa. Deskripsi di atas merupakan bukti pengakuan Sultan
Hamengku Buwono X tentang hubungan Keraton Yogyakarta dengan




kesultanan terakhir yang mewadahi seluruh umat Islam di dunia dan
telah runtuh pada tahun 1924.242
Pada waktu Sultan Agung berkuasa (1613-1645) mengganti
gelar-gelar raja Mataram menjadi Sultan, sebelumnya gelar raja-raja
mataram Kuno sampai Mataram Islam sebelum Prabu Pandita
menyandang gelar (agung=besar, dan batara=dewa), jadi raja-raja
Mataram sebelumnya menyandang gelar dewa yang agung. Pada
mulanya Prabu Pandito menyandang gelar yang kedua, yakni
Panembahan Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin
Panatagama. Gelar Sultan diberikan oleh Syarif Mekah atas
permintaannya. Setelah Mataram Islam pecah menjadi dua,
Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Raja
Ngayogyakarta memakai tambahan gelar setelah Sayyidin
Panatagama dengan gelar Khalifatullah.243
Di dalam Serat Nitipraja ciptaan Sultan Agung terdapat
petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh para pegawai kerajaan
agar tercipta suasana yang selaras, serasi dan seimbang. Terdapat
nilai kepatuhan, sikap murah hati, sikap setia pada negara. Nilai
kepatuhan kepada raja sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa,
namun demikian kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan
kewajiban yang besar pula, yaitu bisa berbuat adil, dengan istilah
“ber budi bawa leksana, ambeg adil para marta” demi kesejahteraan
rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Serat Nitipraja sebagai
berikut :
“Dhandanggula : Lamun sira tinitah bupati ; anggepa ambek
kasudarman; den kadi surya padhane ; sumadyaa lwir ranu;
242 Ibid.
243 Muhammad Abdul Karim, Kekhalifahan Dalam Lintasan Sejarah, Jurnal Al-Hikmah, Vol VI No. 11, Juni
2015, hlm.11-22
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mungwing cala lumawan ening; mwang kadi ta samudra;
pamotireng tuwuh; rehing amawi santana ; wruhanira lwir
warsa taru rata nglih; mangsaning labuh kapat Terjemahan :
Kalau kamu menjabat bupati; pakailah watak dermawan;
supaya seperti matahari terangnya ; berlakulah seperti air
berada di puncak gunung bening ; seperti juga samudra
memuat tumbuh karena bersama bawahan ; ketahuilah
seperti daun taru tala lapar saat musim labuh.”244
Pada dasarnya serat ini memberi petunjuk kepada pemimpin
dalam menjalankan tugas kenegaraan. Oleh karena itu pemimpin dan
pegawai kerajaan hendaknya menjunjung tinggi moralitas dan
integritas, sehingga dapat dijadikan panutan oleh sekalian rakyat.245
Kekuasaan Mataram Islam dengan gelar keagungbinataraan,
raja berkuasa absolut, tetapi untuk menarik simpati rakyat agar raja
dianggap mempunyai pengetahuan agama lebih, maka diusahakan
berbagai upaya Mataram Islam untuk menunjukkan keislamannya.
Apalagi pada waktu itu Mataram Islam sedang berkonflik dengan
Kasunanan Giri dan Sultan Banten, yang terkenal Raja Ulama yang
mempunyai pengaruh sangat besar terhadap masyarakat Jawa yang
mulai memeluk Islam. Sehingga pemakaian gelar Sultan yang diikuti
dengan khalifatullah bertujuan untuk memperkuat kedudukannya
sebagai raja berkuasa 246
Di dalam buku Serat Kuntharatama247 dikisahkan perjuangan
Pangeran Mangkubumi mendirikan kesultanan Yogyakarta. Pangeran
Mangkubumi inilah yang kemudian bergelar Sultan Hamengku
Buwono I. Setiap raja yang bertahta selalu bergelar Sultan, diambil dari
244 Purwadi, http:// staffnew. uny. Ac.id “ Konsep kekuasaan Jawa menurut serat Niti Praja”
245 Purwadi, Ibid
246 Ibid
247 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta…, Op. Cit., hlm. 133
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bahasa Arab yang dahulu dikenal sebagai Negara Ngerum, Sulthon.
Gelar Sultan memberi makna bahwa raja Ngayogyakarta Hadiningrat
bukan hanya menekankan aspek ke-Tuhanan saja tetapi menekankan
pula aspek keduniaan. Dengan kata lain, Sultan adalah seorang
Khalifah yang harus mampu menyeimbangkan hubungan antara
Habluminallah dan Habluminannas, tercermin dalam gelar yang
disandangnya yakni: Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo
Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Jumeneng
Kaping I Ing Ngayogyakarta Hadiningrat , Sultan Ngayogyakarta
Hadiningrat.248
Sultan adalah seorang raja atau pemimpin masyarakat dan
pemerintahan. Senapati ing Ngalaga berarti bahwa sultan secara
lahiriah adalah seorang panglima perang dan secara batiniah adalah
panglima bagi setiap diri   manusia untuk mengalahkan musuh yang
ada pada dirinya. Abdurrahman berarti setiap raja adalah gambaran
batiniah hamba Allah yang mendapat kasih sayang-Nya. Sedangkkan
Sayidin Panatagama mengandung makna bahwa setiap raja menjadi
pengelola agama yang memiliki orientasi surgawi dan kalifatullah
bahwa raja merupakan wakil Tuhan di dunia.249
Di dalam melaksanakan fungsi, kedudukan, tugas dan
tanggungjawab tersebut, seorang Sultan senantiasa bernaung di
bawah kebesaran Asma Allah yang disimbolisasikan dalam bentuk dan
wujud Songsong Gilap yang memiliki 99 bilah jari-jari bertuliskan
Asma’ul Husna terangkai dalam satu ikatan sebagai pegangannya,
Allahu Akbar. Di samping itu dalam Hamengku Buwono, senantiasa
248 Ibid, hlm. 133-134
249 Sartika Intaning Pradani dan Alam Surya Anggara, Kedudukan Laki-Laki…Op., Cit, hlm 150-156
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terkandung pengertian tiga substansi Hamangku, Hamengku dan
Hamengkoni. Hamengku identik dengan Hambeg Adil Paramarta,
yakni mengandung makna hangrengkuh “hangemong”, melindungi
dan mengayomi secara adil tanpa membedakan golongan, keyakinan,
dan agama. Hamangku identik dengan Berbudi Bawa Leksana, yakni
mampu membesarkan hati dengan lebih banyak memberi daripada
menerima. Hamengkoni identik dengan   Suri Tauladan dan berdiri
paling depan untuk mengambil tanggungjawab dengan segala
resikonya, inilah makna yang terkandung dalam watak Gung
Binathara.250
Serat atau tulisan yang mengisahkan adanya hubungan antara
tradisi kepemimpinan Kasultanan dengan ajaran Islam antara lain,
Serat Warna-Warni dan Serat Tajussalatin. Serat Warna-Warni ditulis
pada 7 April 1847 Masehi berdasarkan Al-Quran, ijma’, dan qiyas
ditujukan untuk Sultan Hamengku Buwono V yang berisi nasehat bagi
para raja dan pejabat dalam menjalankan kekuasaannya.251
Ajaran dalam serat Warna-Warni tersebut lebih memilih laki-
laki sebagai raja lebih karena semangat penerapan fikih karena raja
diwajibkan untuk memimpin sholat jumat sebagai imam dan sekaligus
menyampaikan khotbah jumat. Jika raja perempuan, maka menurut
ajaran fiqih, ia tidak dapat menjadi imam dan khotib, sehingga
250 Ibid, hlm 134-135
251 Sartika Intaning, Kedudukan Laki-Laki… Op. Cit, hlm. 151-152. “Serat Warna-Warni menyebutkan
bahwa kanggo dadi raja sing becik kuwi sarate ono 10 (sepuluh) : ( 1). Akil baliq, supaya
raja bisa mbedakke ala lan becik; (2). Alim, akeh ngelmu, ngerti maca-tulis, lan ngerti
carita kanggo tepa tuladan; (3). Bisa milih punggawa kang apik budine lan pinter micara;
(4).   Alus wicarane lan bagus rupane kang marakke wong tresna karo dheweke; (5).
Loma, ora cethil;( 6). Tansah gawe kabecikan lan ngelingake wong liya supaya gawe
kabecikan;( 7). Wani maju perang;( 8). Ngula anggone mangan lan turu; (9). Aja kerep
micara marang wong wadon lan wong cilik; (10). Lanang, ratu kuwi sing utama wong
lanang, dudu wong wadon.”
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keperluan pisowanan atau pertemuan tidak dapat dipenuhi seorang
raja, sebab raja perempuan hanya boleh menampakkan muka dan
telapak tangannya.252
Serat Tajussalatin yang bermakna Mahkota Segala Raja
merupakan terjemahan dari kitab berbahasa Melayu yang dikerjakan
atas perintah Sultan Hamengku Buwono V pada tahun 1852 Masehi
setelah selesainya Perang Diponegoro. Kitab Tajussalatin adalah kitab
yang dikarang oleh Bukhori al-Jauhari di Istana Kasultanan Aceh
Darrusalam pada tahun 1012 Hijriyah atau 1603 Masehi. Berisi tentang
konsep kekuasaan, kedudukan dan fungsi raja dalam perspektif ajaran
Islam. Raja disebutkan sebagai wakiling widhi (wakil Tuhan) yang
bertugas untuk menjaga dan membina alam semesta dan seisinya
(rumeksa jagad raya, lan sakisinipun) dan memerintah rakyatnya agar
mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (sayekti angsal kamulyan,
ngalam doanya tumekeng ngakir). 253
2) Konsep Transenden dalam Kepemimpinan DIY
Di dalam kerangka menjaga keunikan masing-masing daerah
di Indonesia, kepemimpinan DIY ke depan di dasarkan pada nilai-nilai
transenden (nilai religius) yang sudah menjadi ciri tata nilai
kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Dunia dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal
dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula
252 Ibid
253 Ibid, “Raja dalam kosmologi Jawa adalah seorang yang mendapat kewahyon, yang mampu menjaga
harmoni antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta), kemudian
dimanifestasikan dalam istilah tepo seliro, rukun, gotong royong dan lain-lain serta bisa
tercipta ketertiban dan keteraturan sehingga tercipta harmoni dalam dirinya kemudian
membangun keharmonisan bagi kerajaan dan masyarakatnya. Prinsip-prinsip itulah yang
kemudian dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan paugeran atau patokan hukum
di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.”
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mulanira). Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali
segala sesuatu (sangkan paraning dumadi). Dengan
kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia
beserta isinya (jagad gedhé; makrokosmos), termasuk
manusia (jagad cilik; mikrokosmos), dengan keagungan cinta
kasih-Nya. “254
Nilai Religius ini juga dipahami bahwa:
“Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini
beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang
derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu
sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis).
Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan
fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan,
sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau
ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen,
maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada
satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan
seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Disharmoni pada
mikrokosmos akan mempengaruhi harmoni makrokosmos,
begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, manusia sebagai
mikrokosmos yang dibekali kesadaran akan cipta, rasa, dan
karsa, wajib menjaga harmoni alam semesta ini dengan
tanpa pamrih pribadi yang sempit atau hawa nafsu egoisme,
melainkan harus dengan rela hati lahir batin (lila legawa lair
trusing batin) bersungguh-sungguh berusaha keras secara
terus-menerus (sepi ing pamrih ramé ing gawé)
mengusahakan dan menjaga kebenaran (bener), kebaikan
254 “Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat
digambarkan dengan perumpamaan apa pun (tan kena kinaya apa). Ciptaan Tuhan
beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (owah
gingsiring kanyatan, mobah mosiking kahanan), bahkan manusia hidup di dunia ini
hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (urip
iku bebasan mung mampir ngombé), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati
(Kasunyatan Jati) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal pun pula tiada berakhir.
Tuhan adalah dzat yang meliputi segala sesuatu, tetapi tidak dapat diinderai dengan cara
apa pun (adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa sénggolan). Meskipun demikian, Tuhan
senantiasa menyertai dan mengawasi dunia ini sehingga tiada satu peristiwa sekecil apa
pun yang terjadi di luar penglihatan Tuhan (Pangeran iku ora saré). “
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(becik), keindahan (hayu), keselamatan dan kelestarian
(rahayu) dunia (hamemayu hayuning bawana). “255
Kehidupan dunia yang tampak secara tertib dan teratur
(tata), semua kegiatan kehidupan dilaksanakan dengan cermat
dan saksama (titi), sehingga membuahkan ketenteraman
(tentrem), kemakmuran dan kesejahteraan (karta raharja).
Dalam kehidupan nyata seringkali terjadi peperangan antara
keteraturan dan kekacauan. Manusia wajib menegakkan
keteraturan dengan menghapus kekacauan (memasuh malaning
bumi). Semua itu bisa terlaksana apabila manusia berusaha keras
mengerahkan akal budi dan segenap kemampuannya untuk
mewujudkannya (rahayuning bawana kapurba waskithaning
manungsa). Begitu seharusnya manusia mengabdikan dirinya
kepada Tuhan, sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan-
Nya. 256
Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan manusia
harus berpegang pada nilai-nilai yang telah menjadi
keyakinannya, sebagaimana tata nilai religius Daerah Istimewa
Yogyakarta yang khas, sebagai berikut :
“…manusia harus sadar bahwa seluruh daya upaya yang
dikerahkannya memiliki keterbatasan. Bagaimanapun
juga, Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan tiap-
tiap orang. Oleh karena itu, setiap orang harus ikhlas (lila
legawa) dan dengan sabar menerima (sabar narima)
peran dan nasib perjalanan hidupnya. Kematian, jodoh,
anugerah, garis nasib, dan rejeki bagi tiap-tiap orang
merupakan kepastian yang telah ditentukan oleh Tuhan
(siji pesthi, loro jodho, telu wahyu, papat kodrat, lima
bandha). Manusia sekadar menjalani hidup ini
255 Baca Lampiran Perda DIY No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, Ibid
256 Lampiran Perda DIY No. 4 Tahun 2011
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(manungsa saderma nglakoni, kaya wayang upamané)
sebagaimana digariskan oleh Tuhan. Akan tetapi, nilai-
nilai seperti itu bukan berarti mengajak manusia untuk
pasrah total tanpa usaha dalam hidup (fatalistik),
melainkan dimaksudkan sebagai kerendahhatian agar
hendaknya manusia tidak sombong senantiasa merasa
bisa melakukan apa saja (rumangsa bisa), namun harus
tahu diri akan keterbatasan kemampuannya (bisa
rumangsa; ngrumangsani), jangan mendikte kehendak
Tuhan (aja nggégé mangsa), dan pandai-pandailah
bersyukur (narima ing pandum).”257
Pada dasarnya tidak seorang pun mengetahui dengan
pasti garis hidupnya. Oleh karena itu, upaya keras mengubah
nasib masih tetap terbuka lebar dengan cara lebih tekun berusaha
dan lebih khusuk berdoa (nang donya kang sugih puji, yèn sira
temen satuhu, tuhu teka dennya muja), sebab apa yang
tampaknya seakan-akan telah digariskan sesungguhnya masih
dapat diubah dengan doa dan ikhtiar kerja keras secara tepat
(kodrat bisa diwiradat). Dengan demikian, sebaik-baik sikap hidup
ialah merampungkan segala urusan keikhtiaran sampai derajat
tertinggi menurut kemampuan manusiawinya (mupus), kemudian
menunggu keputusan Tuhan dengan pengharapan yang baik. 258
257 “ Dalam batas kewajaran manusia harus tetap berusaha (mbudidaya) meningkatkan taraf harkat dan
martabat kehidupannya, di antaranya dengan mengusahakan dan terusmenerus meningkatkan
kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian atau ilmu (wirya, arta, winasis) yang dimilikinya. Dengan
memiliki dan meningkatkan ketiga hal itu, diharapkan kehidupannya menjadi lebih benar, lebih
baik, lebih indah, dan lebih bijaksana, bahkan sedapat mungkin menjadi orang yang sejahtera,
berbahagia, dan berpengaruh secara luas karena memiliki kedudukan yang penting dalam
masyarakat (mukti wibawa mbaudhendha). Meskipun mencari harta dan kedudukan lahiriah
memang dianjurkan, namun dimensi batiniah tetap lebih diutamakan (sugih tanpa bandha).”
Lampiran Perda DIY No. 4 Tahun 2011, Ibid
258 Baca Lampiran Perda DIY No. 4 Tahun 2011. “Agar dalam hidupnya manusia banyak mendapatkan
keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari malapetaka (rahayu ingkang
sami pinanggih, widada nir ing sambikala), maka manusia harus senantiasa mendekatkan diri
kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan benar hendaklah dimulai dengan
membersihkan diri dari perbuatan tercela lima M (ma-lima), yakni membunuh (mateni),
mencuri (maling), berjudi (main), berzina (madon), menghisap candu atau narkoba jenis apa
pun dan meminum minuman keras yang dapat mengakibatkan lupa diri (madat; mendem;
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Lebih dari itu, terdapat tata nilai dalam kepemimpinan dan
pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 sebagai
berikut : 259
“ Nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat DIY
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)   adalah
Tata Nilai Budaya Yogyakarta. (2) Tata Nilai Budaya
Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
meliputi: a. tata nilai religio-spriritual; b. tata nilai moral; c.
tata nilai kemasyarakatan; d. tata nilai adat dan tradisi; e.
tata nilai pendidikan dan pengetahuan; f. tata nilai
teknologi; g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur; h.
tata nilai mata pencaharian; i. tata nilai kesenian; j. tata
nilai bahasa; k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan
cagar budaya; l. tata nilai kepemimpinan dan
pemerintahan; m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan;
dan n. tata nilai semangat keyogyakartaan. “
Yang dimaksud dengan “Tata Nilai Budaya Yogyakarta”
adalah Tata Nilai Budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat
pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya
(golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja
keras yang dinamis (greget), disertai dengan kepercayaan diri
dalam bertindak (sengguh), dan tidak akan mundur dalam
menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh).260
mabuk). Di samping itu, agar proses mendekatkan diri kepada Tuhan berhasil dengan baik,
manusia harus mengurangi kenikmatan duniawi dan senantiasa waspada terhadap godaan nafsu
duniawi yang menggiurkan (cegah dhahar lawan guling, kaprawiran dèn kaesthi), mengontrol
dan membimbing nafsunya (lauwamah – amarah – supiyah – muthmainah). Berkomunikasi
secara spiritual dengan Tuhan (saréngat – tarékat – hakékat – makripat; sembah raga –
sembah cipta – sembah jiwa – sembah rasa). Manusia harus menyelami dirinya sendiri
kedekatannya dengan Tuhan dan harus senantiasa berusaha keras agar semakin dekat dengan
Tuhan menurut keyakinannya.”
259 Pasal 36 Perdais No 1 Tahun 2013 tentang “Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
260 Penjelasan Pasal 36 (1).Perdais No. 1 Tahun 2013, “Tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan adalah
seorang pemimpin dituntut memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin baik dalam hal
pengetahuan, keberanian, maupun kearifan. Seorang pemimpin harus berani tampil di depan
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Di dalam pemerintahan, seorang pemimpin DIY
berpedoman pula pada filosofi Jawa yang sangat adiluhung, yaitu
:
“ Harus merangkul, mengasihi, dan melindungi segenap
rakyat (hamengku) tanpa membeda-bedakan etnis, suku,
ras, golongan, dan agama yang dipeluknya, agar seluruh
rakyat merasa tenteram dan damai (ayom ayem).
Pemimpin harus berusaha keras agar rakyat dapat
menikmati kehidupan yang layak (hamangku), oleh
karenanya seorang pemimpin harus berwatak murah hati
dan menepati janji (bèr budi bawa leksana). Bermurah hati
artinya seorang pemimpin ibaratnya harus siap memberi
pakaian kepada  rakyat yang tak punya pakaian (paring
sandhang wong kawudan), memberi makan kepada rakyat
yang kelaparan (paring pangan wong kaluwèn), memberi
air kepada rakyat yang kehausan (paring banyu wong
kasatan), memberi tongkat kepada rakyat yang menapaki
jalan licin (paring teken wong kalunyon), memberi
peneduh kepada rakyat yang kepanasan (paring kudhung
wong kepanasan), dan  memberi payung kepada rakyat
yang kehujanan (paring payung wong kodanan). Menepati
janji artinya tidak ingkar dan konsekuen atas
perkataannya, sebab ucapan seorang pemimpin harus
dapat dipegang, tidak boleh asal bicara dan plinplan (sabda
pandhita ratu sepisan dadi dhatan kena wola-wali, pindha
nila kresna tumetes ing dalancang seta). Dalam situasi
yang sulit, pemimpin harus mengambil tanggung jawab
terdepan dalam menyelesaikan permasalahan
(hamengkoni) agar rakyat terbebas dari kesulitan dan
kesengsaraan; dan rakyat merasa terlindungi oleh
pemimpinnya.261
memberi teladan bagi yang dipimpin (ing ngarsa sung tuladha), seorang pemimpin harus
mampu menggugah semangat atau memotivasi yang dipimpin (ing madya mangun karsa) agar
lebih giat dalam perjuangan hidup, dan memberi dorongan, kekuatan, dan perlindungan (ing
wuntat tut wuri handayani) agar yang dipimpin kian percaya diri dan senantiasa memperoleh
kemajuan dalam menapaki kehidupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.”
261 “Pemimpin atau pejabat harus cakap mengelola (anata) tata pemerintahan dengan baik sehingga
semua unit kerja yang dikoordinasikan dan dikendalikannya dapat berperan dan berfungsi
dengan saksama. Agar semua unit kerja terjaga kinerjanya, maka seorang pemimpin harus
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Filosofi Jawa yang lain, mengambil pedoman
kepemimpinan Yasadipura I (1729-1803 M) dari keraton
Surakarta, Hastha Brata adalah delapan prinsip kepemimpinan
sosial yang meniru filosofi/sifat alam, yaitu:262
“(a) Mahambeg Mring Kismo (meniru sifat bumi). Seperti
halnya bumi, seorang pemimpin berusaha untuk setiap
saat menjadi sumber kebutuhan hidup bagi siapa pun. Dia
mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dan
memberikan kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Meski
selalu memberikan segalanya kepada rakyatnya, dia tidak
menunjukkan sifat sombong/angkuh; (b) Mahambeg
Mring Warih (meniru sifat air). Seperti sifat air, mengalir
dari tinggi ke tempat yang lebih rendah dan sejuk/dingin.
Seorang pemimpin harus bisa menyatu dengan rakyat
sehingga bisa mengetahui kebutuhan riil rakyatnya. Rakyat
akan merasa sejuk, nyaman, aman, dan tentram bersama
pemimpinnya. Kehadirannya selalu diharapkan oleh
rakyatnya. Pemimpin dan rakyat adalah mitra kerja dalam
membangun persada tercinta ini. Tanpa rakyat, tidak ada
yang jadi pemimpin, tanpa rakyat yang mencintainya, tidak
ada pemimpin yang mampu melakukan tugas yang
diembannya sendirian; (c) Mahambeg Mring Samirono
(meniru sifat angin). Seperti halnya sifat angin, dia ada di
mana saja/tak mengenal tempat dan adil kepada siapa
mengamati dan meneliti dengan cermat (aniti) apa yang dikerjakan dan cara kerja anak
buahnya. Pemimpin harus senantiasa memantau keadaan rakyatnya (apariksa) sehingga
dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan rakyatnya dan berusaha keras mengusahakan
pemenuhan kebutuhan  itu.  Demi tegaknya  keadilan dan kewibawaan, pemimpin harus
memberi ganjaran bagi aparat atau rakyat yang berjasa dan menghukum aparat atau rakyat
yang bersalah (amisésa). Agar pemimpin dapat memimpin dengan mumpuni, maka dia harus
dapat meneladani watak dan tugas yang tercermin dalam ajaran Hastha Brata. Hastha Brata
adalah simbol alam semesta. Arti harfiahnya “delapan simbol alam”, tetapi sejatinya
menyiratkan keharmonisan sistem alam semesta. Pada hakikatnya kedelapan sifat tersebut
merupakan manifestasi keselarasan yang terdapat pada tata alam semesta yang diciptakan
Tuhan, dan manusia harus menyelaraskan diri dengan tata alam semesta kalau ingin selamat
dan terhindar dari malapetaka. Bila manusia, sebagai ciptaan Tuhan, bisa selaras dengan alam
semesta, maka selaraslah kehidupannya.” Penjelasan Perda DIY No. 4 Tahun 2011
262 Penjelasan Perda DIY No. 4 Tahun 2011
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pun. Seorang pemimpin harus berada di semua
strata/lapisan masyarakatnya dan bersikap   adil, tak
pernah diskriminatif (membeda-bedakan); (d) Mahambeg
Mring Condro (meniru sifat bulan). Seperti sifat bulan,
yang terang dan sejuk. Seorang pemimpin mampu
menawan hati rakyatnya dengan sikap keseharian yang
tegas/jelas dan keputusannya yang tidak menimbulkan
potensi konflik. Kehadiran pemimpin bagi rakyat
menyejukkan, karena aura sang pemimpin memancarkan
kebahagiaan dan harapan.
Selain itu prinsip kepemimpinan juga harus dapat meniru
sifat matahari, laut/samodra, sifat gunung dan sifat api,
sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2011,
sebagai berikut :
“(e)Mahambeg Mring Suryo (meniru sifat matahari).
Seperti sifat matahari yang memberi sinar kehidupan yang
dibutuhkan oleh seluruh jagat. Energi positif seorang
pemimpin dapat memberi petunjuk/jalan/arah dan solusi
atas masalah yang dihadapi rakyatnya; (f) Mahambeg
Mring Samodra (meniru sifat laut/samudra). Seperti sifat
lautan, luas tak bertepi, setiap hari menampung apa saja
(air dan sampah) dari segala penjuru, dan membersihkan
segala kotoran yang dibuang ke pinggir pantai. Bagi yang
memandang laut, yang terlihat hanya kebeningan air dan
timbulkan ketenangan. Seorang pemimpin hendaknya
mempunyai keluasan hati dan pandangan, dapat
menampung semua aspirasi dari siapa saja, dengan penuh
kesabaran, kasih sayang, dan pengertian terhadap
rakyatnya; (g) Mahambeg Mring Wukir (meniru sifat
gunung). Seperti sifat gunung, yang teguh dan kokoh,
seorang pemimpin harus memiliki keteguhan-kekuatan
fisik dan psikis serta tidak mudah menyerah untuk
membela kebenaran maupun membela rakyatnya. Tetapi
juga penuh hikmah tatkala harus memberikan sanksi.
Dampak yang ditimbulkan dengan cetusan kemarahan
seorang pemimpin diharapkan membawa kebaikan seperti
halnya efek letusan gunung berapi yang dapat
menyuburkan tanah. (h) Mahambeg Mring Dahono
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(meniru sifat api). Seperti sifat api, energi positif seorang
pemimpin diharapkan mampu menghangatkan hati dan
membakar semangat rakyatnya mengarah kepada
kebaikan, memerangi kejahatan, dan memberikan
perlindungan kepada rakyatnya. “263
Kedelapan watak dan kecakapan tersebut amat penting
bagi pemimpin yang berjiwa kesatriya sebagai sarana untuk
mendharmabaktikan dirinya kepada negara dan rakyat, karena
dharma bakti pemimpin yang benar akan menjamin
kesejahteraan dan keselamatan negara dan rakyatnya (darmaning
satriya mahanani rahayuning nagara). 264
Tata nilai semangat keyogyakartaan adalah dalam
mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (adiluhung) dan dalam rangka
meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan,
keindahan, dan kelestarian dunia (hamemayu hayuning bawana),
masyarakat Yogyakarta memiliki nilai-nilai khas sebagai penciri
khusus keyogyakartaan dan dijadikan semangat dalam
mengaktualisasikan nilai-nilai luhur itu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai
Budaya Yogyakarta.265
Walaupun memiliki kekuasaan yang amat besar, seorang
raja dituntut untuk berbuat hal dengan kelembutan.
Kelembuatan dalam hal spiritual untuk pengawasan diri,
kelembutan penampakan berarti kecantikan, ketampanan dan
keluwesan serta kelembutan tingkah laku, seperti berbuat sopan,
dan selalu tanggap. Masyarakat Jawa meyakini bahwa ada
263 Penjelasan Perda DIY No. 4 Tahun 2011
264 Penjelasan Perda DIY No. 4 Tahun 2011
265 Penjelasan Pasal 36 (1) ayat (2), huruf n Perdais No. 1 Tahun 2013
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hubungan antara kelembutan atau kehalusan dengan orang yang
memiliki kekuasaan. Orang yang berkuasa harus memiliki
kelembutan, karena bagi masyarakat Jawa, kelembutan itu sendiri
adalah tanda dari kekuasaan bila diperolehnya dengan usaha
mengkonsentrasikan energy guna mengakumulasi kekuatan dan
kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan Anderson,266 bahwa
dalam budaya politik Jawa, “perintah halus” lebih efektif dari pada
“perintah kasar” karena perintah halus diberikan seorang yang
halus yang memiliki kekuasaan yang tinggi dan lebih dekat dengan
sumber kekuasaan itu sendiri.
Oleh karena itu, seorang raja menjadi pusat kekuasaan dan
pusat alam semesta yang berkedudukan sebagai Raja-Tuhan. Hal
demikian telah menjerumuskan raja Jawa kepada absolutisme.
Adanya kritikan dapat dilihat sebagai ancaman dan harus dilawan
dengan kekerasan. Namun demikian, bagi masyarakat Jawa,
seorang Raja, tidak boleh tunduk pada keinginan hawa nafsunya
yang disebut pamrih. Jikalau seorang raja melakukan pamrih, hal
ini sebagai pertanda bahwa kekuasaannya sudah berkurang atau
berpindah ke tempat atau orang lain. Akhirnya kehalusan menjadi
pertanda dari kekuasaan itu sendiri. Jika seorang Raja mampu
berlaku halus dalam memerintah berarti tanda bahwa kekuasaan
Illahi sungguh tinggal di dalam dirinya.267
Jika dikaitkan dengan konsep kekuasaan Jawa bahwa
gelar-gelar raja Jawa   merepresentasikan dengan jelas   masih
bertahannya konsep Raja-Dewa-Raja sebagai reinkarnasi dewa---
266 Benedict Anderson, Language and Power Exploring Political Culture in Indonesia, New York : Cornell
University Press, 1990, dikutip kembali oleh, Emilianus Yacob Sese Tolo, Op. Cit, hlm. 273
267 Emillianus, Ibid
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tetapi melegitimasinya dengan konsep kekhalifahan dalam Islam
dalam bentuk gelar Kalipatullah, yang berarti wakil Allah di muka
bumi.268 Penghapusan konsep raja-dewa oleh Islam tidak
mengurangi tuntutan pokok kekuasaan raja atas kawula atau
hamba. Raja berperan sebagai perantara rakyat dan Tuhan. Pada
akhirnya, setiap kehendak raja harus berdasarkan landasan ajaran
Tuhan, apabila tidak maka dianggap ingkar. 269 Selanjutnya Peter
Carey mengatakan :
“ Tugas utama raja adalah menjaga perdamaian agar tidak
sampai muncul gangguan dan memulihkan keadaan
apabila telah terjadi gangguan. Raja yang terus menerus
mencari tuntunan illahi (Tuhan) di dalam bathin. Tuntunan
illahi ini akan tampak pada kewicaksanaan (bijaksana) raja,
yaitu berpengalaman, terampil, cerdas dan berpandangan
jernih agar disegani rakyat. Bijaksana dalam konteks ini
adalah sikap bertanggungjawab terhadap rakyat, dalam
arti adil dalam menyelesaikan suatu masalah. Inilah sifat
yang dimiliki oleh dewa-dewa dalam pantheon Hindu.”270
Di dalam Islam, kepemimpinan adalah suatu proses di
mana pemimpin menggali partisipasi pengikutnya secara sukarela
untuk mencapai tujuan tertentu. Agar mendapatkan partisipasi
sukarela dari pengikutnya maka pemimpin harus dapat dipercaya.
Jadi, kepemimpinan dalam Islam adalah kepercayaan atau
amanah.271 Konsep kepemimpinan Islam perlu dijadikan sebagai
alternatif pilihan karena Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
adalah warisan Kerajaan Mataram Islam, yang menunjung tinggi
268 Aidul Fitriciada Azhari, Rekonstruksi Tradisi …Op. Cit., , hlm 24
269 Peter Carey, Op. Cit…hlm. Xviii-xix
270 Ibid
271 R. I. Beekun and J. Badawi, Leadership…, dikutip kembali Gusmar Ismail, Kepemimpinan Islam Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Provinsi Gorontalo). Disertasi, UIN Yk, 2009, hlm. 4
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nilai-nilai transenden diyakini dapat menjawab berbagai
tantangan yang dihadapi, karena berbagai alasan. Pertama,
konsep kepemimpinan Islam ada dan telah diterapkan dan
berhasil semasa kepemimpinan Rosullullah saw di Madinah.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan warisan
Kerajaan Mataram Islam, secara nyata telah mengakar di
masyarakat DIY. Kedua, bahwa kepemimpinan itu tidak hanya
sekedar manajemen atau memerintah, kekuasaan atau
kewenangan, aturan atau melayani, tetapi kepemimpinan adalah
berhubungan dengan ketinggian moral untuk mengangkat derajat
dan martabat manusia.272 Sekarang ini dunia memerlukan
kepemimpinan moral (moral leadership).
Ketinggian moral kepemimpinan Islam telah ditunjukkan
oleh Raja-Raja Mataram Islam sebelumnya, seperti Sultan
Agung,Sultan Hamengku Buwono I hinggaSultan Hamengku
Buwono IX. Bangast273 menyatakan bahwa fokus kepemimpinan
dalam Islam adalah pada integritas dan keadilan. Tiga kunci
kepemimpinan Islam adalah legitimasi, bahwa kepemimpinan
harus memiliki legitimasi ketuhanan (letivine legitimacy) dan
legitimasi popular (popular legitimacy). Legitimasi ketuhanan
diperoleh   apabila pemimpin taat kepada Allah swt. Legitimasi
popular diperoleh apabila pemimpin diakui dan diikuti oleh
pengikutnya. Pemimpin harus memiliki kewenangan untuk
memutuskan, mengatur dan mengendalikan. Kekuasaan
diperlukan oleh pemimpin untuk menegakkan hukum dan
272 Ibid
273 Dikutip kembali Gusnar Ismail, Ibid
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peraturan. Kewenangan dan kekuasaan tidak bersifat mutlak
tetapi harus dibagi sehingga dapat saling mengawasi.
Kepemimpinan di DIY merupakan bentuk campuran antara
sistem monarki dan demokrasi serta transendensi.
Argumentasinya adalah Sultan yang bertahta di Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY. Hal ini
menunjukkan bentuk pemerintahan Monarki karena Gubernur
DIY berasal dari Kasultanan dan Wakil Gubernur dari Kadipaten
Pakualaman, yang sedang bertahta yang penggantiannya secara
turun temurun. Sementara model demokrasi karena pengisian
jabatan gubernur ditetapkan oleh DPRD yang mendapatkan
legitimasi dari masyarakat DIY; terdapat pembagian kekuasaan
antara Gubernur dan DPRD DIY yang dipilih melalui pemilihan
umum; adanya hubungan kinerja   Gubernur dan DPRD dalam
mewujudkan keseimbangan kekuasaan (check and balances)
untuk membatasi kekuasaan menumpuk di satu cabang
kekuasaan.
Sedangkan dari aspek transcendental dibuktikan bahwa
kepemimpinan di DIY harus dapat “mengembalikan”,
“menguatkan”, dan “mengarahkan” keistimewaan DIY.
“Mengembalikan” berarti menjalankan “paugeran” yang telah
dilaksanakan selama lebih dari 275 tahun sejak Kasultanan
Ngayogyakarta berdiri. “Menguatkan” bermakna”paugeran” yang
diyakini mengandung nilai-nilai filosofi Jawa yang adiluhung dan
nilai-nilai warisan Kerajaan Mataram Islam dikuatkan dengan
menjaga, menjalankan, senantiasa dijadikan patokan dalam
menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan “mengarahkan”
melalui pedoman pada tata nilai religius sebagaimana telah
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dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai
Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.274
Nilai-nilai transendental inilah yang diyakini mampu
membantu kepemimpinan DIY menyelesaikan masalah-masalah
modern. Sangat relevan apa yang dikatakan Khudzaifah Dimyati
275bahwa Islam tidak sekedar agama dalam pengertian ajaran
ritual semata, akan tetapi juga merupakan jalan hidup yang
sempurna, suatu peradaban dan kebudayaan yang canggih.276
Khudzaifah Dimyati, berpendapat bahwa secara epistemologis
sumber pengetahuan itu ada tiga, yaitu realitas empiris, rasio dan
wahyu, secara metodologis, tidak bebas nilai dan keberpihakan
etis.277
Konsep kersebut di atas didukung pendapat seorang pakar
asal India, Sreeram Chaulia,278 berpendapat bahwa masa depan
kerajaan di Asia bergantung pada kombinasi dari kepribadian dan
kemampuan politik serta bagaimana kerajaan menampilkan diri
bukan sebagai ancaman terhadap demokrasi. Seorang sultan
274 “Nilai-nilai tersebut antara lain, “ber budi bawa leksana, ambeg adil para marta” , harus dengan rela
hati lahir batin (lila legawa lair trusing batin) bersungguh-sungguh berusaha keras secara
terus-menerus (sepi ing pamrih ramé ing gawé) mengusahakan dan menjaga kebenaran
(bener), kebaikan (becik), keindahan (hayu), keselamatan dan kelestarian (rahayu) dunia
(hamemayu hayuning bawana). Mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan,
dan dijauhkan dari malapetaka (rahayu ingkang sami pinanggih, widada nir ing sambikala),
maka manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. “
275 Khudzaifah Dimyati, (at, al), Pemikiran Transendental Model Profetik,
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9683/5.%20Khudzaifah.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y, diunduh 14 Agustus 2019
276 Ibid
277 Ibid
278 . Pavin Chachavalpongpun, Monarchies in Southeast Asia 1 Kerajaan di Asia Tenggara Kyoto Review
of Southeast Asia Issue 13 (March 2013): Center for Southeast Asian Studies, Universitas
Kyoto. https://kyotoreview.org/issue-13/kerajaan-di-asia-tenggara-2/ diakses 15 April 2018
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ara dengan Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI Dapil DIY, tanggal 27 Juli 2019
279 Ibid
280 Wawanc
harus menunjukkan bahwa ia memerintah berdasarkan Islam.
Kesakralan religius dari tahta sebagai seorang raja tak terelakkan
untuk keberlangsungan kesultanan. Hal ini juga menunjukkan
hubungan yang sangat erat antara kerajaan dan agama, yang jika
dimanfaatkan dengan baik, bisa meningkatkan kesakralan suatu
kerajaan. Hancurnya kerajaan absolut Nepal di bawah pimpinan
raja Gyanendra Bikram Dev279 juga sebagian disebabkan oleh
kurangnya karisma religius sang raja. Chaulia menyatakan:
“Mitos berlatar belakang sakral selalu menjadi fondasi dari
kekuasaan kerajaan, tetapi ini juga mengindikasikan suatu
bentuk harapan tertentu dari masyarakat luas bahwa
seorang raja harus memerintah dengan benar dan tanpa
cela. Karisma tidak diperoleh secara otomatis, bahkan
dalam suatu kerajaan yang berdasarkan garis keturunan
secara religius sekalipun, tetapi diperoleh melalui
tindakan-tindakan yang mengingatkan orang-orang pada
kesakralan tahta kerajaan.’’
Pentingnya nilai-nilai Islam dipertahankan di Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat juga disampaikan oleh Afnan
Hadikusumo280 bahwa gelar Khalifatullah harus tetap melekat
pada Sultan yang akan datang, karena merupakan pewaris
kerajaan Mataram Islam yang masih eksis hingga hari ini.








2 Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Struktur Ketatanegaraan Republik
Indonesia
a. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam NKRI
Hakekat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak
terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya
tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan
pembuat undang-undang selain pembuat undang-undang pusat.281 Negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. 282Konstitusi dijadikan
pegangan tertinggi karena konstitusi menggambarkan hukum positif di tingkat
tertinggi283 dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas
hukum. Cohen dan Peterson, sebagaimana dikutip Ni’matul Huda,
mengemukakan bahwa : “Unitary systems need not be legally decentralized, but
most are through hierarchy of lower units that have specified geographical
281 Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris…Op. Cit., hlm. 5
282 Pasal 1 (1) UUD NRI 1945
283Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory (Clarendon Press- Oxford), penerjemah Siwi
Purwandari, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Nusa Media,2012, hlm. 106
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jurisdictions. In unitary system, the centre maintains ultimate souvernity over
publik sector tasks desentralized to lower-level units”284
Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan
tertinggi negara. Agar tidak  sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat
diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya
sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang
dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada
pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara
organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan
(prinsip unity of commond)285
Menurut Abu Daud Busroh negara kesatuan adalah negara yang tidak
tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi ,
melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada
negara di dalam negara. Oleh karena itu di dalam negara kesatuan itu juga
hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai
kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.
Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat
memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.286 Formasi negara
kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan
mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Sebagaimana
disampaikan Ni’matul Huda, sebagai berikut :
“…Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara-
negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di
dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen.
Atas dasar itu, negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah
yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh Pemerintah
284 Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI… Op. Cit., hlm. 1
285 Ibid
286 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : Bumu Aksara, 1990, hlm. 64-65
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Pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Hal ini
diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya. 287
Sedangkan L.J. van Apeldorn mengatakan bahwa negara kesatuan itu
provinsi-provinsi dapat mempunyai organisasi pemerintahan sendiri dan
kemerdekaan yang terbatas, tetapi perbedaannya dengan negara-negara dari
negara serikat   ialah bahwa provinsi hanya menjalankan kekuasaan yang
berasal dari kekuasaan lain, dan bukan kekuasaan yang berdasarkan pada hak
sendiri.288 Kesimpulannya bahwa suatu negara disebut negara kesatuan
apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara
provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-
provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri.289 Sementara itu Carlton Clymer
Rodee mengatakan bahwa negara kesatuan ialah negara yang pemerintah
pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, memiliki kekuasaan
penuh dalam pemerintahan. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang
diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintah yang lebih kecil,
seperti negara bagian atau provinsi. Di dalam suatu negara kesatuan,
pemerintah nasional bisa melimpahkan banyak tugas-tugas kepada kota-kota,
kabupaten-kabupaten atau pemerintahan lokal atau regional. Namun,
otoritas ini dilimpahkan oleh undang-undang biasa yang disusun oleh DPR
nasional- tidak oleh konstitusi-290
Mengelola Indonesia dengan latar belakang struktur sosial budaya
yang beragam serta tebaran pulau-pulau yang begitu luas membutuhkan
penataan kelembagaan yang memungkinkan keanekaragaman menjadi
harmoni bagi soliditas kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu pilihan negara
287 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2009, hlm. 54-55
288 L.J. van Apeldorn , Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Balai Pustaka,Cetakan ke-35, 2015, hlm. 298
289 Bonar Simorangkir et al., Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan , Cetakan Pertama, 2000, hlm. 14
290 Carlton Clymer Rodee, Carl Quimby Christol, Totton James Anderson, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta :
Rajawali Pers, Cetakan Pertama, 1988, hlm. 85
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kesatuan 291 sebagai bentuk susunan negara diselenggarakan berdasarkan
prinsip sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Secara substantif, kerakyatan dikonsepsi
sebagai dasar kekuasaan tertinggi bagi negara dan oleh karena itu
penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan
rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Di samping substansi demokrasi
juga dilakukan berbagai penataan lembaga-lembaga negara untuk
menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Salah satu
konsepsi penataan sistem ketatanegaraan bagi penataan demokrasi dalam
kerangka negara kesatuan 292adalah penyelenggaraan otonomi daerah.
Negara atau pemerintah yang baik adalah yang berkiprah sesuai
dengan dinamika masyarakatnya.293 Oleh karena itu tarik menarik antara
tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi menjadi hal yang tak bisa
dihindarkan. Kalau segalanya dikembalikan pada kepentingan masyarakat dan
upaya untuk mewujudkan   suatu pemerintahan yang sehat, tarik menarik
tersebut tidak boleh dilihat sebagai spanning di mana yang satu
membahayakan yang lain, melainkan sebagai bentuk dinamika yang alami
yang akan selalu ada pada setiap tingkat perkembangan kehidupan bernegara
atau berpemerintahan.294
291 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah…, Op. Cit, hlm. 55. “Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah
Pusat. Tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang
didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah lokal. Oleh
karena itu menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan kewenangan dan
pengawasan.”
292 “Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Oleh karena itu
dikembangkanlah berbagai peraturan (rules) yang mengatur mekanisme yang akan
menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan otonomi. Di sini pulalah letak
kemungkinan spanning yang timbul dari kondisi Tarik menarik antara kedua kecenderungan
tersebut. Ibid…
293 Ibid…
294 Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, ditulis kembali Ni’matul Huda, Otonomi
Daerah…Ibid
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Aspek demokrasi dengan otonomi daerah pada dasarnya berada pada
penyebaran kekuasaan kepada satuan-satuan pemerintahan daerah yang
memungkinkan keanekaragaman 295 suku, agama, ras, budaya dan golongan
yang terdapat di dalamnya dapat terlibat aktif merencanakan dan
memprakarsai pembangunan daerahnya secara mandiri menurut kondisi dan
kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu otonomi daerah menjadi wadah
bagi harmoni kebhinekaan dalam keikaan, sekaligus mempertegas bahwa
ketunggalan bukan penyeragaman.296 Bergabungnya dengan NKRI dalam
perspektif Bhineka Tunggal Ika berarti tidak ada penyeragaman satuan-satuan
pemerintahan yang tergabung di dalamnya melainkan tumbuh dan
berkembang sesuai dengan asal usul yang menjadi kekhasan masing-masing
daerah. Tidak terkecuali Kasultanan Yogyakarta yang telah berdiri jauh
sebelum NKRI terbentuk. Hak asal usul yang dimaksud di sini adalah bentuk
dan susunan pemerintahan, tatanan hukum dan tradisi serta struktur sosial
yang telah ada dan berlangsung sejak lama.
Di dalam struktur pemerintahan negara yang terbentuk setelah
Indonesia merdeka menyebabkan pada daerah tertentu diintegrasikan antara
bentuk pemerintahan tradisional berbasis monarki dengan jabatan seperti
Kepala Daerah. Pengintegrasian tersebut dilatarbelakangi lebih pada
pertimbangan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam
kerangka efisiensi dan efektifitas pemerintahan dengan mengingat otoritas
295 “Sebenarnya pemberian otonomi yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain merupakan praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang banyak ditemui di berbagai negara, baik yang
berlangsung di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan , maupun dalam di
negara dengan bentuk negara federal. Pola pengaturan yang tidak sama ini disebut
desentralisasi asimetris. Bentuk penyebaran kekuasaan yang bersifat asimetris adalah
merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi keunikan, baik perbedaan latar belakang
budaya, sosial -politik, maupun sosial ekonomi, dalam menjalankan fungsi dasar
pemerintahan.”
296 Cornelis Lay,( et,al), Naskah Akademik dan RUU Keistimewaan DIY…Op. Cit, hlm. 31 Keberhasilan
Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, sebetulnya merupakan konsekuensi dari
aktualisasi kapasitas kelembagaan lokal yang masing-masing memiliki keunikannya sendiri.
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institusi tradisional masih diterima dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.
Penerimaan masyarakat terhadap Sri Sultan sebagai Raja yang telah
berlangsung secara turun temurun dan kemudian diterjemahkan oleh Sultan
Hamengku Buwono IX dengan konsep “Tahta Untuk Rakyat”297
melambangkan filosofi adanya penyatuan antara kawulo dan gusti. Konsep ini
menjadikan adanya penyatuan antara keinginan rakyat dengan
pemimpinnya. Dapat dikatakan bahwa tahta untuk rakyat secara tidak
langsung mengakui kekuasaan raja dari dan oleh rakyat. Kemunculan
berbagai gerakan-terutama dalam momentum pergantian gubernur-
membuktikan tetap kuatnya posisi Sultan sebagai symbol bagi masyarakat
Yogyakarta.298
Misalnya perkumpulan atau paguyuban Lurah se-DIY biasa dikenal
dengan sebutan Ismaya (Ing Sedya Memetri Aslineng Ngayogyakarta),
Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi) baik di tingkat Provinsi
maupun Kabupaten, ini merupakan cerminan kuatnya keinginan masyarakat
Yogyakarta untuk tetap mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta
melalui pengisian jabatan Gubernur tahun 1998.299
Kuatnya hubungan antara Sultan dengan masyarakat Yogyakarta juga
terbukti melalui “Pisowanan Ageng” yang berlangsung menjelang
tumbangnya Pemerintahan Orde Baru Mei 1998.   Acara ini berlangsung
damai, berjalan lancar tanpa tindakan anarkis yang mencorengnya juga
merupakan penghormatan warga Yogyakarta yang patuh terhadap “titah”
Sultan. “ Pisowanan Ageng” kembali bergema pada 18 April 2007, menyusul
keinginan masyarakat Yogyakarta untuk mendengarkan secara langsung
297 Baca Atmakusumah (ed), Tahta Untuk Rakyat : …,Op. Cit.,
298 Baca Cornelis Lay, et., al, Naskah Akademik… Op. Cit, hlm. 21
299 Keluarnya Maklumat Rakyat Yogyakarta tanggal 26 Agustus 1998, yang salah satu isinya adalah rakyat
tetap mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam UU No.
3 Tahun 1950. Di mata sebagian besar masyarakat, tidak ada perbedaan antara posisi Sultan
dan Gubernur. Sultan adalah Gubernur dan Gubernur adalah Sultan, Ibid
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penjelasan Sultan Hamengku Buwono X atas keputusannya tidak bersedia
menjadi Gubernur DIY untuk periode mendatang. Pelembagaan pepe maupun
“Pisowanan Ageng” sebagai media kultural bagi masyarakat Yogyakarta
menyampaikan aspirasinya sekaligus mengontrol kekuasaannya misalnya,
bisa ditafsirkan   sebagai bentuk “daulat rakyat” yang dapat menggugurkan
“daulat raja”.300
Pada konteks ini, Sultan kemudian menjadi simbol kemuliaan tidak
saja sebagai raja tetapi masyarakat Yogyakarta yang dipimpinnya karena
integrasi diantara keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dimensi kemuliaan Sultan karena kemampunan memenuhi rasa keadilan dan
kemampuan mengayomi serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan
rakyatnya. Pada saat yang bersamaan, di situlah demokrasi teraktualisasi
dengan sesungguhnya atau biasa disebut demokrasi substantive. “Tahta
untuk Rakyat” untuk konteks sekarang ini adalah Raja mampu memberi
teladan, memberi suatu contoh yang baik bagaimana kita hidup bijak, sebab
kalau tidak, tidak ada masa depan untuk masyarakat, dunia berubah
sedemikian cepatnya. 301
Jika raja menyimpang atau tidak memenuhi keadilan masyarakat maka
sangat mungkin mengalami delegitimasi kekuasaan bahkan pemberontakan.
Perilaku yang ditunjukkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dalam memaknai
“Tahta Untuk Rakyat”, secara substantive tidak hanya untuk masyarakat
Yogyakarta tetapi secara keseluruhan dimaksudkan untuk rakyat Indonesia.
Secara terminologi, “tahta” berarti kekuasaan. Meskipun Soepomo302 tidak
300 Baca Cornelis Lay, Ibid
301 Wawancara Peter Carey, di Acara Symposium…., 6 Maret 2019
302 “ Konseptualisasi kawulo-gusti secara eksplisit terungkap dalam pemikiran Soepomo yang disebutnya
sebagai pandangan negara integralistik. Di dalam pidatonya yang terkenal di depan sidang
BPU PKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyatakan dengan jelas bahwa : semangat
kebathinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan
hidup, persatuan kawulo-gusti, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, antara
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menggunakan istilah “tahta”, tetapi gagasan tentang staatsidee secara tidak
langsung menghendaki adanya penyatuan antara kawulo dan gusti (yang
berkuasa atau bertahta) yang ditarik dari falsafah Golong-Gilig yang
diwujudkan dalam bentuk material berupa tugu yang melambangkan
Manunggaling Kawulo Gusti.303 Hal mana diakui kemudian sebagai budaya
asli dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang telah berlangsung dalam
satuan masyarakat hukum di Jawa, Sumatera dan kepulauan lainnya di
seluruh nusantara.304 Falsafah Hamemayu Hayuning Bawono yang
menekankan pada tingkah laku manusia yang selalu mengutamakan harmoni,
keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Demikian pula falsafah Sawiji,
Greget, Sengguh lan Ora Mingkuh sebagai dasar dalam pembentukan watak
ksatria yang pengabdiannya hanya ditujukan pada nusa, bangsa dan negara
yang didasari oleh komitmen atas kebenaran, keadilan, integritas moral dan
nurani yang bersih.305
Memaknai tahta untuk rakyat dalam konteks filosofi Kasultanan
terutama pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono IX tidak saja untuk
masyarakat Yogyakarta tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia, dibuktikan
dengan dedikasi Sultan Hamengku Buwono IX dalam perjuangannya demi
kemerdekaan Bangsa Indonesia dan kesediaannya bergabung menjadi bagian
dari NKRI. Kebesaran jiwa dan sikap patriotik yang ditunjukkan melalui
perjuangan dan kesediaan wilayah Kasultanan menjadi bagian dari NKRI
mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. …pandangan
negara integralistik Soepomo ini jelas merupakan kelanjutan dari pandangan kekuasaan Jawa
yang bertumpu pada hubungan kawulo-gusti. Gagasan Soepomo ini merupakan yang paling
intens dibandingkan dengan konseptualisasi lainnya yang serupa. Hal ini karena konsep mistik
manunggaling kawulo-gusti yang mengimplikasikan pengintegrasian rakyat ke dalam negara,
sehingga gagasannya---seperti disebutnya sendiri---adalah gagasan negara totaliter”. Baca
Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi…, Op. Cit, hlm. 119-120




menjadi kesempurnaan makna Bhineka Tunggal Ika dalam menyokong
persatuaan bangsa dalam keberagaman.
b. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Struktur Ketatanegaraan Republik
Indonesia
Struktur ketatanegaraan RI adalah struktur ketatanegaraan berdasarkan
UUD Negara RI Tahun 1945, yang meliputi struktur pemerintahan di tingkat
Pusat, Tingkat Daerah (Daerah Tingkat I atau Provinsi dan Daerah Tingkat II atau
Kabupaten) dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu,
fokus kajian pada sub ini menyangkut hubungan antara Pusat dan Daerah
sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan
“Negara        Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yangdiatur dengan undang-undang. Berikutnya, diatur bahwa
“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya,kecuali urusan peme
rintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat ( Pasal 18 Ayat (5)).
Keberhasilan mengelola hubungan pusat dan daerah, sangat tergantung
pada beberapa faktor, Pratikno306 menyebutkan paling tidak ada tiga (3) faktor,
yaitu:
“(1) Sejauh mana demokrasi nasional dan demokrasi lokal berhasil
dikembangkan, sejauh mana demokrasi lokal bisa diintegrasikan dalam
prosedur demokrasi nasional; (2) sejauh mana demokrasi nasional yang
dibangun berdasarkan demokrasi lokal tersebut   mampu menciptakan
eksistensi masyarakat lokal secara politik, ekonomi dan kultural dalam
masyarakat politik nasional; (3) sejauh mana manajemen pemerintahan
306 Pratikno, Pengelolaan Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Desentralisasi & Otonomi Daerah,
Syamsuddin Haris (ed), Jakarta : LIPI Press, 2007, hlm, 27-28
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melakukan distribusi sumberdaya ekonomi, politik dan ekonomi lintas
lokalitas sehingga tetap relevan untuk mendukung negara bangsa.”
Berdasarkan pendapat di atas, maka Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat tetap dijaga eksistensinya baik secara politik, ekonomi dan kultural
untuk tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang politik
kenegaraan ditunjukkan bahwa Gubernur DIY ditetapkan oleh DPRD DIY dari
Sultan yang bertahta dan Tata Pemerintahan DIY atau kelembagaan
Pemerintah Daerah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di bidang
ekonomi, bahwa Kasultanan sebagai badan hukum mempunyai hak milik atas
tanah Kasultanan yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Sedangkan secara
kultural Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat kebudayaan
berperan dan bertanggungjawab menjaga dan melestarikan budaya Yogyakarta
sebagai warisan budaya nasional. Episentrum Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat sebagai pusat budaya dan tradisi inilah ke depan diperlukan
payung hukum tersendiri agar warisan budaya tangible maupun intangible
tetap eksis. Analisis tersebut sesuai dengan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2012
bahwa pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk (a) mewujudkan
pemerintahan yang demokratis (b)mewujudkan kesejahteraan dan ketenteram
masyarakat(c) Mewujudkan tata pemerintahan dan tata sosial yang menjamin
ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka NKRI (d) menciptakan
pemerintahan yang baik (e) melembagakan peran dan tanggung jawab
Kasultanan dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagai
warisan budaya bangsa.
Menyangkut eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pusat- Daerah) Kasultanan harus
tunduk pada Undang-Undang Keistimewaan DIY yang merupakan perintah
Pasal 18 B ayat (1 ) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
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bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Keluarnya UU No. 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY di satu sisi merupakan keberhasilan
Kasultanan dalam mempertahankan eksistensinya dalam konteks NKRI, di sisi
lain Negara mampu menampung keunikan atau keberagaman yang terwadahi
dalam konsep desentralisasi asimetris. Hubungan ini ke depan menjadi
seimbang karena Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta
diperintah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Pasal 43 bertugas
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan
Kasultanan serta mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan
penyesuaian peraturan tersebut.
Berkaitan dengan ini, Ni’matul Huda mengatakan bahwa :
“mengatur hubungan yang serasi antara Pusat dan Pemerintah Daerah
tidak mudah. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara
khusus mengatur seluruh segi hubungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Ada kekhawatiran kontrol dari Pemerintah Pusat
terhadap Pemerintah Daerah tidak perlu ada. Karena bagaimanapun juga
Pemerintah Pusat masih tetap mempunyai posisi dan peran memutus
kata akhir sesuai prinsip negara kesatuan”307
Adanya tarik menarik (Pusat-Daerah) telah terjadi sepanjang sejarah
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang berakhir dengan
diakomodasikannya melalui UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY.
Bahwa tarik menarik itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, karena kehidupan
bernegara atau pemerintahan itu tidak lepas dari kehidupan masyarakatnya.
Terpenting adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya dan terwujud satu
pemerintahan yang sehat, Tarik menarik tersebut tidak boleh dilihat sebagai
“spanning” di mana yang satu akan membahayakan yang lain, melainkan sebagai
307 Ni’matul Huda, “ Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Disertasi, Program Doktor (S3) Fakultas
Hukum UII, 2009, hlm. 81-82.
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bentuk dinamika yang alami yang akan senantiasa ada pada setiap tingkat
perkembangan kehidupan bernegara. Yang terpenting adalah tercipta
mekanisme yang wajar agar setiap tarikan dapat menjadi peringatan (warning)




1 Setelah kemerdekaan, secara de jure beberadaan Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat diakui secara penuh baik dalam konstitusi maupun peraturan
perundang-undangan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Pemberian Piagam Kedudukan oleh
Presiden Republik Indonesia Soekarno kepada Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat sebagai daerah istimewa adalah bentuk rekognisi konkrit (de facto)
dari negara karena alasan filosofis, historis, yuridis maupun sosiologis.
Walaupun keistimewaan DIY telah diatur dalam konstitusi dan peraturan
perundang-undangan, namun konsistensi pengakuan atas status
keistimewaannya belum diikuti pengaturan yang komprehensif dan jelas
mengenai keistimewaannya.   Kewenangan yang diberikan kepada DIY melalui
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY jo UU No. 19
Tahun 1950 jo UU No. 9 Tahun 1955 semata-mata mengacu pada Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang
memperlakukan sama semua daerah di Indonesia. Hal yang a juga terjadi pada
masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penpres No. 6 Tahun
1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal di atas telah
memunculkan  interpretasi bahwa Keistimewaan DIY hanya pada kedudukan
Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengakuan keistimewaan Daerah Istimewa
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Yogyakarta dipertegas dengan keluarnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai realisasi dari Pasal 18 B ayat
(1) UUD RI 1945.
2. Implikasi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap keistimewaan DIY
dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia adalah keberhasilan
mengelola keberagaman lokal baik karena latar belakang sejarah, budaya,
maupun politik DIY sejak Republik Indonesia berdiri. Oleh karena itu, diberikan
kewenangan asimetris untuk memenuhi kebutuhan daerah.
a. Diberikannya beberapa kewenangan istimewa, yaitu tentang pengisian
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Daerah,
Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Secara spesifik terwujudnya
bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah Provinsi DIY yang berbeda
dengan daerah lain di Indonesia, yaitu pemerintahan mixed antara
monarki, demokrasi serta Pilkada Asimetris DIY, yaitu Gubernur DIY
adalah bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono ditetapkan selama
lima tahun oleh DPRD DIY dan tidak terikat dua kali periode masa jabatan
sebagaimana daerah lain di Indonesia.
b. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi, dengan demikian
mempertahankan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
berasal dari Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur
dan Sri  Paku Alam sebagai Wakil Gubernur melalui penetapan tidak
mengubah struktur tata pemerintahan daerah di DIY. Bahwasannya
struktur tata pemerintahan daerah di DIY tetap sama dengan pemerintah
daerah pada umumnya di Indonesia, di mana pengisian jabatan kepala
daerah Kabupaten & Kota melalui pemilihan langsung.
3 Konsep Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam struktur ketatanegaraan
Republik Indonesia adalah Kasultanan yang mampu mempertahankan
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eksistensinya baik secara politik, ekonomi maupun kultural. Sistem
pemerintahan campuran monarki, demokrasi dan transendensi merupakan
pilihan terbaik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam struktur ketatanegaraan
Republik Indonesia. Setidaknya menyangkut dua masalah pokok, yaitu dan
kepemimpinan daerah DIY dan hubungan Pusat-. Daerah. Pertama, konsep
kepemimpinan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kepemimpinan yang
mendorong keistimewaan DIY melalui penguatan nilai-nilai paugeran Kasultanan
yang dapat mendukung konsep pemerintahan campuran (mixed government)
monarki, demokrasi dan transendensi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Monarki karena Gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang
bertahta yang bersifat turun temurun. Demokrasi argumentasinya adalah
adanya jabatan Gubernur DIY yang ditetapkan dari Sultan Hamengku Buwono
yang bertahta oleh DPRD DIY yang dipilih melalui pemilihan umum, adanya
pembagian kekuasaan antara Gubernur dengan DPRD DIY, terdapatnya
mekanisme check and balances antara Pemerintah DIY dengan DPRD DIY. Aspek
transendensi dibuktikan dengan tetap mewarisi nilai-nilai kerajaan Mataram
Islam dan nilai filosofi Jawa yang adiluhung.
Nilai-nilai warisan Kerajaan Mataram Islam sebagaimana tertulis dalam
Serat Nitipraja,   Serat Kuntharatama, Serat Warna Warni, Serat Tajussalatin
serta gelar Raja secara turun temurun adalah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem
Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono   Senapati Ing Ngalaga
Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah. Sedangkan nilai-nilai filosofi
Jawa dapat ditemukan di beberapa Perda maupun Perdais tentang Kebudayaan
DIY, antara lain, falsafah Hamemayu Hayuning Bawono yang menekankan pada
tingkah laku manusia yang selalu mengutamakan harmoni, keselarasan,
keserasian dan keseimbangan; sangkan paraning dumadi; kepemimpinan
demokratis (manunggaling kawula lan Gusti ); “berbudi bawa leksana, ambeg
adil para marta”; harus merangkul, mengasihi, dan melindungi segenap rakyat
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(hamengku); pemimpin harus berusaha keras agar rakyat dapat menikmati
kehidupan yang layak (hamangku); pemimpin harus mengambil tanggung jawab
terdepan dalam menyelesaikan permasalahan (hamengkoni) ; pemimpin harus
berwatak murah hati dan menepati janji (bèr budi bawa leksana). Bermurah hati
artinya seorang pemimpin ibaratnya harus siap memberi pakaian kepada rakyat
yang tak punya pakaian (paring sandhang wong kawudan), memberi makan
kepada rakyat yang kelaparan (paring pangan wong kaluwèn), memberi air
kepada rakyat yang kehausan (paring banyu wong kasatan; memberi tongkat
kepada rakyat yang menapaki jalan licin (paring teken wong kalunyon), memberi
peneduh kepada rakyat yang kepanasan (paring kudhung wong kepanasan), dan
memberi payung kepada rakyat yang kehujanan (paring payung wong kodanan).
Kedua, menyangkut hubungan Pusat- Daerah bahwa Kasultanan harus
tunduk pada Undang-Undang Keistimewaan DIY yang merupakan perintah Pasal
18 B ayat (1 ) UUD Negara RI Tahun 1945. Keluarnya UU No. 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan DIY di satu sisi merupakan keberhasilan Kasultanan
dalam mempertahankan eksistensinya dalam konteks NKRI, di sisi lain Negara
mampu menampung keunikan atau keberagaman yang terwadahi dalam konsep
desentralisasi asimetris. Hubungan ini ke depan menjadi seimbang karena
Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta diperintah oleh
Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Pasal 43 untuk melakukan penyempurnaan
dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan serta mengumumkan
kepada masyarakat.
B. Rekomendasi
1. Mempertahankan konsep pemerintahan campuran dalam kerangka NKRI yaitu
monarki, demokrasi dan trasendensi, dengan tetap mewarisi nilai-nilai kerajaan
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Mataram Islam dan nilai filosofi Jawa yang adiluhung baik melalui penyempurnaan
Undang-Undang Keistimewaan, Perda maupun Perdais DIY.
2. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian peraturan dan mengumumkan kepada masyarakat.
3. Pergantian tahta di Kasultanan dapat dikembalikan ke paugeran, melalui
musyawarah keluarga Kasultanan Ngayogyakarta, tidak terombang ambing oleh
kepentingan sesaat.
4. Perlu payung hukum tersendiri tentang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
sebagai episentrum budaya dan tradisi agar warisan budaya Ngayogyakarta
tetap eksis.
5. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut, dari berbagai macam pendekatan dan
lintas ilmu tentang Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
Implikasinya terhadap Keistimewaan DIY dalam struktur ketatanegaraan RI
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